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PENGANTAR 
 

 

 

 

Perubahan sosial budaya masyarakat terjadi begitu cepat berba-

rengan dengan akselerasi perkembangan ilmu pengetahuan dan tek-

nologi. Persoalan dan tantangan sosial budaya tidak lagi hanya ber-

dampak pada satu wilayah negara namun juga berimbas lebih luas ke 

entitas sosial yang lebih besar. Bahkan yang selama ini kita anggap 

bukan sebuah masalah, tiba-tiba menyeruak dan mengiris benang-

benang solidaritas yang selama ini terajut indah. Segala hal yang mele-

kat dalam tubuh kita yang terberi tanpa proses negosiasi kemudian 

terbentuk menjadi sebuah konsep identitas. Konsep identitas yang 

seharusnya sangat cair dengan menemukan persamaan-persamaan 

simbol, nilai atau tanda lain namun pada kenyataannya dijadikan se-

suatu yang eksklusif dengan legitimasi sosial politik yang biasa melalui 

peristiwa berdarah. Dalam identitas melekat hak dan kewajiban yang 

seakan-akan disepakati oleh pihak yang lebih benar dan berkuasa. Di-

mana mereka memiliki keistimewaan tertentu. Sementara orang yang 

dianggap bukan bagian dari identitas yang sama harus menerima ber-

ada pada posisi tersisih atau dikorbankan. 
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Identitas apapun yang melekat dalam diri kita seharusnya kita 

jadikan sebuah bahasa untuk menjalin komunikasi dan merekatkan 

benang-benang sosial. Salah satu bahasa yang sebaiknya kita gunakan 

adalah nilai keadilan sosial. Dimana semua insan manusia memiliki hak 

untuk mendapat pengakuan atas segala keistimewaannya dan men-

dapat perlakuan yang sama untuk mendapat akses atas hidup dan 

berkarya. 

Berangkat dari dasar pikir tersebut, Indonesia Social Justice Net-

work (ISJN) bekerja untuk membumikan nilai keadilan sosial di bumi 

Nusantara dan akan menyebar ke penjuru dunia lain. ISJN merupakan 

lembaga masyarakat sipil berjaringan yang anggotanya adalah alumni 

penerima beasiswa International Fellowship Program (IFP) Ford Foun-

dation yang tersebar di seluruh Nusantara.  

Konferensi Tahunan Tentang Keadilan Sosial (Annual Conference 

on Social Justice – ACSJ) 2019 merupakan salah satu program utama 

ISJN yang bertujuan untuk memediasi pertukaran ide, hasil penelitian 

dan pengalaman semua pihak untuk berbagi kisah dan praktik dalam 

promosi dan aplikasi nilai keadilan sosial di kehidupan sehari-hari. 

Kupang menjadi daerah yang tepat untuk menyelenggarakan Konfe-

rensi Tahunan Tentang Keadilan Sosial 2019 dimana masyarakatnya 

sangat dinamis dengan akar budaya yang kuat dalam pergerakan ke-

adilan sosial. 

Melalui kesempatan ini, izinkan kami atas nama ISJN menghatur-

kan terima kasih dan penghargaan kepada Institute of Resource Go-

vernance and Social Change (IRGSC) dan Universitas Katolik Widya 

Mandira Kupang serta semua anggota panitia pelaksana yang telah 

bekerja keras dalam waktu yang relatif singkat untuk menyeleng-

garakan Konferensi Tahunan Tentang Keadilan Sosial 2019. Terima 

kasih juga kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur atas du-

kungannya pada kesuksesan Konferensi Tahunan Tentang Keadilan 
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Sosial 2019. Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-

tingginya kepada pembicara kunci, pembicara tamu, presenter dan 

semua partisipan Konferensi Tahunan Tentang Keadilan Sosial 2019 

yang berkenan membagikan kisah, pengalaman dan praktik keadilan 

sosial kepada kita semua.  

 

Salam Keadilan Sosial 

 

Andi Ahmad Yani 

Ketua Presidium Nasional ISJN 
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Tema ini ditulis ulang pada tanggal 1 April 2020, tepat pada saat 

Republik Indonesia menghadapi pandemi COVID-19. Saat menulis-

kan tema ini, terasa betul makna dari tema Konferensi Tahunan Ten-

tang Keadilan Sosial (Annual Conference on Social Justice – ACSJ) 

2019: “Memikirkan ulang Pembangunan yang Berperikemanusiaan 

dan Berkeadilan Sosial”.  

Dua hal prinsipil yang diangkat dalam tema merupakan bagian 

dari dasar utama negara, namun, seringkali terlupakan. Dalam praktik 

dominan nalar ekonomi adalah nalar utama, sedangkan hak-hak dasar 

warga negara seringkali diabaikan. Dalam situasi krisis terasa benar 

apa yang dikhawatirkan selama ini menjadi kenyataan. Ketika krisis 

segala model fantasi ekonomi hancur berantakan, sebaliknya bangun-
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an dasar yang menuntut kemandirian warga negara di seantero Negara 

Kepulauan Republik Indonesia menjadi begitu penting.  

Kemungkinan lock down atau karantina wilayah sekali lagi 

mengisyaratkan adanya kemampuan warga untuk mandiri. Seringkali 

dalam gambaran program ekonomi mengorbankan hak-hak rakyat, 

terutama soal tanah dan lingkungan hidup yang berdampak langsung 

pada kemandirian warga. Sektor-sektor utama seperti kesehatan dan 

pendidikan seharusnya dipikirkan secara serius. Karena ketika terjadi 

krisis nyata benar bahwa keduanya bukan hanya soal “pengeluaran”, 

tetapi menjadi elemen dasar untuk bertahan.  

Berhadapan dengan “perang jenis baru”, Republik Indonesia di-

tuntut untuk mampu memahami tantangan terkini. Musuh yang diha-

dapi bukan senjata besar, tetapi virus. Daya pengetahuan untuk mem-

prediksi tidak mungkin dimiliki jika investasi dasar untuk bidang ke-

sehatan dan pendidikan tidak dikerjakan. Visi para pemimpin selama 

ini melupakan elemen dasar untuk bertahan: security (keamanan). 

Terjemahan “keamanan” hanya masih dilihat seperti pembangunan 

batalion dan lainnya. Sesuatu yang ketinggalan zaman, dan jauh dari 

pemikiran terkini. Ketika terjadi krisis COVID-19, tidak ada satu pun 

laboratorium kesehatan di Provinsi NTT yang memadai untuk meng-

uji. Ketidakadilan ini hanya sebagian kecil dari sekian jenis ketidak-

adilan yang terjadi di republik ini. 

Tujuhpuluh empat tahun setelah Indonesia merdeka dari penjajah 

Eropa dan Asia Timur, Indonesia kembali memasuki fase perang da-

gang. Bahkan di saat pandemi global berlangsung, perang itu masih 

berlanjut di ruang media.  

Dengan menakar secara saksama hal-hal dasar republik, kita 

berharap Indonesia sebagai satuan politik tidak hanya menjadi elemen 

formalitas untuk urusan dagang. Sebaliknya dengan kesadaran repu-

blik yang kuat, dengan mencermati nilai-nilai dasar yang menjadi 

kesepakatan awal terbentuknya negara, kita diharapkan untuk mampu 

untuk menentukan arah republik, dan tidak sekadar menjadi korban 
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dari arus dagang global. Strategi republik tidak mungkin dikerjakan 

hanya dalam fantasi atau janji-janji yang dikenal dengan nama “ilusi 

informasi”. Disain republik perlu dilakukan dalam tarikan nafas kehi-

dupan warga negara. Beban warga harus diambil alih oleh organisasi 

politik yang disebut republik. Kesepakatan-kesepakatan bersama yang 

terbangun dalam pertukaran pendapat merupakan model dasar untuk 

bergerak.  

Penentuan arah republik tidak mungkin dilakukan tanpa melibat-

kan warga negara. Selama sekian dekade setelah merdeka, kita masih 

kesulitan untuk menentukan arah gerak republik dan mengutamakan 

rakyat. Sudah saatnya politik republik ini dikembalikan dalam pemi-

kiran dasarnya. 
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Abstrak 
 

Indonesia akhir-akhir ini sedang ramai dengan adanya kabar-

kabar yang mengancam kesatuan dan persatuan bangsa. Agama seba-

gai salah satu bentuk keragaman di Indonesia dimunculkan sebagai 

senjata untuk memperjelas adanya perbedaan dan dimanfaatkan seba-

gai sumber perpecahan. Pendidikan agama di Indonesia, khususnya, 

bersifat monoteisme, artinya mengajarkan satu agama saja sehingga 

anak cenderung memahami bahwa agamanya sebagai satu-satunya 

kebenaran. 

Pendidikan inklusif menawarkan pendidikan yang tetap mem-

bawa anak pada keragaman, karena memunculkan penghargaan terha-

dap perbedaan bahasa, budaya, kemampuan, minat, termasuk agama. 

Pendidikan inter-religius memberi kesempatan kepada anak untuk 

mempelajari agama lain. Ketertarikan dan kesadaran anak terhadap 

agamanya sendiri maupun kepercayaan lain meningkat melalui 

pendidikan inter-religius (Mc.Cowan, 2017).  

Makalah ini memaparkan hasil studi terhadap kegiatan pembe-

lajaran inter-religius. Metodologi yang diterapkan adalah penelitian 
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kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa observasi serta 

wawancara dengan guru dan anak-anak. Tema yang diangkat adalah 

“Diskusi Inter-religius untuk Mengurangi Prasangka dan Membangun 

Toleransi”. Guru melaporkan bahwa anak-anak menjadi lebih tertarik 

belajar agama, karena pelajaran agama bukan lagi secara tekstual 

melainkan praktik secara langsung. Hasil yang bisa dilihat setelah 

adanya kegiatan pembelajaran ini yaitu anak-anak jadi semakin akrab 

dengan temannya yang berbeda agama serta lebih menghargai saat 

teman yang lain beribadah. Sementara dari sisi anak, mereka menga-

takan bahwa pelajaran ini lebih menyenangkan, karena bisa saling 

bertanya dan menemukan hal-hal yang berbeda maupun sama. Anak-

anak juga mengakui bahwa tidak ada rasa enggan atau takut ketika 

bertanya ataupun menjawab, karena mereka tidak memiliki prasangka. 

Bahkan mereka berharap, pembelajaran ini bisa lebih sering dilaku-

kan. 

Dari studi ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan inter-religius 

menawarkan wawasan yang lebih luas dan inklusif kepada anak-anak. 

Pendidikan inter-religius mampu mengantarkan anak-anak untuk me-

ngakui nilai-nilai yang dianut satu sama lain, yang merupakan dasar 

dari sikap toleransi sebagai modal untuk menjaga persatuan dan ke-

satuan bangsa. Sebaiknya, pendidikan inter-religius dimunculkan se-

bagai salah satu materi dalam pendidikan agama di sekolah. 

 

Kata kunci: pendidikan, pendidikan inklusif, pendidikan agama, 

pendidikan inter-religius, toleransi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROSIDING KONFERENSI TAHUNAN TENTANG KEADILAN SOSIAL 2019 

7 

 

Pendahuluan 
 

Indonesia yang terkenal sebagai bangsa yang ramah, beragam, 

dan toleran akhir-akhir ini sedang ramai dengan adanya hoax ataupun 

kabar-kabar yang mengancam kesatuan dan persatuan bangsa. Agama 

sebagai salah satu bentuk keragaman di Indonesia dimunculkan seba-

gai senjata untuk memperjelas adanya perbedaan dan dimanfaatkan 

sebagai sumber perpecahan. Beberapa contoh berita antara lain, pada 

bulan November 2019, upacara Piodalan, yang merupakan ritual ke-

agamaan dalam rangka peringatan terhadap Mahalingga Padma Bhu-

wana Manggir, diprotes dan diminta untuk bubar (CNN Indonesia, 

2019). Berita lain yang muncul adalah seorang warga yang terpaksa 

mencari rumah kontrakan baru karena terbentur aturan RT 8 Dusun 

Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Bantul. Khususnya aturan yang 

mengatur bahwa orang non-Islam dilarang tinggal di dusun tersebut 

(Pertana, 2018). Pendidikan menjadi salah satu cara yang mestinya 

mampu menjaga persatuan negara ini, karena melalui pendidikanlah 

pemimpin masa depan dipersiapkan. Djohar (seperti dikutip oleh 

Listia dkk, 2007) menyatakan bahwa “Pemisahan anak berdasarkan 

agama di sekolah menjadi embrio diskriminasi bangsa. Hal ini terjadi 

karena sekolah tidak melaksanakan pendidikan keagamaan, tetapi 

lebih cenderung melaksanakan pelajaran agama.” Pengamatan ini me-

nunjukkan bahwa pendidikan yang ada tidak bisa memfasilitasi kera-

gaman karena kurikulum menuntut siswa untuk memiliki pengetahuan 

yang seragam. Pendidikan agama di Indonesia, khususnya, bersifat 

monoteisme, artinya mengajarkan satu agama saja yang sesuai dengan 

agama yang dianut oleh anak. Akibatnya, anak cenderung hanya me-

mahami bahwa agama atau kepercayaannya sebagai satu-satunya ke-

benaran.  

Pendidikan inklusif menawarkan pendidikan yang tetap memba-

wa anak pada keragaman, karena memunculkan penghargaan terhadap 
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perbedaan bahasa, budaya, kemampuan, minat, termasuk agama. Pen-

didikan inter-religius, sebagai salah satu perwujudan pendidikan in-

klusif, memberi kesempatan kepada anak untuk mempelajari agama 

lain. Ketertarikan dan kesadaran anak terhadap agamanya sendiri 

maupun kepercayaan lain meningkat melalui pendidikan inter-religius 

(Mc.Cowan, 2017). Sehingga perlu dikatakan jika pemisahan anak 

berdasarkan agama di sekolah, yang merupakan embrio diskriminasi 

bangsa, layak untuk dilihat dan diteliti.  

Sebelum masuk lebih jauh tentang metode yang digunakan, kita 

akan terlebih dulu melihat apakah yang dimaksud dengan toleransi, 

pendidikan inklusi dan pendidikan inter-religius. UNESCO mendefi-

nisikan toleransi sebagai rasa hormat, penerimaan dan penghargaan 

terhadap kekayaan keragaman dari kebudayaan dunia, bentuk-bentuk 

ekspresi dan berbagai cara menjadi manusia (UNESCO, 1995). Se-

hingga toleransi yang dimaksud dalam diskusi tersebut adalah rasa 

hormat, penerimaan, dan penghargaan siswa terhadap keragaman aga-

ma yang ada di lingkungan sekolahnya. Pendidikan inklusi seperti te-

lah disebutkan sebelumnya, memunculkan penghargaan terhadap per-

bedaan bahasa, budaya, kemampuan, minat, termasuk agama. Semen-

tara pendidikan inter-religius, menurut Sterkens (2001), fokus pada 

pembentukan identitas agama melalui pengembangan kompetensi da-

lam sebuah diskusi. Ini bertujuan untuk mengembangkan rasa hormat 

terhadap agama lain seperti terhadap agamanya sendiri (Boven, 2017) 

 

 

Metode 
 

Tujuan dari penelitian ini selain untuk mengumpulkan pendapat 

guru maupun siswa terhadap pendidikan inter-religius juga sekaligus 

untuk melihat respon mereka terhadap perbedaan. Gunawan (2013) 

menyebutkan bahwa jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak 



PROSIDING KONFERENSI TAHUNAN TENTANG KEADILAN SOSIAL 2019 

9 

 

diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, 

merupakan penelitian kualitatif. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa penelitian ini temuan-temuannya juga tidak dihitung ataupun 

melalui prosedur statistik. Penelitian kualitatif ini dilengkapi dengan 

metode pengumpulan data berupa wawancara serta FGD dengan guru 

dan anak-anak. Penelitian ini melibatkan guru-guru agama, yaitu guru 

agama Islam, Kristen, dan Hindu. Tentunya anak-anak yang terlibat 

juga anak-anak yang memiliki agama yang sama dengan tiga guru di 

atas. Bisa dikatakan bahwa guru maupun anak-anak ini berasal dari 

budaya yang juga berbeda-beda. Selama diskusi berlangsung, anak-

anak diperbolehkan untuk bertanya kepada guru atau teman yang ber-

beda agama hal-hal yang ingin mereka ketahui. Setelah diskusi ber-

langsung, peneliti memberikan beberapa pertanyaan kepada guru dan 

anak-anak.  

 

Pertanyaan untuk guru antara lain: 

 Apakah tema yang diangkat? 

 Apa yang melatarbelakangi para guru untuk menggabungkan pe-

lajaran agama yang berbeda-beda ini? 

 Apakah kegiatan ini memberi pengaruh bagi pembelajaran agama 

yang diampu? 

 Respon apa saja yang dimunculkan anak-anak? 

 

Pertanyaan untuk anak-anak: 

 Apa pendapatmu tentang model pembelajaran inter-religius? 

 Apa yang kamu pelajari tentang dirimu setelah mengikuti pembe-

lajaran ini? 

 Apa yang kamu pelajari tentang kepercayaan temanmu yang ber-

beda? 

 Apa yang berbeda dari pandanganmu terhadap kepercayaan lain 

setelah mengkuti pembelajaran ini? 

 Apa harapanmu terkait pembelajaran ini? 
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Jones (seperti dikutip dalam Andriana & Evans, 2017) menya-

takan bahwa dalam mengembangkan praktik-praktik inklusi yang 

mencerminkan hak-hak individu sebagaimana mencerminkan kebu-

tuhannya, kita perlu mendengarkan suara-suara dan pandangan para 

siswa. Maka diskusi ini juga dilengkapi dengan focused group dis-

cussion untuk mendengarkan suara dan pandangan siswa terkait de-

ngan toleransi dan pendidikan inter-religius ini sendiri. Dalam FGD 

ini, dimunculkan 3 gambar kemudian siswa bergantian memberikan 

pendapat serta pandangan mereka.  

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Tumbuh Yogyakarta yang 

berlokasi di Jl. KH Ali Maksum, Panggungharjo, Sewon, Bantul. 

Anak-anak yang terlibat mulai dari Kelas 10, 11, dan 12, berjumlah 23 

orang, dengan perincian 12 anak terlibat dalam Diskusi Inter-religius 

untuk Mengurangi Prasangka dan Membangun Toleransi, dan seluruh 

anak (23 orang) terlibat dalam FGD. Diskusi ini berlangsung selama 

3 jam pelajaran dan FGD berlangsung selama kurang lebih 60 menit. 

Untuk memenuhi etika penelitian, sebelum memulai wawancara dan 

diskusi, setiap siswa dan guru diberi lembar persetujuan (informed 

consent) sebagai tanda apakah mereka setuju atau tidak terlibat dalam 

penelitian ini dan pernyataan mereka dapat digunakan sebagai data. 

 

 

Hasil dan Diskusi  
 

Dari wawancara guru, diperoleh data bahwa diskusi ini dilatar-

belakangi oleh tujuan untuk menciptakan keakraban di antara anak-

anak yang berbeda keyakinan untuk meruntuhkan prasangka. Selain 

itu juga untuk memenuhi rasa ingin tahu yang dimiliki anak-anak 

tentang agama lain. Pengaruh yang bisa dilihat dalam diri anak-anak 

adalah mereka menjadi lebih tertarik belajar agama, karena pelajaran 

agama bukan lagi secara tekstual melainkan praktik secara langsung, 
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sehingga rasa menghargai dan tidak lagi menganggap agama yang lain 

salah semakin terlihat. Hasil yang bisa dilihat setelah adanya kegiatan 

pembelajaran ini yaitu anak-anak jadi semakin terbuka untuk meng-

utarakan pendapat, berani bertanya, akrab dengan temannya yang ber-

beda agama serta lebih menghargai saat teman yang lain beribadah.  

Sementara dari hasil wawancara siswa, mereka mengatakan ada 

beberapa hal yang dibahas, antara lain: 

Mandi besar. Pada topik ini anak-anak menemukan bahwa ada 

perbedaan pandangan tentang mandi besar dalam agama Kristen, Is-

lam, dan Hindu. Anak-anak yang beragama Kristen dan Hindu menja-

di tahu, bahwa dalam Islam diwajibkan mandi besar setelah mengala-

mi menstruasi, misalnya. 

Najis. Anak-anak menyimpulkan bahwa agama Kristen tidak ter-

lalu mempermasalahkan tentang najis, tetapi lebih dipahami sebagai 

perkataan yang kotor/tidak baik. 

Upacara keagamaan. Menurut anak-anak, agama Hindu memili-

ki banyak upacara-upacara keagamaan. 

Surga dan neraka. Agama Kristen dan Islam mempercayai ada-

nya surga dan neraka, sementara agama Hindu percaya adanya rein-

karnasi. 

Tradisi kematian. Agama Kristen dan Islam dikuburkan, hanya 

terdapat perbedaan pada pemakaian peti dan tidak, sementara agama 

Hindu dikremasi. 

Secara umum mereka mengatakan bahwa pelajaran ini lebih me-

nyenangkan, karena bisa saling bertanya dan menemukan hal-hal yang 

berbeda maupun sama. Anak-anak juga mengakui bahwa tidak ada 

rasa enggan atau takut ketika bertanya ataupun menjawab, karena 

mereka tidak memiliki prasangka. Rasa tidak nyaman memang kadang 

dirasakan oleh sebagian anak, terutama ketika menyinggung hal-hal 

yang sensitif. Salah satu contohnya, ketika berbicara tentang makan 

babi, salah seorang anak berkomentar. Tetapi secara umum anak-anak 

ini merasa bahwa selama mereka berdiskusi, rasa nyaman itu bisa 
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dirasakan bersama. Harapan yang mereka lontarkan adalah agar pem-

belajaran inter-religius ini bisa lebih sering dilakukan. 

Pada sesi FGD anak-anak diperlihatkan 3 gambar dan memberi-

kan pendapatnya. 

 

 
Gambar 1 

 

 
Gambar 2 
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Gambar 3 

 

Dari Gambar 1 anak-anak berpendapat bahwa ajarannya memang 

berbeda, tetapi yang penting adalah bagaimana kita mengambil hal-

hal yang baik. Kalau hanya mencari kesalahan dan membandingkan, 

tidak akan ada habisnya. Dari Gambar 2 bisa diambil kesimpulan bah-

wa itu tentang toleransi beragama, bukan pada ritualnya. Pada Gambar 

3 sebagian besar anak menyatakan bahwa tidak ada masalah untuk 

mengucapkan selamat hari raya agama yang lain.  

Dari temuan-temuan tersebut, yang menyatakan bahwa anak-

anak jadi semakin terbuka untuk mengutarakan pendapat, berani ber-

tanya, akrab dengan temannya yang berbeda agama serta lebih meng-

hargai saat teman yang lain beribadah, sejalan dengan pernyataan 

Sterkens (2001) bahwa tujuan dari pendidikan inter-religius adalah 

untuk mengembangkan rasa hormat terhadap tradisi agama lain seperti 

terhadap agamanya sendiri (Boven, 2017). Lebih jauh lagi ketertarikan 

dan kesadaran anak terhadap agamanya sendiri maupun kepercayaan 

lain meningkat melalui pendidikan inter-religius (Mc.Cowan, 2017), 

hal ini terlihat dari pernyataan anak-anak bahwa bahwa pelajaran ini 

lebih menyenangkan, karena bisa saling bertanya dan menemukan hal-

hal yang berbeda maupun sama. 
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Kesimpulan dan Rekomendasi 
 

Dari studi ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan inter-religius 

menawarkan wawasan yang lebih luas dan inklusif kepada anak-anak. 

Pendidikan inter-religius mampu mengantarkan anak-anak untuk me-

ngakui nilai-nilai yang dianut satu sama lain, yang merupakan dasar 

dari sikap toleransi sebagai modal untuk menjaga persatuan dan kesa-

tuan bangsa. Sebaiknya, pendidikan inter-religius dimunculkan seba-

gai salah satu materi dalam pendidikan agama di sekolah. 
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Abstrak 
 

Studi ini berfokus pada pemetaan kecenderungan sudut pandang 

generasi milenial (Y) terkait dengan sejarah kolonialisme di Indonesia 

dan naratif dominan yang berkembang di sekitar generasi tersebut. 

Sebagai bagian dari masyarakat pascakolonial dengan jumlah yang 

signifikan, sekitar 35% dari total populasi Indonesia, dan pada saat 

yang sama merupakan generasi yang diwariskan, dan karenanya me-

nentukan keberadaan negara saat ini dan masa depan, pemetaan dan 

pemahaman sudut pandang milenial memberikan gambaran tentang 

bagaimana negara ini akan diperintah dan dikelola dalam satu dan 

beberapa dekade mendatang. Pemetaan dan pemahaman didasarkan 

pada sejumlah variabel yang mencakup jarak sosial dan sejarah antara 

generasi milenial dan masa lalu, dan narasi dominan yang berkembang 

di sekitar generasi.  

Dengan menggunakan metode survei, penelitian ini dilakukan 

pada generasi milenial di sekolah menengah, kejuruan, dan madrasah, 

                                                           
 Artikel ini dikembangkan dari studi yang dilakukan penulis sebagai bagian dari tim 

peneliti di bawah Center for Indonesian Risk Studies Jakarta bekerja sama dengan 

Netherland Embassy pada tahun 2017. 
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dan universitas. Survei didasarkan pada teknik multi-stage random 

sampling dengan mempertimbangkan proportional clustered stratifi-

ed random sampling. Level kepercayaan 95% dan error margin 2.5%. 

Jumlah responden sekitar 1.605 yang terbagi menjadi zona timur (Su-

lawesi Selatan dan Papua), zona tengah (Jakarta, Jawa Barat, Yogya-

karta, Jawa Timur dan Bali) dan zona barat (DI. Aceh dan Sumatera 

Barat).  

Survei menemukan bahwa jarak sosial dan sejarah antara milenial 

dan sejarah kolonialisme berada pada spektrum menengah. Ini ditun-

jukkan oleh penerimaan generasi Y dari negara-negara kolonial seperti 

Portugal (2,6%), Spanyol (8,5%), Belanda (9,0%), Prancis (22,9%), 

Inggris (23,7%) dan Jepang (33,3%). Meskipun tidak tinggi, persenta-

se negara kolonial dapat diterima karena negara sahabat mencapai 

51,7%. Sementara narasi dominan yang berkembang di sekitar genera-

si muda meliputi kolonialisme (48,4%), Sukarno (33,6%), relevansi 

Pancasila (85,3%), nasionalisme sebagai narasi nasional (93,7%), 

NKRI ( 82,7%) dan karakter bangsa dibentuk oleh sejarah (91,0%). 

Semua temuan ini menegaskan bahwa generasi milenial Indonesia 

tidak pernah melupakan sejarah tetapi pada saat yang sama mereka 

tidak lagi memegang dan mempertahankan dendam terhadap masa 

lalu lagi. Milenial Indonesia adalah generasi dengan pola pikir inklusif 

hari ini dan masa depan tanpa terjebak dalam beban sejarah. 

 

Kata kunci: milenial, jarak sejarah, masa lalu dan masa depan 
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Pendahuluan 
 

Studi ini memetakan pandangan generasi milenial untuk menge-

tahui jarak dan pengetahuan mereka terhadap sejarah yang merupakan 

dasar menavigasi negara bangsa ini pada masanya nanti. Untuk me-

mastikan arah navigasi dari pengetahuan tentang sejarah berbanding 

lurus dengan pemahaman Generasi Y terhadap alasan di balik ber-

dirinya Indonesia, studi ini juga memetakan narasi-narasi terkait yang 

dominan di sekitar generasi itu. Sejumlah hal tersebut menjadi basis 

yang mencerminkan bagaimana negara bangsa ini akan dikelola di 

masa depan saat generasi milenial menjadi generasi yang mewarisi 

romantisme negara bangsa yang namanya Indonesia ini. Generasi 

milenial menjadi penting karena jumlahnya sangat signifikan sebagai 

bonus demografi, +35% dari total populasi orang Indonesia saat ini 

(BPS, 2016), sekaligus suatu generasi yang kaya akan konteks sosial 

dan sejarah yang mengidentifikasi diri dalam ikatan persamaan 

maupun perbedaan yang mereka miliki (lihat Lyons, 2007; Manheim, 

2015). Untuk itu, studi ini mensurvei sejumlah variabel yang meliputi 

pandangan generasi milenial–sekaligus mengukur jaraknya–tentang 

sejarah terkait kolonialisme, sejarah sebagai pembentuk karakter 

bangsa, Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pemersatu bangsa, 

NKRI, dan nasionalisme yang menyertainya. 

 

 

Metode 
 

Studi ini menggunakan metode survei dengan teknik multistage 

random sampling dan mempertimbangkan proportionate clustered 

stratified random sampling. Confidence level 95% dan margin of 

errors 2,5%. Jumlah responden sebesar 1.605 orang yang tersebar di 
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sekolah menengah atas, kejuruan, madrasah, dan perguruan tinggi 

yang dibagi ke dalam zona timur (Sulawesi Selatan dan Papua), tengah 

(Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali) dan barat 

(DI. Aceh dan Sumatera Barat). 

 

Generasi Milenial dan Negara Bangsa: Kerangka Pikir 

Generasi milenial (Y) dalam studi ini merujuk pada kategorisasi 

kelompok orang berdasarkan rentang waktu dan tempat lahir, dan 

fase-fase sejarah yang mengikatnya (lihat Lyons, 2007; Manheim, 

2015). Susunan generasi memiliki peran sentral di sektor sosial, 

politik, militer, ekonomi, lingkungan, dan sebagainya dalam kehidup-

an negara bangsa. Studi terdahulu menemukan hanya generasi yang 

tahu masa lalu yang mampu menavigasi kelompoknya. Atau dalam 

konteks negara, generasi yang mampu menuntun bangsa menuju masa 

depan bebas krisis dan melahirkan generasi berikutnya (Howe & 

Strauss, 2007). Pemahaman terhadap masa lalu berpengaruh terhadap 

keputusan-keputusan politik yang diambil serta hubungan domestik 

maupun internasional. Dengan begitu maka dalam 10 sampai 30 tahun 

mendatang, generasi yang lahir antara tahun 1980-2000 ini (lihat juga, 

Pew Research Center, 2010) menjadi generasi yang berperan penting 

dalam mengelola negara bangsa yang namanya Indonesia secara ke 

dalam maupun ke luar. 

Sejarah menunjukkan negara bangsa ini dibangun di atas roman-

tisme yang mengawinkan pengalaman sejarah dan cita-cita masa de-

pan bersama ke dalam sebuah dimensi ruang dan waktu (lihat Lay, 

2001) yang disebut sebagai Indonesia. Romantisme itu semakin kuat 

menjiwai berdirinya negara bangsa manakala gagasan kewarganega-

raan yang menjamin kesetaraan, keadilan dan kemerdekaan bagi se-

mua orang di seantero nusantara mengejawantah secara baik dalam 

Pancasila dan Konstitusi–UUD 1945. Dari sana muncullah nasional-

isme yang tidak saja berakar pada pengalaman sejarah dan cita-cita 

yang sama tetapi sekaligus rasa cinta terhadap manifestasi dari roman-
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tisme itu sendiri yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Keberhasilan atau kegagalan memahami romantisme ini dipastikan 

berbanding lurus dengan tata kelola negara bangsa yang juga linier 

terhadap kadar nasionalisme yang ujungnya adalah dukungan atau 

gugatan terhadap derajat legitimasi dan kedaulatan NKRI dengan se-

luruh bangunan sejarah dan cita masa depan di dalamnya. 

 

Jarak Sejarah dan Narasi Masa Lalu 

Pandangan Generasi Y atau milenial yang menjelaskan pengeta-

huannya mengenai sejarah sekaligus jarak mereka dengan masa lalu 

dapat dilihat melalui beberapa variabel. Pertama, kolonialisme. Pan-

dangan generasi milenial terhadap kolonialisme menempatkan Belan-

da sebagai negara penjajah paling utama (52,7%). Kendati begitu, 

tingkat penerimaan secara afektif terhadap negara-negara kolonial 

justru menempatkan Portugis (2,6%) dan Spanyol (8,5%) sebagai 

yang terendah. Sementara Belanda (9,0%), Prancis (22,9%), Inggris 

(23,7%), dan Jepang (33,3%) ada di atasnya. Perlu digarisbawahi bah-

wa negara-negara ini merupakan sejumlah negara kolonial yang per-

nah “singgah” di Indonesia. Durasi dan rupa setiapnya hadir dalam 

rentang dan raut yang berbeda-beda. Pada sisi yang lain, sejumlah 

negara kolonial ini oleh generasi milenial secara kognitif bisa diterima 

sebagai negara sahabat (51,7%). Bahkan generasi Y meletakkan 

negara-negara seperti Belanda, Inggris, dan Jepang bersama Amerika 

Serikat, Singapura, dan Jerman sebagai 6 negara maju yang perlu 

dirujuk keberhasilannya.  

Kedua, sejarah sebagai pembentuk karakter bangsa dan pahlawan 

sebagai panutan untuk dirujuk. Survei menunjukkan generasi milenial 

meyakini sejarah sebagai elemen fundamental yang membentuk ka-

rakter bangsa termasuk karakter mereka (91,0%). Sedangkan 7,0% 

menyatakan belum tentu dan sisanya (2,0%) menolak. Elemen-elemen 

dalam sejarah yang diyakini sebagai pemberi corak pada karakter 

bangsa selain narasi sejarah dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di 
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masa lalu seperti tanam paksa, politik adu domba, politik etis, kerja 

paksa, perjuangan dan perlawanan rakyat terhadap penjajah, dan se-

bagainya, utamanya adalah sederet pejuang yang menjadi narator seja-

rah bangsa ini. Survei mengidentifikasi lebih dari 20 nama pejuang 

disebutkan dalam temuan survei. Namun di sini hanya dikemukakan 

sepuluh nama yang paling banyak muncul sebagai panutan yakni 

Soekarno (33,6%), R. A. Kartini (11,9%), Sudirman (7,2%), Pattimura 

(7,1%), Cut Nyak Dhien (6,0%), Ki Hajar Dewantara (4,2%), Imam 

Bonjol (3,8%), Sultan Hassanuddin (3,6%), Mohammad Hatta (2,8%), 

dan Sutomo (2,7%).  

Sejumlah temuan tadi menjelaskan bahwa generasi milenial me-

rupakan generasi yang tidak buta sejarah. Bahkan bisa dikatakan tidak 

berjarak dengan masa lalu bangsa ini. Generasi ini cukup rasional 

dalam menyikapi fakta sejarah yang ditunjukkan dengan ketiadaan 

dendam terhadap sejumlah negara yang pernah menjajah negerinya. 

Dengan memahami sejarah dan menyikapinya secara rasional, saat 

mewarisi negara bangsa ini nantinya Generasi Y menjadi lebih 

objektif dan terarah dalam menuju cita-cita para founding fathers. 

Selain jarak dengan masa lalu, cara pandang generasi milenial ter-

hadap sejarah mencerminkan siapa generasi milenial Indonesia se-

sungguhnya. Identitas Generasi Y kian tegas dengan munculnya na-

ma-nama pahlawan yang dirujuk sebagai panutan. Karakter, cara 

pikir, sampai dengan tindakan para pahlawan tersebut yang terekam 

dalam sejarah dan ingatan kolektif tak dipungkiri menjadi faktor 

elementer yang membentuk dan mencoraki identitas generasi pewaris 

negara bangsa ini. 

 

Narasi Ke-Indonesia-an 

Sebagai manifestasi dari romantisme yang mengawinkan sejarah 

masa lalu dan cita-cita masa depan yang sama, narasi ke-Indonesia-an 

tidak lepas darinya. Romantisme itu kemudian diejawantahkan lewat 

ide dan prinsip kewarganegaraan – persamaan, kesetaraan, keadilan 
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dan kemerdekaan – yang seluruhnya dituangkan ke dalam Pancasila 

dan UUD 1945. Lahirlah dari situ nasionalisme dan legitimasi 

terhadap NKRI. Sederet narasi-narasi fundamental ini pada gilirannya 

merangkai suatu narasi besar yang namanya negara bangsa yakni 

Indonesia. Romantisme, narasi besar maupun narasi-narasi fundamen-

tal yang merangkainya tersebut berkembang dan melekat cukup baik 

di alam pikir kaum milenial. Meskipun demikian, secara faktual 

temuan survei menunjukkan mulai ada distorsi narasi ke-Indonesia-an 

sekalipun kecil.  

Pertama, relevansi Pancasila sebagai dasar negara dan pemersatu 

bangsa berdasarkan temuan survei adalah sebesar 85,2%. Kendati ter-

bilang cukup tinggi akan tetapi masih terdapat sebanyak 12,0% res-

ponden yang menjawab netral dan 2,7% mengatakan Pancasila tidak 

relevan sama sekali. Kedua, kesetiaan dan kecintaan generasi milenial 

terhadap NKRI masih terbilang cukup baik. Terdapat 82,7% menya-

takannya secara eksplisit dalam survei. Kendati begitu setidaknya ada 

8,3% yang menyatakan sebaliknya, NKRI bukan harga mati. Sedang-

kan selebihnya memutuskan netral. Ketiga, Nasionalisme yang dalam 

survei ini merujuk pada kecintaan terhadap negara bangsa berbasis 

kebhinnekaan–keberagaman dan perbedaan di dalamnya. Hasil survei 

cukup menarik dimana terdapat 94,0% generasi milenial setuju terha-

dapnya. Hanya sekitar 1,0% yang menolak dan 5,0% memilih netral. 

Temuan survei ini mengkonfirmasi realitas ke-Indonesia-an se-

cara historis dan sosiologis, dan mencerminkan masa depan. Secara 

historis seperti yang diketahui bahwa proses menjadi Indonesia 

dengan Pancasila sebagai dasar negara tidak lepas dari kontestasi ke-

kuatan politik identitas terutama di kalangan agama. Kesepakatan 

yang dibangun kekuatan-kekuatan identitas itupun tidak solid sebagai 

sebuah identitas tunggal melainkan terpecah ke dalam sejumlah faksi 

dengan rupa kultural, moderat dan pan internasionalis. Sejumlah per-

golakan daerah seperti di Aceh, Papua, Jawa Barat, Maluku, dan Su-
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lawesi Selatan yang pernah mendinamisasi Pancasila merupakan se-

deret perisitiwa yang dapat menjadi penjelasannya. 

Secara sosiologis, pertarungan politik elektoral dalam beberapa 

tahun terakhir menghidupkan kembali kontestasi politik identitas dari 

masa lalu sekaligus mengimpor kekuatan serupa dari luar. Fenomena 

politik identitas dalam Pemilu maupun Pilkada seperti di DKI Jakarta, 

Front Pembela Islam (PFI) dengan sejumlah aksi kontroversial, 

menguatnya kelompok-kelompok radikal seperti wahabi, salafi, jihad 

dan takfiri sampai dengan rasisme dan terorisme yang terjadi di bebe-

rapa daerah di tanah air–Malang, Surabaya, Solo, Poso, Jakarta dan 

sebagainya–merupakan bukti nyatanya. Tidak ketinggalan determina-

si Revolusi Industri 4.0 yang tak terpisahkan dari generasi milenial. 

Selain itu, tingkat mobilitas dan daya jelajah generasi ini yang sangat 

tinggi kian mengaburkan batas-batas negara bangsa. Semua ini sedikit 

banyak ikut memberikan implikasi terhadap alam pikir generasi mi-

lenial terkait ke-Indonesia-an.  

 

 

Penutup 

 

Eksistensi Ke-Indonesia-an di Masa Depan 

Kenyataan di atas sesungguhnya merupakan proyeksi dari penge-

tahuan, pemahaman, karakter, dan cara pikir generasi milenial yang 

akan digunakannya di masa depan. Hal ini bukan saja menjadi modal 

bagi Generasi Y mewarisi negara bangsa ini tetapi juga merupakan 

pijakan dan dasar yang menentukan gambaran kehidupan berbangsa 

dan bernegara di masa yang akan datang. Indonesia sebagai sebuah 

negara bangsa, dengan demikian, pada masa generasi milenial mewa-

risinya nanti bisa dikatakan masih akan eksis kendati dengan sejumlah 

distrosi berbasis identitas yang tak pernah mati, bahkan kembali dan 

terus menggejala di kalangan Generasi Y itu sendiri. 
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Abstrak 

 

Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Ta-

hun 1945 mengatakan bahwa setiap warga negara dilindungi haknya 

dalam melakukan kegiatan keagamaannya. Hak ini juga dilin-dungi 

dalam Konvensi Hak Sipil dan Politik Pasal 18 yang kemudian 

disahkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Dengan me-

lihat pengakuan yang kuat terhadap hak ini oleh Pemerintah Indonesia, 

penulis berasumsi bahwa setiap warga negara di Indonesia telah dapat 

memenuhi kebutuhan spiritual mereka. Sebagai mayoritas, Muslim 

memiliki banyak mesjid dan pendeta di daerah itu. Namun, tidak ada 

gereja atau tempat suci agama yang disediakan di Tapak Tuan. Dengan 

melihat situasi ini, saya ingin tahu tentang bagaimana komunitas Kris-

ten dapat memenuhi kehidupan rohani mereka sementara mereka tidak 

memiliki tempat suci. 

Penelitian ini menggunakan penelitian etnografi sedangkan tek-

nik pengumpulan data adalah wawancara mendalam, observasi lapa-

ngan dan analisis dokumen. Penelitian ini telah dilakukan selama 4 

bulan (Juni-Oktober 2019). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 

1) Komunitas Kristen tidak memiliki tempat permanen untuk beriba-

dah. 2) Komunitas Kristen di Tapak Tuan melakukan ibadah di peru-
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sahaan militer, tergantung jika ada keluarga militer ingin rumahnya di-

gunakan untuk ibadah. 3) Komunitas Kristen meminta pemerintah 

untuk menyediakan ruang (bukan gereja) untuk beribadah, tetapi kare-

na sulitnya perizinan mereka belum memiliki ruang sebagai tempat 

untuk memenuhi kebutuhan rohani mereka. Penelitian ini merekomen-

dasikan agar pemerintah daerah mempertimbangkan untuk membe-

rikan ruang resmi (bukan gereja) kepada masyarakat sehingga amanat 

konstitusi yang telah ditunjukkan di atas dapat dinikmati oleh semua 

pemeluk agama. 

 

Kata kunci: kebebasan beragama dan berkeyakinan, Deklarasi 

Universal Hak Asasi Manusia, Discovery Bibble Studies 
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Pendahuluan  
 

Kebebasan beragama dan keyakinan merupakan hak asasi manu-

sia yang harus dimiliki oleh setiap orang. Karena sangat penting, hak 

beragama dan berkeyakinan ini digolongkan pada hak yang tidak bisa 

dikurangi ataupun dibatasi dalam keadaan apapun. Dalam Pasal 2 

Deklarasi Universal HAM (DUHAM) dikatakan bahwa “Setiap orang 

berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam deklarasi 

ini tanpa pengecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, 

bahasa, agama, politik, atau pendapat yang berlainan, asal mula ke-

bangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, ataupun kedu-

dukan lain”. Di sini terlihat bahwa Deklarasi Universal HAM ini juga 

telah memberikan penegasan bahwa setiap manusia mempunyai hak 

yang sama untuk bisa menjalankan keyakinan agama mereka masing-

masing. 

Dalam konteks internasional, kebebasan beragama dan berkeya-

kinan telah di atur dalam Pasal 18 Konvenan Hak-hak Sipil dan Politik 

(International Convenant on Civil and Political Right/ICCPR). Indo-

nesia telah meratifikasi isi ICCPR tersebut dalam UU No. 12 Tahun 

2005 yang berbicara tentang Ratifikasi Konvensi Hak Sipil dan Politik 

(Siti & Uli, 2010).  

Indonesia juga telah menyatakan komitmennya terkait perlin-

dungan terhadap keyakinan beragama ini dalam UUD 1945 Pasal 28 

E Ayat 1 yang menyatakan bahwa “Setiap orang bebas memeluk 

agama dan beribadat menurut agamanya”. Di Pasal 28 E Ayat 2 juga 

menegaskan hal yang sama yaitu bahwa setiap orang bebas untuk 

meyakini suatu kepercayaan. Di Pasal 28I Ayat 1 dikatakan bahwa hak 

beragama merupakan hak asasi manusia. Selain itu di Pasal 29 Ayat 2 

dikatakan bahwa negara menjamin tiap-tiap penduduknya untuk me-

meluk agama. Dari sedemikian banyaknya gambaran pasal yang me-

nunjukkan tentang komitmen pemerintah tentang kebebasan beraga-
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ma dan berkeyakinan, maka kita mempunyai harapan bahwa setiap 

warga negara mempunyai kebebasan untuk meyakini satu agama dan 

menjalankannya di wilayah Republik Indonesia. Dan oleh karena telah 

dijamin dalam undang-undang, maka setiap warga negara akan 

dilindungi ketika menjalankan ibadahnya tersebut.  

Meski pemerintah telah mempunyai landasan untuk menjamin 

kebebasan beragama dan berkeyakinan tersebut, namun di lapangan 

kita bisa menemukan realita yang berbeda. Contohnya adalah apa 

yang menjadi substansi dari tulisan ini, yaitu tentang pemenuhan hak 

mengekspresikan keyakinan bagi komunitas Kristen di Tapak Tuan. 

Komunitas ini jumlahnya tidak banyak dibandingkan dengan komuni-

tas muslim di Tapak Tuan. Tidak ada satu pun rumah ibadah non-

muslim yang berdiri di ibu kota kabupaten ini. Melihat tidak adanya 

rumah ibadah di kota ini, saya ingin melihat apakah komunitas Kristen 

di Tapak Tuan dapat melaksanakan ritual agama mereka meski tidak 

mempunyai rumah ibadah.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian etnografi. Sedang-

kan teknik pengumpulan datanya adalah dengan wawancara menda-

lam dengan para pemangku kepentingan di Banda Aceh dan masya-

rakat Kristen yang ada di Tapak Tuan. Khusus untuk para responden 

Kristen yang ada dalam penelitian ini, nama asli mereka tidak dimun-

culkan, untuk memberikan kenyamanan dan perlindungan keamanan 

bagi mereka.  

Salah satu kebutuhan manusia adalah pemenuhan kebutuhan spi-

ritualitas. Kebutuhan akan spiritualitas ini bertujuan untuk mengemba-

likan keyakinan, mendapatkan pengampunan dan menjalin penuh rasa 

percaya kepada Tuhan. Selain mendekatkan diri pada Tuhan, spiritu-

alitas juga dapat menjalin keterikatan dengan orang lain. Dari penje-

lasan ini dapat dilihat bahwa kebutuhan spiritualitas merupakan ke-

butuhan untuk mencari arti dan tujuan hidup. Spiritualitas seseorang 

akan lebih terasa ketika seseorang itu dalam situasi membutuhkan atau 

sedang krisis, misalnya krisis sedang mengalami sakit, mengalami 
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kehilangan, atau merasa kekurangan (Simha, dalam Ariani, 2017). Hal 

ini senada dengan apa yang dituliskan oleh Wulan (dalam Firda Ayu, 

2014) bahwa berbicara tentang spiritualitas bukan hanya berarti mem-

bicarakan hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga membicara-

kan tentang hubungan dengan manusia lain, hubungan dengan diri 

sendiri dan hubungan dengan alam dan lingkungan sekitar. 

 

Tapak Tuan Selayang Pandang  

Tapak Tuan adalah salah satu kota di Kabupaten Aceh Selatan. 

Terdapat beberapa etnis di Aceh Selatan seperti etnis Aceh, etnis 

Aneuk Jamee dan etnis Kluet. Namun masih terdapat beberapa etnis 

lain yang menetap di Aceh Selatan seperti etnis Jawa, Batak, dan etnis 

Nias.  

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan, jumlah 

penduduk pada tahun 2017 berjumlah 231.893 jiwa, sedangkan pada 

tahun 2018 naik menjadi 235.115 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki se-

banyak 115.833 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 119.282 ji-

wa. Ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih ba-

nyak daripada laki-laki.  

Pada tahun 2015 di Aceh Selatan terdapat 226,908 orang beraga-

ma Islam, 179 orang beragama Kristen, 33 orang beragama Hindu, 7 

orang beragama Buddha, dan 116 orang beragama Katolik. Meski ter-

dapat penduduk yang beragama selain Islam, tidak terdapat rumah 

agama lain selain mesjid di Tapak Tuan.  

 

Kekristenan di Tapak Tuan 

Tidak terdapat informasi yang jelas tentang sejarah keberadaan 

komunitas Kristen di Tapak Tuan. Komunitas Kristen ini banyak yang 

berasal dari Kabupaten Sidikalang di Provinsi Sumatera Utara. Selain 

itu para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditempatkan di Tapak Tu-

an juga menambah jumlah populasi komunitas Kristen di Aceh Sela-

tan, khususnya Tapak Tuan.  
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Peribadatan tanpa gereja telah ada sejak tahun 2013. Mereka me-

nyebutnya sebagai persekutuan doa. Peribadatan ini diprakarsai oleh 

seorang ASN yang ditempatkan di Tapak Tuan. Namun pemrakarsa 

ini dipindahtugaskan keluar Aceh sehingga tidak ada penerus sebagai 

pemimpin doa.  

Persekutuan doa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah seko-

lah minggu untuk anak-anak dan persekutuan doa untuk orang dewasa. 

Bagi anak-anak, sekolah minggu diadakan di taman maupun di pantai. 

Kegiatan di pantai ini juga sekaligus dengan tujuan rekreasi (Juliana, 

wawancara, 22 Juni 2019). Bagi orang dewasa biasanya dilaksanakan 

pada Minggu sore yang dilaksanakan di rumah penduduk yang menye-

diakan rumahnya untuk persekutuan doa. Persekutuan doa dilaksana-

kan dari pukul 16.00 hingga pukul 18.00. Selanjutnya kegiatan dilan-

jutkan dengan konseling keluarga misalnya konseling yang berkenaan 

dengan tetangga, konseling suami istri, atau juga minta didoakan ka-

rena sedang mengalami sakit.  

Sebenarnya ada usaha dari pemerintah untuk menempatkan se-

orang Hamba Tuhan yang bisa memimpin persekutuan doa di Tapak 

Tuan. Namun, karena tidak khusus menangani Tapak Tuan, pelayanan 

yang diberikan juga tidak maksimal karena pendeta lebih mengkhu-

suskan untuk daerahnya sendiri. Jarak yang ditempuh dari ibu kota ka-

bupaten dimana ia ditempatkan ke Tapak Tuan menempuh waktu se-

kitar 3 jam dengan menggunakan sepeda motor. Selain itu komunitas 

Kristen di Tapak Tuan memilih untuk beribadah malam hari sehingga 

mereka bisa beraktivitas jual beli di pagi hari. Ini menyulitkan pendeta 

dari kabupaten tetangga untuk datang melayani komunitas di Tapak 

Tuan. Selain itu, pendeta yang ada di kabupaten terdekat dengan Ta-

pak Tuan itu masih sangat muda, sehingga komunitas Kristen juga ti-

dak bisa memberikan konseling pernikahan secara maksimal, karena 

pendeta sendiri belum menikah sehingga masyarakat merasa tidak 

puas untuk bertanya pada pendeta terkait permasalahan rumah tangga. 

Apalagi kebanyakan komunitas Kristen di Tapak Tuan adalah mereka 
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yang sudah berumur. Berbeda ketika Budiman dan keluarganya yang 

datang ke Tapak Tuan. Mereka dianggap lebih mumpuni, karena telah 

berkeluarga dan mempunyai tiga orang anak sehingga dianggap lebih 

tepat untuk memberikan nasihat pernikahan. 

Melihat bagaimana perlakuan masyarakat terhadap mereka yang 

dicurigai sebagai misionaris1, Budiman dan Risma pernah mendisku-

sikan dengan pemerintah agar mereka dapat difasilitasi dengan surat 

keterangan oleh pemerintah, agar mereka bisa datang ke Tapak Tuan 

untuk melayani. Namun, pemerintah, lewat Penbimas Kristen, memin-

ta agar Budiman dan istrinya bisa mengumpulkan KTP jemaat di Ta-

pak Tuan sebagai bukti bahwa jemaat di sana menginginkan Budiman 

datang ke sana. Hal ini merupakan persyaratan yang harus dilakukan 

oleh Budiman sehingga surat keterangan itu bisa didapatkan oleh Bu-

diman. Namun, masyarakat khawatir jika fotokopi KTP yang mereka 

berikan akan dipergunakan untuk usaha penipuan pengumpulan dana 

untuk kepentingan sekelompok orang. Usaha pengumpulan KTP ini 

tidak terlaksana dengan baik. Akibatnya, Budiman tidak mendapatkan 

surat izin dari pemerintah. Namun Budiman sudah berkomitmen untuk 

datang ke Tapak Tuan untuk memberikan pelayanan meski butuh 

waktu 8 jam dengan mengendarai sepeda motor. Meski tidak ada du-

kungan dari pemerintah, ia dan istrinya tetap datang. Budiman meng-

ungkapkan: 

 

“Pernah kami naik motor berdua, mulai dari Banda Aceh sampai 

Tapak Tuan, hujan. Pulang juga sama, hujan. Tapi kita lakukan 

juga karena kita udah committed. Bisa aja sih kita bilang, aduh 

maaf, kami ga ada dana ke sana. Tapi gimana perasaan mereka, 

gimana dengan antusias mereka, itu yang kita lihat, jadi ga 

                                                           
1 Kekhawatiran Budiman bisa dimaklumi. Pada tahun 2012, sepasang pekerja 

kemanusiaan dituduh membabtis penduduk Aceh di sebuah desa di kabupaten Aceh 

Besar seperti di tulis di link ini https://aceh.tribunnews.com/2012/05/31/massa-

gagalkan-pembaptisan. Agar hal yang sama tidak terjadi, Budiman dan Risma perlu 

membawa surat keterangan dari pemerintah ketika melakukan tugas mereka.  

https://aceh.tribunnews.com/2012/05/31/massa-gagalkan-pembaptisan
https://aceh.tribunnews.com/2012/05/31/massa-gagalkan-pembaptisan
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papalah, kita langsung jalan” (Budiman, wawancara, 28 Agustus 

2019) 

 

Mengekspresikan ritual beragama dan berkeyakinan terutama 

mereka yang non-muslim, relatif susah untuk dilakukan di Aceh bah-

kan untuk hal yang berbau budaya. Menurut Risma, di Tapak Tuan, 

masyarakat Kristen susah untuk melakukan kegiatan yang berbau bu-

daya, seperti yang ia katakan di bawah ini: 

 

“Contoh, mereka orang Kristen bikin ulang tahun, mereka kan 

ngontrak, mereka ga punya rumah sendiri di sana. Para peda-

gang yang dari kampung itu, [se]dikit [buat kegiatan seperti] 

ulang tahun, ibadah, ucapan syukur, [kita] diusir, ga boleh ada 

ibadah. Lha gimana mau ibadah hari Minggu. Untuk urusan 

pribadi pun ga dikasih. Nyanyi, ga boleh. Padahal maksudnya 

kan untuk pribadi (Risma, wawancara, 19 Juni 2019). 

 

Melihat kondisi seperti ini, bisa dimaklumi mengapa masyarakat 

Kristen di Tapak Tuan susah untuk bisa mengekspresikan keberaga-

maan mereka. Komunitas non-muslim sulit untuk bisa mengekspresi-

kan agama dan budaya mereka secara nyaman. Hal ini dipertegas lagi 

dengan apa yang diungkapkan oleh salah seorang staf yang beragama 

Kristen. Ia mengatakan: 

 

“Artinya, kalo Pemda ini, ini yang takut kita sekarang, jangan 

sampai kita katakan ada Kristen di Aceh, karena Aceh sudah ter-

kenal dengan semboyan “Aceh Syari’at Islam. Aceh itu Islam”. 

Tetapi kalo kita diam-diam … pokoknya jangan ada yang tau ada 

Kristen di Aceh.” (Marbun, wawancara, 28 Agustus 2019).  

 

Dari statement ini, kita bisa melihat bagaimana statement “Aceh 

adalah daerah Syari’at” menjadi semacam momok yang membuat ta-

kut semua orang, bahkan para pemangku kebijakan.  
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Tindakan represif atas nama syariat ini, malah membuat komuni-

tas Kristen menjadi sangat solid meskipun mereka berasal dari deno-

minasi berbeda. Mereka bisa beribadah dengan baik dan khusyuk, 

meskipun dalam suasana tidak nyaman, harus sembunyi-sembunyi, 

berpindah-pindah dan tidak boleh bernyanyi keras-keras. Mereka su-

dah merasa cukup dengan hanya membaca Firman Tuhan saja. 

Suasana seperti ini, mungkin tidak akan di dapat di tempat lain. 

Permasalahan dana menjadi kendala yang dialami oleh Budiman dan 

istrinya untuk melakukan pelayanan di Tapak Tuan. Mereka harus me-

ngeluarkan uang sendiri untuk melakukan perjalanan ke Tapak Tuan 

untuk melayani. Seperti yang dikatakan oleh Risma: 

 

“Paling berat ya di kota ini. Kenapa sampai sekarang orang Ta-

pak Tuan percaya dengan kami? Karena sepeser pun kami tidak 

pernah minta uang mereka. Tempat tidur kami pun sendiri, kami 

yang bayar. Dengan cara itu, kami memang tulus melayani. Jadi 

kalau kami datang, mereka siapin makanlah, karena mereka tau, 

minimal makan siang dan malam kami, sudah ada. Karena mere-

ka tahu kami biayai sendiri.” (Risma, wawancara, 28 Juni 2019). 

 

Dalam hal pemenuhan hak mengekspresikan kebutuhan rohani 

masyarakat Kristen di Tapak Tuan, Pemerintah daerah tidak memprio-

ritaskan hal tersebut. Mereka lebih memfokuskan pada pemenuhan 

pendidikan formal masyarakat Kristen di Aceh. Apalagi saat ini ke-

giatan Ujian Nasional mata pelajaran Agama menjadi kewajiban dari 

Kementerian Agama untuk bisa melaksanakan ujian. Ini sesuai dengan 

Peraturan Presiden (PP) Nomor 55 Tahun 2007. Oleh karena itu, Ke-

mentrian Agama, lewat Penbimas aktif untuk memberikan pelatihan 

bagi guru-guru agama Kristen di seluruh Aceh (Marbun, wawancara, 

28 Agustus 2019). Karena lebih fokus untuk kegiatan ini, Penbimas 

tidak melihat adanya urgensi untuk memperkuat komunitas di wilayah 

Tapak Tuan.  
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Sebenarnya sudah ada usaha untuk meminta agar diberikan satu 

ruang dimana mereka bisa beribadah. Ada beberapa individu dari Ja-

karta, Surabaya, dan Sumatera Utara yang sudah berusaha memfasi-

litasi agar pemerintah daerah dapat memberikan izin penggunaan ruko 

untuk beribadah, namun sampai riset ini ditulis, belum ada tanda-tanda 

permintaan itu terlaksana. Komunitas ini tidak meminta gereja, meli-

hat sulitnya untuk meminta izin pendirian gereja. Mereka hanya me-

minta sedikit ruang kosong agar mereka bisa berkumpul dan berdoa 

sesama mereka. Namun permintaan ini juga belum terpenuhi.  

Ketika mengunjungi Tapak Tuan, penulis melihat beberapa tem-

pat dimana komunitas ini biasa berdoa. Mereka memilih pasar Inpres 

karena di pasar banyak orang, suara-suara yang ramai menutupi suara-

suara ketika mereka berdoa. Sedihnya, terminal dan pasar yang berde-

katan, mempunyai ruangan besar di lantai dua yang kosong. Ruangan 

kosong itu sering dipakai oleh orang-orang untuk berjudi. Meski pen-

duduk tahu bahwa terjadi perbuatan tidak baik di lantai dua terminal 

itu, tapi tidak ada yang berani menghentikannya. Akibatnya tidak ada 

yang berani mendekati terminal lantai dua pada malam hari dan ini 

menguntungkan komunitas Kristen untuk berkumpul dan berdoa di 

lantai satu karena suara berdoa mereka akan tertutupi dengan suara 

yang ramai dari lantai dua.  

 

Hambatan dalam Melaksanakan Persekutuan Doa  

Aceh merupakan daerah yang masih sensitif untuk berbicara ten-

tang pemenuhan hak masyarakat minoritas terkait pemenuhan hal spi-

ritual mereka. Ketika penulis menanyakan apakah tidak ada upaya ma-

syarakat meminta agar dibangun gereja di Tapak Tuan, Risma menga-

takan bahwa masyarakat Kristen sudah takut duluan dengan label 

“negeri syariah” (Risma, wawancara, 19 Juni 2019). Selain itu, menu-

rutnya, berat sekali meminta izin untuk mendirikan gereja karena ter-

bentur pada peraturan Surat Keputusan Dua Menteri yaitu Peraturan 

Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 
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Nomor 9 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa perlu ada 60 KTP 

pengguna rumah ibadah tersebut dan 90 KTP dari masyarakat di 

sekitar rumah ibadah yang bukan pengguna rumah ibadah itu. Peme-

rintah Aceh juga mengeluarkan peraturan terkait rumah ibadah yaitu 

Qanun (Perda) No. 4 Tahun 2016 Pasal 14 Ayat 2a yang mengatakan 

bahwa “Daftar nama paling sedikit 140 orang penduduk setempat 

sebagai pengguna tempat ibadah yang bertempat tinggal tetap yang 

dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk” dan Pasal 14 Ayat 2b yang 

mengatakan bahwa “Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 

110 orang yang bukan pengguna tempat ibadah”. Akibat sulitnya 

memperoleh izin ini, masyarakat enggan untuk meminta agar ada ru-

mah ibadah dibangun di wilayah Aceh, terutama di Tapak Tuan yang 

menjadi fokus dari riset ini.  

Selain di Kodim, komunitas ini juga berdoa di Batalyon Infanteri 

115 Macan Leuser yang terletak di Pasi Raja, Aceh Selatan. Batalyon 

ini letaknya sangat jauh dari Tapak Tuan, sekitar 45 menit perjalanan 

dengan menggunakan sepeda motor. Jalan menuju batalyon ini juga 

berkelok-kelok, menyusuri gunung. Di sebelah kanan gunung adalah 

jurang yang langsung menuju ke laut lepas. Perjalanan malam seperti 

ini tentu membahayakan bagi keluarga yang akan beribadah yang 

membawa anak mereka dengan sepeda motor di waktu malam hari. 

Hampir semua komunitas Kristen di Tapak Tuan adalah masyarakat 

menengah ke bawah. Tidak ada dari mereka yang memiliki mobil 

sehingga ini menjadi kendala ketika ingin beribadah ke tempat yang 

jauh atau ketika membawa anak-anak untuk melakukan Sekolah 

Minggu di pantai.  

Ketika penulis mendatangi batalyon ini, penulis tidak melihat ada 

gedung yang berbentuk gereja di tempat ini. Berbeda sekali ketika pe-

nulis mengunjungi daerah Soe di Kabupaten Timor Tengah Selatan di 

Nusa Tenggara Timur. Di kantor militer yang penulis lihat di pinggir 

jalan, terdapat replika pura Hindu, gereja Kristen dan mesjid yang 

fungsinya tentu untuk tempat ibadah para tentara yang ditempatkan di 
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situ. Namun, ini tidak penulis lihat di Kodim Aceh Selatan maupun di 

Batalyon 115 Macan Leuser. 

Selain itu, karena mereka juga komunitas berekonomi menengah 

ke bawah, mereka tidak mempunyai rumah sendiri, melainkan rumah 

sewa. Kebanyakan rumah sewa yang penulis lihat berbentuk rumah 

kayu yang berdempetan dengan tetangga, sehingga rentan sekali untuk 

berdoa dan bernyanyi rohani, karena akan terdengar oleh tetangga ka-

nan kiri. Ketika berdoa, mereka mengeluarkan setengah suara, yang 

menurut penulis tentu tidak akan leluasa dalam berdoa (Indri, wawan-

cara, 15 September 2019). 

Penerapan syariat Islam yang paling mencolok adalah pengguna-

an jilbab bagi perempuan. Perempuan non-muslim di Aceh tidak diwa-

jibkan menggunakan jilbab seperti yang ditetapkan dalam Qanun No-

mor 11 Tahun 2002, yang mengatakan bahwa perempuan non muslim 

diharapkan untuk menghormati kaum muslim yang menggunakan 

jilbab, meski tidak dijelaskan yang dimaksud dengan “menghormati” 

itu seperti apa. Karena perempuan Kristen tidak menggunakan penu-

tup kepala, mereka menjadi sangat mencolok ketika berkumpul mela-

kukan ibadah. Ini yang menjadi kecurigaan masyarakat sehingga se-

ring ditanya mengapa berkumpul ramai-ramai di satu rumah tanpa 

menggunakan jilbab (Isti, wawancara, 14 September 2019).   

Ada tiga faktor yang menyebabkan mengapa komunitas Kristen 

tidak bisa melanjutkan peribadatan yang sudah pernah terbentuk sebe-

lumnya. Pertama, perpindahan para PNS ke tempat lain, sehingga ti-

dak adanya yang memimpin peribadatan di Tapak Tuan. Kedua, kare-

na pengaruh konflik yang terjadi di tempat lain. Misalnya, ketika kon-

flik di Singkil terjadi pada tahun 2015, komunitas Kristen di Tapak 

Tuan juga mengalami imbasnya. Mereka takut untuk beribadah. Keti-

ka konflik di Singkil terjadi, komunitas Kristen juga mendapat him-

bauan dari aparat ataupun dari tetangga yang “sedikit” mengancam 

untuk tidak beribadah. Meski himbauan itu tidak tertulis tapi kata-kata 

seperti “Jangan macam-macam kalian, nanti kami samakan kayak di 
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sana [Singkil]” (Budiman, wawancara, 28 Agustus 2019) menyebab-

kan persekutuan doa tersebut menjadi terhenti. Ketiga adalah faktor 

internal di komunitas Kristen sendiri. Ada kecurigaan dari pihak Pen-

bimas bahwa Budiman dan Risma mendapatkan dana dari luar negeri 

untuk melayani komunitas Kristen di Tapak Tuan. Karenanya Penbi-

mas menugaskan seorang pemuda yang baru menyelesaikan sekolah 

teologinya di Sumatera Utara untuk menjadi pendeta. Namun, ia ting-

gal di kabupaten tetangga yang lumayan jauh. Keadaan ini membuat 

orang-orang yang sudah lama beribadah di bawah pelayanan Budiman 

dan Risma merasa kecewa, apalagi ketika pemuda ini meminta agar 

dana yang didapat dari persepuluhan dapat dibagi juga untuk dirinya. 

Sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Budiman dan Risma.    

 

Strategi Pemenuhan Kebutuhan Spiritual Komunitas Kristen 

Tapak Tuan 

Setiap masyarakat yang beragama tentunya membutuhkan tempat 

agar mereka bisa melaksanakan ibadahnya dengan baik dan sempurna. 

Namun ini tidak terjadi pada masyarakat Kristen yang berada di Tapak 

Tuan. Tapi mereka punya cara sendiri agar bisa beribadah dengan nya-

man. Caranya adalah ketika mereka kembali ke kampung halaman 

mereka di Sumatera Utara, Toraja maupun di Kalimantan Barat (Indri, 

Nanda, Hani, wawancara, 14 September 2019). Menurut ibu Evita, 

ketika kembali ke kampung, mereka bisa menyanyi dengan lepas dan 

melakukan ritual-ritual seperti yang biasa mereka lakukan di gereja 

mereka. Ketika berada di Tapak Tuan, mereka yang berasal dari ber-

bagai denominasi ini akan berkumpul dan berdoa seadanya saja, tapi 

ketika mereka kembali ke kampung halaman, mereka akan kembali ke 

gereja mereka sendiri dan beribadah sesuai dengan ritual gereja mere-

ka sendiri. Di sini bisa dilihat bahwa pemenuhan spiritual yang mereka 

lakukan sesuai dengan standar denominasi mereka hanya bisa mereka 

lakukan setahun sekali, ketika mereka kembali ke kampung halaman 

mereka. 
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Namun salah seorang responden yang diwawancarai mengatakan 

bahwa ia tidak begitu terikat dengan ritual gereja ketika melaksanakan 

Natal dan Tahun Baru. Ia mengatakan bahwa,  

 

“Kalau saya ga terlalu mementingkan hal seperti itu. Mau di 

tempat di luar sana dan di sini, ya sama saja. Yang penting kalau 

ada persekutuan di situ ya di situlah kita lepaskan segala apa 

yang kita pergumulkan” (Indra, wawancara, 14 September 2019).  

 

Dari petikan wawancara ini, terlihat bahwa responden ini berbeda 

dengan responden lainnya yang masih membutuhkan gereja dalam 

bentuk fisik yaitu gedung. Baginya, gereja adalah hati dan komunitas. 

Ketika komunitas bisa berkumpul dan membacakan ayat-ayat dari 

Alkitab, maka ia sudah merasakan beribadah di gereja.  

Berbohong juga mereka pergunakan sebagai strategi untuk dapat 

beribadah. Ketika masyarakat muslim melihat mereka sering berkum-

pul, mereka mulai ditanyai. Mereka menjawab bahwa mereka melaku-

kan arisan orang Batak, atau salah satu dari anak-anak mereka ulang 

tahun. 

Strategi lain selain berpindah-pindah rumah adalah berdoa di ru-

mah jemaat yang militer. Dalam satu tahun pelaksanaan persekutuan 

doa ini, mereka selalu berkumpul di rumah militer yang terletak di 

Kodim 0107/Aceh Selatan. Di lokasi Kodim, terdapat empat keluarga 

yang beragama Kristen. Rumah ini sekarang menjadi tempat berkum-

pul dan berdoa setiap minggu, berganti-gantian setiap minggu.  

Selain itu mereka juga mencari “perlindungan” pada masyarakat 

muslim yang mempunyai kekuasaan. Dalam satu kasus, ibu Evita per-

nah akan diusir oleh masyarakat di sekitar rumahnya, karena masya-

rakat curiga akan aktivitas keramaian di rumahnya. Seorang penduduk 

yang beragama Islam melaporkan hal ini ke kepala desa dan kepala 

desa melaporkan kasus ini pada pemilik rumah dimana ibu Evita dan 

keluarganya tinggal. Namun untunglah, keluarga ibu Evita tidak jadi 
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diusir oleh penduduk karena bantuan dari salah seorang tokoh penting 

yang berkuasa di daerah tersebut. Kasus ini menunjukkan contoh ba-

gaimana kelompok yang lemah ini memerlukan orang yang kuat, yang 

mempunyai kekuasaan sehingga mereka bisa berlindung dengan ban-

tuan orang tersebut.   

Strategi lain yang mereka lakukan adalah dengan melakukan 

DBS (Discovery Bibble Studies). DBS adalah belajar isi Injil dengan 

cara mandiri. Mandiri di sini berarti mempelajari Injil bersama-sama 

tanpa harus ada pendeta sebagai pemimpin (Budiman, wawancara, 28 

Agustus 2019). Cara ini memang tidak populer bagi komunitas Kristen 

yang ada di Tapak Tuan, tapi bagi beberapa orang yang penulis wa-

wancarai, ini adalah cara terbaik dari pada tidak berkumpul dan ber-

ibadah sama sekali.  

DBS diperkenalkan oleh para ekspatriat yang menetap di Banda 

Aceh. Karena tidak adanya gereja yang menggunakan kata pengantar 

Bahasa Inggris, menyebabkan mereka kesulitan untuk beribadah. 

Solusinya adalah berkumpul di salah satu rumah jemaat lalu melaku-

kan DBS. Metode yang mereka lakukan adalah dengan menonton 

khotbah dari satu pendeta yang banyak ditayangkan di youtube. Lalu 

kemudian khotbah ini didiskusikan bersama-sama. Selain itu, mereka 

juga membaca Injil ayat per ayat lalu diperbincangkan makna dari ayat 

yang dibaca tersebut. Cara ini sangat efektif membuat mereka dekat 

satu sama lain dan mempertebal iman mereka, tanpa harus bergantung 

pada gereja. 

Namun, cara ini memang belum biasa bagi komunitas Kristen di 

Aceh. Mayoritas komunitas Kristen, ketika beribadah mereka meng-

gunakan gereja, mempunyai pendeta dan melaksanakan ritual yang 

sama berdasarkan ajaran denominasinya masing-masing. Tapi di ko-

munitas yang Kristennya minoritas, dan juga tidak mempunyai gereja 

dan pendeta, DBS merupakan cara yang efektif untuk menjaga iman 

mereka dan menjaga solidaritas antarmereka.   
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Kesimpulan 
 

Kebebasan menjalankan ibadah di Indonesia diatur dalam Pasal 

29 UUD 1945. Dalam pasal tersebut telah dikatakan bahwa setiap 

warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama untuk beribadah. 

Bagi masyarakat Kristen di Tapak Tuan, rumah ibadah bukanlah prio-

ritas mengingat bahwa mereka tidak memiliki jumlah pemeluk Kristen 

yang banyak. Namun demikian, sebagai warga negara, mereka berhak 

untuk dapat beribadah dengan nyaman, senyaman komunitas Islam di 

Tapak Tuan beribadah. Selain itu kebebasan menjalankan ibadah me-

rupakan amanat dari konstitusi negara Indonesia yang harus dihormati 

oleh seluruh warga negara Indonesia. 

Rumah ibadah non-muslim memang sulit untuk dapat didirikan 

di Provinsi Aceh, selain karena peraturan pendirian rumah ibadah 

yang menyulitkan komunitas Kristen tersebut ditambah lagi dengan 

kuatnya kecurigaan masyarakat tentang isu-isu kristenisasi sehingga 

pendirian rumah ibadah bagi non-muslim sulit untuk direalisasikan.  

Melihat bagaimana rindunya komunitas Kristen di Tapak Tuan 

untuk bisa beribadah di ruangan yang layak, pemerintah setempat su-

dah sepantasnya untuk mempertimbangkan menyediakan ruangan ba-

gi komunitas ini untuk beribadah. Di sini memang diperlukan kebera-

nian dan ketegasan pemerintah untuk memperhatikan bahwa komuni-

tas Kristen juga adalah warga negara Indonesia, karenanya mereka 

juga perlu dipenuhi hak-haknya.  

Strategi lain agar komunitas Kristen bisa beribadah adalah de-

ngan melakukan DBS yaitu belajar Alkitab secara mandiri. Di daerah 

seperti Aceh, yang sepertinya mustahil untuk mendirikan rumah iba-

dah non-muslim, maka DBS adalah alternatif terbaik. Memang, butuh 

waktu lama untuk merubah cara berpikir komunitas Kristen bahwa 

gereja bukanlah gedung, tetapi gereja adalah kumpulan orang-orang 

percaya kepada Kristus. Dengan cara ini, harapannya, komunitas Kris-
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ten bisa melakukan ibadah mereka di dalam ruangan dengan nyaman, 

tanpa harus takut diserang.  

Pemenuhan kebutuhan spiritual merupakan hak asasi manusia 

yang seharusnya dipenuhi oleh negara. Namun untuk kasus Tapak Tu-

an, pemenuhan kebutuhan spiritual bagi non-muslim relatif susah 

untuk dipenuhi sepenuhnya. Hal ini tentu menjadi keprihatinan ber-

sama, karena sebagai warga negara mereka tidak bisa menikmati hak-

haknya meski telah dijamin dalam undang-undang. Masyarakat di 

Tapak Tuan sepertinya masih membutuhkan waktu panjang agar ke-

butuhan spiritual mereka dapat terpenuhi sehingga mereka bisa menja-

lankan ibadah mereka senyaman komunitas Islam di Tapak Tuan.  
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Lampiran 1 
 
Rekapitulasi Data Gereja di Provinsi Aceh 

 

No 
Kabupaten/ 

Kota 
Jumlah 
Gereja 

Jumlah 
Umat 

Jumlah 
Pendeta 

Jumlah 
Majelis/ 
Panatua 

Jumlah 
Guru 
Injil 

Jumlah 
Guru 

Sekolah 
Minggu 

Keterangan 

1 
Kabupaten 
Singkil 

20 7.782 9 215 17 74  

2 
Kabupaten 
Subulussalam 

4 1.292 3 40 2 11  

3 
Kabupaten 
Aceh 
Tenggara 

140 25.200 72 669 55 296  

4 
Kota Banda 
Aceh 

10 1.510 8 40 - 53 
9 gereja 

belum ada 
izin 

5 Kota Sabang 2 167 1 11 - 6  

6 
Kabupaten 
Simelue 

2 192 1 9 1 5  

7 
Kota 
Lhokseumawe 

2 431 1 24 - 9  

8 
Kabupaten 
Aceh Utara 

1 55 - 5 - 2  

9 
Kabupaten 
Aceh Tengah 

2 327 - 9 2 10  

10 
Kabupaten 
Bireuen 

1 100 2 15 - 14  

11 Kota Langsa 1 397 1 10 - 7  

12 
Kabupaten 
Aceh Barat 

2 205 2 16 - 4  

13 
Kabupaten 
Aceh Barat 
Daya 

1 17 - - 2 -  

14 
Kabupaten 
Gayo Lues 

1 130 1 3 - 3  

 Jumlah Total 188 37.805 100 1.063 79 491  

 
Catatan: 

Gereja di Banda Aceh berjumlah 11 gereja, 3 gereja memiliki gedung (HKBP, Methodist, GPIB), 

sementara 9 gereja lagi belum memiliki izin tempat ibadah (JKI, GKKI, GBI, GPPS, GBI WTC, 

GJII,, GPdi, GKKD), tetapi secure organisasi ke-9 gereja ini sah. Sesuai dengan pertemuan 

Pemkot Banda Aceh (Wakil Walikota Illiza Sa’aduddin Djamal) akan memfasilitasi ke 9 gereja 
ini untuk beribadah di tempat yang resmi (Koran Serambi Indonesia 15/10/2012). 

 

Banda Aceh,  Juli 2019 
Penbimas Kristen 

 
Samarel Telaumbanua, S.PAK 

NIP. 1972031181999031002 
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Abstrak 
 

Topik penelitian skripsi mahasiswa di Program Studi Pendidikan 

Guru Sekolah Dasar (PGSD) pada rentang 2011 hingga 2017 masih 

sangat minim. Mahasiswa PGSD masih belum mengerti tentang mate-

ri pendidikan seni dasar untuk topik skripsi. Oleh karena itu, perlu 

untuk melakukan kegiatan di sekolah untuk membantu mahasiswa 

memahami kebutuhan dan masalah dalam proses pembelajaran seni 

dasar. 

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian: 

bagaimana mengembangkan praktik mengajar pendidikan musik dan 

seni rupa untuk topik skripsi mahasiswa PGSD? Data yang dikumpul-

kan untuk penelitian ini termasuk: 1) pengamatan guru siswa yang 

diambil oleh peneliti, 2) jurnal reflektif diri guru kelas yang terkait 

dengan praktik mengajar dan catatan observasi pengajaran sebagai 

pengawas/peneliti universitas, 3) rencana pelajaran mahasiswa PGSD, 

dan 4) catatan reflektif dan laporan guru siswa dalam tugas kelas.  
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Berdasarkan temuan disimpulkan bahwa praktik mengajar di Se-

kolah Dasar meningkatkan topik skripsi mahasiswa PGSD, terutama 

dalam seni musik, seni tari dan seni rupa. Kegiatan di kelas untuk 

belajar musik dan seni murni sangat penting dan bermakna bagi siswa 

di sekolah.  
 

Kata Kunci: topik skripsi, pendidikan seni, penelitian tindakan, 

Sekolah Dasar 
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Pendahuluan 
  

Topik penelitian skripsi mahasiswa di Program Studi Pendidikan 

Guru Sekolah Dasar (PGSD) pada rentang 2011 hingga 2017 masih 

sangat minim. Mahasiswa PGSD masih belum mengerti tentang mate-

ri pendidikan seni dasar untuk topik skripsi. Kuliah pendidikan musik 

dan seni di kampus untuk proses tersebut dilakukan melalui praktik 

dan teori. Latihan musik dilakukan dengan menggunakan instrumen 

piano, perekam, dan gitar, sementara seni rupa juga dipelajari melalui 

berbagai praktik. Teori diberikan melalui latihan secara mandiri serta 

belajar dalam kelompok sehingga mereka dapat berdiskusi dan berba-

gi pengetahuan. Mahasiswa menghadiri proses kuliah tatap muka sela-

ma 16 pertemuan. 
Kuliah hanya dilakukan secara tatap muka dan tanpa melibatkan 

sekolah dalam prosesnya. Keterlibatan siswa yang mengajar kelas 

sungguhan hanya satu kali selama Praktik Pengalaman Lapangan 

(PPL). Metode pembelajaran di kelas selama kuliah harus diubah dan 

disesuaikan dengan kursus. Oleh karena itu, perlu untuk melakukan 

kegiatan di sekolah untuk membantu mahasiswa memahami kebutuh-

an dan masalah dalam proses pembelajaran seni dasar. Mata pelajaran 

musik dan seni visual sering diabaikan dan diberikan tugas oleh gu-

ru. Ini adalah topik diskusi di kelas selama kuliah yang sangat menarik 

sehingga perlu tindakan untuk memperbaiki situasi. Pola perkuliahan 

tidak efektif jika hanya dilakukan di kampus tanpa melibatkan siswa 

di kelas nyata dan sekolah sebagai cara lain untuk dapat belajar secara 

mandiri. Strategi pembelajaran di kelas dan dalam proses perkuliahan 

di kampus penting untuk ditingkatkan. Metode pembelajaran dalam 

perkuliahan dilaksanakan sesuai dengan tuntutan Kurikulum Kerang-

ka Kualifikasi Nasional (KKNI) ada beberapa metode yang harus 

dilakukan dan diterapkan untuk guru siswa dalam proses perkuliah-

an. Metode pembelajaran dalam perkuliahan harus dipertimbangkan 



PROSIDING KONFERENSI TAHUNAN TENTANG KEADILAN SOSIAL 2019 

47 

 

untuk memotivasi siswa untuk belajar secara kreatif dan menjadi lebih 

berkualitas. 
 

Pertanyaan Penelitian 
Bagaimana mengembangkan praktik mengajar pendidikan musik 

dan seni rupa untuk topik skripsi mahasiswa PGSD? 
 

 

Metode 
 

Konteks Penelitian dan Partisipan 
Penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Negeri sebagai sekolah 

mitra dan non-sekolah di Kota Kupang. Ada SD GMIT Kolhua, SDI 

Oeba 4, SDI Oepoi Kupang, SDN Maulafa, SDI Oesapa Kecil, SDI 

Bertingkat Kelapa Lima 1 sampai 3, SDI Kuanino 3, SDI Kuanino 2, 

SDN Sikumana 2 dan SDN Fatufeto. Ini adalah semacam evaluasi dan 

pembelajaran kolaboratif antara Sekolah Dasar dan Program Studi 

Sekolah Dasar, Fakultas Pendidikan dan Pelatihan Guru. Para guru 

murid mendapat izin dan ditandatangani oleh Kepala Program Studi 

Sekolah Dasar, Kepala Sekolah, dan Guru di sekolah. Partisipan dari 

penelitian ini adalah siswa Sekolah Dasar Kelas 1 - 6 di semester 1 

dan 2 dari 2014 hingga 2017 di tahun akademik. Program penelitian 

tindakan untuk mendorong topik skripsi mahasiswa PGSD. Selain itu, 

mahasiswa PGSD dan guru bergabung dalam penelitian tindakan un-

tuk membuat pengajaran yang inovatif, aktif dan kreatif. 
Penelitian Tindakan adalah penelitian yang menjelaskan data 

deskriptif melalui beberapa langkah. Langkah-langkahnya terdiri dari 

perencanaan, observasi, aksi, dan refleksi. 
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Instrumen Pengamatan 
Dosen sebagai peneliti yang mengamati kegiatan mahasiswa 

PGSD di kelas pendidikan musik dan praktik seni rupa. Ada lima ka-

tegori instrumen pengamatan: 1) praktik musik instrumen dalam ke-

lompok, 2) praktik menyanyi dalam kelompok, 3) seni, 4) diskusi ke-

lompok kecil mengikuti demonstrasi praktis dan meninjau wawancara 

kepada guru, dan 5) diskusi kelas. 
 

Pengumpulan data 
Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini termasuk: 1) penga-

matan guru siswa yang diambil oleh peneliti, 2) jurnal reflektif diri 

guru kelas yang terkait dengan praktik mengajar dan catatan observasi 

pengajaran sebagai pengawas/peneliti universitas, 3) rencana pelajar-

an mahasiswa PGSD, dan 4) catatan reflektif dan laporan guru siswa 

dalam tugas kelas.  
  
Rencana aksi 

Rencana tindakan untuk penelitian ini meliputi: a) mahasiswa 

PGSD mengatur Rencana Pengembangan Pembelajaran (RPP) di ke-

lompok-kelompok di kelas; b) mahasiswa PGSD berlatih musik dan 

mempersiapkan untuk kelas dalam kelompok selama 4 kali dalam se-

bulan, dan c) mahasiswa PGSD mengajar di Sekolah Dasar secara 

mandiri dengan metode campuran. 
Metode pembelajaran kooperatif digunakan sepanjang untuk 

mendorong kolaborasi yang efektif antara siswa dan guru. Teori bela-

jar kooperatif menjelaskan implikasi bagi guru yang diminta untuk 

memberikan ruang bagi siswa untuk belajar melalui pengalaman me-

reka dan menerapkan ide-ide mereka. Siswa perlu diberikan kegiatan 

di kelas oleh guru yang terintegrasi dengan karakter usia siswa. Guru 

perlu memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan kegiat-

an yang mendukung keterampilan motorik mereka, termasuk dalam 

kegiatan musik dan seni rupa. 
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Prosedur Penelitian 
Kegiatan penelitian ini dibagi menjadi tiga siklus: 

a) Pengajaran pendidikan musik dan seni rupa di sekolah oleh ma-

hasiswa PGSD. Para mahasiswa PGSD menganalisis bagaimana 

cara membuat suara musik dengan piano, gitar, dan pere-

kam. Mereka melakukan kemampuan dan pengalaman mereka 

dalam pendidikan seni. Kemudian, mereka memamerkan dan 

menampilkan musik mereka. 
b) Para guru siswa memiliki kesempatan untuk memilih metode, 

model, dan media mereka sendiri untuk mengajar siswa di Seko-

lah Dasar. Mengajar sebagai alat dan strategi untuk mempelajari 

dan menganalisis metode bernyanyi, memainkan metode musik, 

bergerak dan bernyanyi dan metode seni rupa untuk berlatih seni. 
c) Mahasiswa PGSD menulis makalah untuk melaporkan dan men-

diskusikan hasil dan temuan. 
 

 

Hasil dan Diskusi 
 

Perencanaan 
Metode belajar seni musik yang digunakan ketika mereka menga-

jar di sekolah ada tiga metode bernyanyi, bermain musik dalam gerak 

dan lagu. Jenis metode pembelajaran lain dapat dikombinasikan atau 

dicampur dengan metode yang ada seperti metode diskusi, metode si-

mulasi, dan metode demonstrasi. Siswa dikelompokkan menjadi bebe-

rapa kelompok dan masing-masing kelompok terdiri dari 7 hingga 9 

orang. Strategi pembelajaran yang digunakan sejauh ini harus dipela-

jari di sekolah dan melibatkan siswa dalam berpikir dan berdiskusi 

dengan kelompok mereka yang membantu mereka untuk lebih mema-

hami pendidikan seni. Mempelajari seni musik dan seni rupa di seko-

lah adalah salah satu alasan mengapa siswa dapat memahami dengan 
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baik tentang materi pelajaran sekolah dasar untuk bidang seni dan 

budaya. 
  
Pengajaran 

Kegiatan mengajar di sekolah masih berupa kegiatan ekstrakuri-

kuler berupa pelatihan siswa menyanyi dan menari siswa sekolah da-

sar. Wawasan mahasiswa PGSD yang masih berorientasi pada pemen-

tasan atau pertunjukan. Mereka beranggapan bahwa memahami seni 

melalui kegiatan kompetisi seni. Oleh karena itu, perlu dilakukan stra-

tegi baru karena siswa belum tertarik untuk menulis topik skripsi pen-

didikan seni. 
Mahasiswa PGSD mengajar di sekolah dalam kelompok tentang 

praktik memainkan alat musik dan seni rupa. Siswa sekolah dasar 

diharuskan untuk memilih jenis alat musik yang sesuai dengan ke-

inginan mereka. Pilihan alat musik dan lagu yang dipilih membuat 

siswa merasa percaya diri dan mereka dapat melengkapinya. Tidak 

ada pekerjaan rumah atau tugas untuk siswa karena kegiatan yang baik 

harus dibuat di dalam kelas. Kegiatan di kelas untuk siswa di kelas 

rendah dan tinggi adalah unik dan spesifik. Setiap siswa kelas memi-

liki kebiasaan belajar dan bermain. Cara duduk di kelas dikelompok-

kan dan melingkari guru. Ini adalah cara yang baik agar siswa dapat 

dikendalikan langsung oleh guru siswa dan mendapatkan perhatian 

yang cukup intens. Siswa sekolah dasar sangat senang dan kedatangan 

calon guru juga diharapkan oleh siswa. Para guru di sekolah merasa 

sangat terbantu dengan kehadiran mahasiswa karena mereka dapat 

belajar dengan mahasiswa PGSD. Setelah melakukan kegiatan me-

ngajar di sekolah, siswa merasa sangat tertarik untuk menulis topik 

tesis tentang penggunaan alat musik dalam pembelajaran, tarian tradi-

sional, seni menenun dan berbagai keterampilan menjadi topik dalam 

tesis siswa. Mahasiswa memiliki keinginan dan kebutuhan untuk me-

ngajar pendidikan seni dasar karena pengalaman saat mengajar di se-

kolah dan pengalaman pribadi dalam kegiatan seni. 
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Gambar 1. Jumlah Skripsi Tahun 2011-2018 

 

 

Kesimpulan dan Rekomendasi 
  
Kesimpulan 

Berdasarkan temuan yang disebutkan di atas dapat disimpulkan 

bahwa praktik mengajar di Sekolah Dasar meningkatkan topik skripsi 

mahasiswa PGSD, terutama dalam musik, tari dan seni rupa. Kegiatan 

di kelas untuk belajar musik dan seni murni sangat penting dan ber-

makna bagi siswa di sekolah. Mahasiswa PGSD mengajar bermain 

musik, menggambar, kolase, menenun, dan menari. Praktik mengajar 

mendukung kemampuan guru siswa dalam menganalisis dan menulis 

topik tesis. Penerapan Praktik Mengajar sebagai strategi untuk me-

ningkatkan topik skripsi dan penelitian dalam Pendidikan Seni. Siswa 

di sekolah membutuhkan pembelajaran berkualitas di kelas yang di-

lakukan oleh guru.  

Penelitian ini dapat dianalisis oleh prespektif lain terutama di 

Psikologi Pendidikan. 
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Inklusifkah Sistem Pendidikan Indonesia? 
Studi Kasus Penggunaan Bahasa Ibu dan Perannya 

terhadap Hasil Belajar Siswa 
 

 

George Adam Sukoco, Senza Arsendy, & 

Anisah Hafiszha Zulfa 
Divisi Monitoring, Evaluasi, Riset, dan Pembelajaran INOVASI 

 

 

 

Abstrak 

 

Setiap anak, terlepas dari latar belakang mereka, memiliki hak 

untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Namun, penelitian di be-

berapa negara menunjukkan bahwa anak berbahasa ibu bahasa daerah 

cenderung termarjinalkan dari proses pembelajaran dibandingkan 

mereka yang dibesarkan dengan bahasa nasional. Hal ini dapat ber-

potensi menjadi masalah di Indonesia yang sebagian besar pendu-

duknya berbahasa ibu bahasa daerah. Sayangnya, studi mendalam 

yang membahas mengenai perbandingan hasil belajar ini belum ba-

nyak dilakukan. Untuk itu, studi ini bertujuan untuk mengisi gap 

tersebut dengan menginvestigasi praktik pendidikan terkait bahasa ibu 

di Indonesia dan dampaknya terhadap hasil belajar siswa di Indonesia. 

Studi ini menggunakan data INOVASI dengan metode penelitian 

kuantitatif dan kualitatif. Studi ini menemukan bahwa hasil belajar 

siswa yang berbahasa ibu bahasa daerah secara konsisten lebih rendah 

dibandingkan dengan siswa yang menggunakan Bahasa Indonesia 

dalam kegiatan sehari-hari. Perbedaan hasil belajar ini semakin mele-
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bar untuk anak-anak yang tinggal di daerah 3T, seperti di NTT dan 

NTB. Hal ini dapat disebabkan karena praktik pendidikan Indonesia 

saat ini masih menempatkan Bahasa Indonesia sebagai prioritas dalam 

kegiatan belajar mengajar, bahkan di daerah dimana anak-anak belum 

lancar berbahasa Indonesia. Melihat hal ini, INOVASI melakukan 

program peningkatan literasi kelas awal menggunakan pendekatan 

yang lebih inklusif yaitu metode Pendidikan Multibahasa yang Berba-

sis pada Bahasa Ibu (PMBBI) di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara 

Barat. Hasil survei akhir program ini menunjukkan bahwa dengan 

menggunakan pendekatan PMBBI, pengajaran literasi bekerja lebih 

optimal bagi siswa yang menggunakan bahasa daerah. Program ini 

dapat mengurangi kesenjangan hasil belajar siswa berbahasa daerah 

dengan siswa yang fasih berbahasa Indonesia. Hasil ini menunjukkan 

bahwa memperhatikan konteks lokal dalam strategi pembelajaran 

adalah hal yang krusial. Guru perlu memahami konteks lokal tersebut 

dan menyesuaikan strategi pembelajaran. Pemerintah dapat membantu 

peningkatan kapasitas guru dalam pengajaran berbasis bahasa ibu 

serta mempromosikan metode pengajaran ini. 

 

Kata kunci: bahasa ibu, hasil belajar siswa, pendidikan inklusif 
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Pendahuluan 
 

Setiap anak terlepas dari latar belakang mereka, memiliki hak 

untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Namun, anak berbahasa 

ibu bahasa daerah cenderung termarjinalkan dari proses pembelajaran 

dibandingkan mereka yang dibesarkan dengan bahasa nasional. 

UNICEF (2015) menemukan bahwa bahasa ibu merupakan satu dari 

lima faktor yang memengaruhi tingkat aksesibilitas siswa ke sekolah 

dan/atau putus sekolah. Meskipun mereka bersekolah, bukti anekdot 

menemukan bahwa siswa yang bahasa ibunya bahasa daerah men-

dapatkan hasil belajar yang lebih rendah dibandingkan dengan anak 

yang fasih berbahasa nasional (Msila, 2011). Studi mendalam yang 

membahas mengenai perbandingan hasil belajar ini belum banyak 

dilakukan khususnya di Indonesia. Sedangkan, hal ini berpotensi men-

jadi masalah mengingat kurang dari 15 persen penduduknya berbahasa 

ibu Bahasa Indonesia (SEAMEO, 2009). Oleh karena itu, studi ini 

bertujuan untuk mengisi gap tersebut dengan menginvestigasi praktik 

pembelajaran terkait bahasa ibu dan dampaknya terhadap hasil belajar 

siswa di wilayah mitra INOVASI menggunakan data yang dikumpul-

kan oleh program INOVASI1. 

 

 

Metode Penelitian 
 

Studi ini mengalisis 8.690 siswa kelas awal (Kelas 1-3) menggu-

nakan data longitudinal INOVASI di Nusa Tenggara Barat (NTB), 

Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Utara, dan Jawa Timur. 

                                                           
1 Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI) adalah program kolaborasi 

pendidikan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa terutama di bidang literasi dan matematika. 



PROSIDING KONFERENSI TAHUNAN TENTANG KEADILAN SOSIAL 2019 

56 

 

Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif digunakan untuk menja-

wab tujuan studi serta memberikan rekomendasi untuk para pemangku 

kepentingan. 

Hasil belajar siswa diukur dengan instrumen penilaian hasil bela-

jar INOVASI yang mencakup tes kemampuan Bahasa Indonesia dan 

Matematika. Instrumen penilaian ini dikembangkan dengan menga-

daptasi kerangka kerja penilaian nasional (Asesmen Kompetensi Sis-

wa Indonesia) dan internasional (EGRA, TIMMS, dan PIRLS). Pada 

tes Bahasa Indonesia, kemampuan literasi dasar (pengenalan huruf, 

suku kata, dan kata) dan komprehensif (seperti berpikir kritis dan me-

mahami paragraf) dinilai. 

Metode statistik inferensial digunakan untuk menyelidiki perbe-

daan hasil belajar siswa yang lancar berbahasa Indonesia dengan siswa 

yang tidak.  

Kajian literatur mendalam membahas mengenai praktik mengajar 

dan regulasi yang mengatur pembelajaran dengan bahasa ibu di Indo-

nesia serta pentingnya metode Pendidikan Multibahasa yang Berbasis 

pada Bahasa Ibu (PMBBI). 

 

 

Hasil dan Pembahasan 
 

Data INOVASI menunjukkan bahwa sebagian besar siswa kelas 

awal menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa ibu (bahasa utama 

yang digunakan untuk berinteraksi di rumah), kecuali di Kalimantan 

Utara. Di Nusa Tenggara Barat, Bahasa Indonesia bahkan tidak terma-

suk dalam tiga bahasa utama. 
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Tabel 1. Tiga Bahasa Utama Siswa Kelas Bawah di Provinsi INOVASI 

 

Jawa Timur 
Nusa Tenggara 

Barat 
Nusa Tenggara 

Timur 
Kalimantan 

Utara 

Jawa 58% Sasak 37% Kodi 45% Indonesia 91% 

Madura 27% Mbojo 27% Indonesia 29% Dayak 6% 

Indonesia 14% Samawa 17% Kambera 9% Bulungan 1% 

 

 

Hasil uji statistik inferensial mengkonfirmasi temuan studi global 

dimana hasil belajar siswa yang berbahasa ibu bahasa daerah secara 

konsisten lebih rendah dibandingkan dengan siswa yang mengguna-

kan Bahasa Indonesia dalam kegiatan sehari-hari. Hasil ini konsisten 

baik untuk uji kemampuan Bahasa Indonesia maupun Matematika 

(Lampiran 1). Perbedaan hasil belajar ini semakin melebar untuk 

anak-anak yang tinggal di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar 

(3T) seperti di NTT dan NTB. Di kedua provinsi tersebut, ditemukan 

bahwa kemampuan anak Kelas 2 dan 3 yang berbahasa ibu bahasa dae-

rah setara atau lebih rendah dibandingkan dengan kemampuan anak 

Kelas 1 dan 2 yang berbahasa ibu Bahasa Indonesia. Data ini menun-

jukkan bahwa siswa kelas awal dengan bahasa daerah berpotensi kehi-

langan satu tahun manfaat kegiatan belajar.  

 

 
Tabel 2. Persentase Siswa yang Lulus Tes Literasi Dasar 

 

 
Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur 

Bahasa 
Daerah 

Bahasa 
Indonesia 

Bahasa 
Daerah 

Bahasa 
Indonesia 

Kelas 1 31% 70% 1% 7% 

Kelas 2 62% 86% 13% 37% 

Kelas 3 78% 93% 33% 64% 
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Perbedaan hasil belajar siswa pada kedua kelompok tersebut sa-

lah satunya disebabkan oleh bahasa pengantar yang digunakan guru di 

sekolah. Data INOVASI menunjukkan bahwa 86% guru di NTT dan 

73% guru di NTB menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa do-

minan yang digunakan dalam kegiatan mengajar di sekolah. Di sisi 

lain, guru yang mengajar menggunakan bahasa daerah jarang menda-

patkan pelatihan yang memadai mengenai strategi untuk mengajar 

dalam bahasa kedua. Dari sisi sumber belajar, sebagian besar buku 

pelajaran masih ditulis dalam Bahasa Indonesia dan bacaan yang 

disajikan belum mempertimbangkan konteks lokal. Selain itu, masih 

ada stigma negatif di masyarakat jika siswa menggunakan bahasa 

daerah dalam pembelajaran akan memperlambat kefasihan mereka 

dalam bahasa nasional serta mengancam kesatuan (SEAMEO, 2009). 

Secara hukum, undang-undang tidak membatasi penggunaan ba-

hasa daerah dalam proses pembelajaran di sekolah. UU No. 20 Tahun 

2003 Pasal 33 Ayat 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyata-

kan dengan jelas bahwa bahasa daerah dapat digunakan sebagai baha-

sa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam 

penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu. Permen-

dikbud No. 22/2016 dan No. 37/2018 tentang Standar Proses dan Isi 

Pendidikan Dasar dan Menengah juga menyatakan bahwa guru harus 

menghormati perbedaan yang ada pada setiap siswa dan dapat meng-

gunakan bahasa daerah dalam menyampaikan materi pembelajaran. 

Hanya saja, dalam praktiknya penggunaan bahasa daerah cenderung 

terbatas sebagai modul opsional dalam kegiatan ekstrakurikuler atau 

muatan lokal. Praktik-praktik inilah yang berpotensi mempersulit sis-

wa kelas awal yang menggunakan bahasa daerah untuk memahami 

materi secara menyeluruh.  

Untuk mengatasi isu ini, INOVASI melakukan program pening-

katan literasi siswa kelas awal menggunakan pendekatan PMBBI di 

Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Dalam program ini, INOVA-

SI melatih guru untuk mengajarkan konsep awal pembelajaran pada 
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siswanya menggunakan bahasa daerah hingga siswa memahami kon-

sep, lalu perlahan membantu anak menguasai materinya dalam Bahasa 

Indonesia. Hasil survei akhir menunjukkan bahwa dengan mengguna-

kan pendekatan PMBBI, pengajaran literasi bekerja lebih optimal bagi 

siswa yang menggunakan bahasa daerah dan mengurangi kesenjangan 

hasil belajar dengan siswa yang fasih berbahasa Indonesia. 

 
Tabel 3. Hasil Survei Awal dan Akhir Program INOVASI  

(% Kelulusan Tes Literasi Dasar) 

 
                       
 

Kab. Bima Kab. Dompu 

Survei 
Awal 

Survei 
Akhir 

Survei 
Awal 

Survei 
Akhir 

Bahasa 
Indonesia  

69% 90% 52% 90% 

Bahasa Daerah 42% 70% 34% 73% 

 

 

Hasil positif tersebut dapat dijelaskan dengan temuan beberapa 

studi internasional. Klaus (2003) mengatakan bahwa anak yang diajar 

dalam bahasa ibu akan lebih mudah dan cepat untuk memahami materi 

pelajaran. Purdie (2009) juga menemukan bahwa, jika kemampuan li-

terasi dibangun dengan bahasa ibu, akan lebih mudah bagi siswa untuk 

belajar bahasa lain (berperan sebagai jembatan bahasa). Selain itu, 

dampak positif juga terlihat pada psikologi siswa seperti meningkat-

nya motivasi, kepercayaan diri serta partisipasi anak di sekolah (Pur-

die, 2009; Klaus, 2003).  

 

 

Kesimpulan dan Rekomendasi 
 

Hasil studi kuantitatif dan kajian literatur menunjukkan bahwa 

saat ini praktik pembelajaran masih menggunakan Bahasa Indonesia 
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sebagai bahasa utama bahkan di daerah dimana anak-anak belum lan-

car berbahasa Indonesia. Sistem ini menyebabkan anak berbahasa dae-

rah jauh tertinggal dalam hal pencapaian pembelajaran. Mempromosi-

kan pengajaran berbasis bahasa ibu di daerah dimana banyak siswa 

yang tidak bisa berbicara bahasa nasional dapat berdampak signifikan 

pada hasil belajar mereka. Jika hal ini tidak diperhatikan, maka hasil 

belajar siswa yang selama ini menjadi ukuran baik di tingkat sekolah, 

daerah, maupun nasional belum tentu secara akurat merepresentasikan 

kemampuan aktual siswa. 

Pemerintah perlu menerapkan sistem pendidikan yang lebih in-

klusif dan mengakomodasi kebutuhan siswa dengan latar belakang 

yang beragam. Langkah awal yang dapat diambil adalah melakukan 

pemetaan penggunaan bahasa yang dikuasai anak sehingga program 

PMBBI dapat menjangkau daerah yang membutuhkan. Selain itu pe-

merintah perlu meningkatkan kompetensi guru agar mampu mengapli-

kasikan pendekatan PMBBI. Pemerintah juga perlu memastikan terse-

dianya sumber pembelajaran (buku pelajaran dan modul pengajaran) 

yang mempertimbangkan konteks lokal. 

Tentu langkah ini tidak lepas dari berbagai tantangan. Dari pe-

ngalaman program INOVASI di Bima, beberapa tantangan yang dapat 

dijadikan pembelajaran yaitu: 

 Terbatasnya kemampuan guru baik dalam penguasaan bahasa da-

erah setempat (khususnya bagi guru pendatang) maupun dalam 

mengadaptasi prinsip transisi bahasa ke Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). 

 Kemampuan bahasa Indonesia anak cukup beragam–ada yang su-

dah cukup mahir, ada yang belum—sehingga guru kesulitan me-

nerapkan strategi pembelajaran yang berbeda dengan bahasa ibu.  

 Belum sinerginya kepala sekolah, guru, dan komite sekolah da-

lam mensosialisasikan program kebahasaan siswa di sekolah se-

bagai sesuatu yang dapat meningkatkan hasil belajar anak.  
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Lampiran 
 

Lampiran 1. Hasil Belajar Bahasa Indonesia dan Matematika Siswa 

Kelas Awal INOVASI  

 

 
                          Hasil Belajar 
 
Provinsi 

Bahasa Indonesia Matematika 

Bahasa 
Daerah 

Bahasa 
Indonesia 

Bahasa 
Daerah 

Bahasa 
Indonesia 

Jawa Timur 70.1 75.7 50.5 57.5 

Kalimantan Utara 65.4 65.6 31.8 41.3 

Nusa Tenggara Barat 60.0 70.6 43.5 57.6 

Nusa Tenggara Timur 41.1 54.7 26.8 34.8 
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Abstrak 

 

Labeling merupakan suatu kata atau kalimat yang ditujukan un-

tuk menggambarkan tentang keadaan seseorang. Labeling sering dike-

nal sebagai cap atau julukan yang diberikan kepada orang lain yang 

juga akan berpengaruh pada konsep diri anak atau bagaimana cara 

pandang anak tentang dirinya. Konsep diri terbentuk melalui penga-

laman yang dialami sehari-hari yang diperolehnya dalam interaksi 

sosialnya. Pelabelan negatif yang diperoleh anak melalui orang yang 

memiliki kelekatan emosional dengannya akan berpengaruh besar ter-

hadap pembentukan image dan identitas diri anak. Hal ini perlu diper-

hatikan oleh orang tua terlebih guru sebagai pendidik anak di sekolah. 

Perilaku ini sering dilihat sebagai hal sederhana tetapi perlu diketahui 

bahwa hal sekecil apapun yang dilakukan guru sebagai pendidik akan 

terus berpengaruh terhadap kesehatan mental peserta didik, terutama 

pada perkembangan konsep dirinya.  

Metode pengumpulan data dalam penulisan ini melalui kajian 

pustaka yang berfokus pada gambaran konsep diri siswa yang men-

dapatkan stigma atau label negatif oleh guru di sekolah. Hasil kajian 

menunjukkan bahwa ketika kita sudah melabel seseorang, kita cende-

rung memperlakukan seseorang sesuai dengan label yang telah diberi-
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kan, sehingga orang tersebut cenderung mengikuti label yang telah di-

tetapkan pada orang tersebut. Pada akhirnya, pelabelan negatif terha-

dap siswa dapat berdampak buruk kepada konsep dirinya, seperti pe-

nyimpangan konsep diri (deviant self-concept), menarik diri secara so-

sial (social witdrawal), dan ketidakpercayaan diri (low self-confi-

dence).  

 

Kata kunci: pelabelan negatif, konsep diri, remaja, guru  
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Pendahuluan 

 

Labeling merupakan suatu kata atau kalimat yang ditujukan un-

tuk menggambarkan tentang keadaan seseorang. Pada mulanya, teori 

labeling lebih dikenal sebagai pemberian julukan kepada indidivu de-

ngan perilaku menyimpang atau tindakan kriminal. Saat ini, istilah 

“label” dalam buku A Handbook of the Study Mental Health, didefini-

sikan sebagai proses pemberian julukan pada seseorang. Ketika label 

telah diberikan, maka julukan tersebut dipandang sebagai keseluruhan 

identitas, tipe, dan kepribadian dari individu tersebut, tanpa meman-

dang perilaku individu satu per satu (Ahmadi & Nuraini, 2005). Pem-

berian label dapat dikonotasikan positif maupun negatif, dipandang 

dari sudut penilaian yang diberikan. Namun, kata label cenderung ber-

bau negatif, karena diidentifikasikan dengan perilaku bermasalah. Di 

sekolah, siswa yang teridentifikasi memiliki masalah cenderung seca-

ra tidak resmi dilabeli dengan kata sifat negatif seperti “malas”, “tidak 

termotivasi”, “pelajar lambat”, atau “masalah perilaku”. (Henley, 

Ramsey, Algozzine, & Hall, 2010). Pemberian label ini dapat berdam-

pak pada kegagalan prestasi belajar siswa bahkan putus sekolah.  

Labeling sering dikenal sebagai cap atau julukan yang diberikan 

kepada orang lain, juga akan berpengaruh pada konsep diri anak atau 

bagaimana cara pandang anak tentang dirinya. Konsep diri merupakan 

suatu bagian penting dalam setiap pembicaraan tentang kepribadian 

manusia dan sangat ditentukan oleh keadaan lingkungan dimana anak 

itu berada karena diperolehnya melalui interaksi sosial. Konsep diri 

bukanlah bawaan atau herediter (Purba, 2016), namun terbentuk mela-

lui pengalaman yang dialami sehari-hari. Konsep diri yang positif per-

lu ditanamkan sejak usia dini, yang akan memberikan tanda pada kon-

sep diri ini adalah orang tua, kawan sebaya, dan masyarakat termasuk 

guru yang ada di sekolah. Konsep diri anak akan terus memengaruhi 

kepada keberhasilannya di masa depan. 
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Pemberian label yang diperoleh seorang siswa oleh guru di seko-

lah akan sangat memengaruhi kepada konsep dirinya. Apabila siswa 

diberikan label negatif seperti “malas”, “bodoh”, “slow learners”, oleh 

guru, dengan sendirinya guru pun akan membentuk ekspektasi terha-

dap siswa tersebut. Teori penjulukan menyatakan bahwa adanya keku-

atan yang saling berhubungan antara orang yang diberikan julukan de-

ngan penjulukan yang diberikan (Ahmadi, & Nuraini, 2005). Benar 

atau salah julukan yang didapatkan, kadang-kadang manusia menjadi 

korban tak berdaya dari julukan yang diperolehnya sehingga individu 

dipaksa untuk membenarkan identitas sosial yang telah diperolehnya. 

Pada akhirnya, individu bertindak sesuai bagaimana penafsiran dunia 

sekelilingnya atas dirinya. Siswa yang dilabel “bermasalah” oleh guru, 

dan diperlakukan buruk oleh guru pula, akan cenderung menunjukkan 

perilaku bermasalah dalam kehidupan sehari-hari. 

Konsep diri berkaitan dengan individu itu sendiri, meliputi pan-

dangannya terhadap dirinya, apa yang ia peroleh dari hasil evaluasinya 

terhadap yang orang lain lakukan, serta katakan terhadap dirinya. Ha-

sil dari apa yang ia ketahui, yang ia harapkan dan ia evaluasi itu dapat 

berupa fisik, emosi, sosial maupun spiritual (Kiling & Kiling, 2005). 

Gambaran konsep diri siswa yang memperoleh label negatif dari guru 

serta solusi yang dapat ditawarkan akan dikupas lebih lanjut dalam 

tulisan ini. 

 

 

Metode 

 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan ini 

adalah literature review. Pengumpulan data melalui kajian literatur 

yaitu mencari dan mengumpulkan informasi yang relevan dari berba-

gai buku, internet, majalah, koran, dan literatur lainnya untuk mem-

peroleh informasi yang bertujuan untuk membentuk sebuah landasan 
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teori (Suharsimi, 2006). Penulisan ini berfokus pada masalah bagai-

mana konsep diri remaja yang memperoleh pelabelan negatif dari guru 

di sekolah. Sumber data diperoleh melalui jurnal-jurnal baik nasional 

maupun internasional serta buku yang diperoleh melalui internet.  

Metode merupakan langkah-langkah sistematis yang digunakan 

untuk mencapai suatu tujuan. Penekanan dalam penulisan ini adalah 

memberikan deskriptif yang dianalisis dengan pemahaman arti secara 

mendalam. Selanjutnya, permasalahan yang akan dideskripsikan ada-

lah (1) dampak pelabelan negatif terhadap konsep diri siswa, dan (2) 

solusi yang dapat ditawarkan.  

 

 

Hasil dan Pembahasan 

 

Konsep diri merupakan pandangan serta perasaan seseorang ten-

tang keadaan dirinya. Persepsi tentang dirinya ini diperoleh melalui 

pengalamannya ketika berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. 

Menurut Stuart (2016, dikutip oleh Kelen, & Pasaribu, 2018) menyata-

kan bahwa konsep diri merupakan hasil penilaian orang lain atau 

individu terhadap dirinya sendiri dan berkaitan erat dengan perilaku, 

budaya, serta lingkungan. Selain itu, konsep diri dapat menjadi penen-

tu keberhasilan seseorang di masa yang akan datang, maka dari itu 

konsep diri positif perlu ditanamkan sedini mungkin baik dalam ling-

kungan keluarga maupun lingkungan sekolah. 

Di sekolah, siswa mengenal sosok pendidik sebagai tauladan 

yang dikagumi, disegani, dan bahkan ditakuti. Peranan sebagai pendi-

dik di sekolah akan sangat berpengaruh bagi pertumbuhan dan per-

kembangan jiwa serta kepribadian mereka. Namun, masih ada guru 

yang memberikan pelabelan negatif kepada peserta didiknya. Dilansir 

melalui artikel Jawa Pos, Radar Semarang (Edisi 12 November 2017), 

ketika salah satu siswa Jurusan IPS mendapatkan nilai 50, seorang 
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guru menyebutnya (melabeli) dengan kata-kata, “Emang kamu anak 

yang bodoh, emang anak-anak Jurusan IPS itu bodoh-bodoh, nakal, 

nggak disiplin, nggak kaya anak-anak Jurusan IPA”. Pelabelan 

negatif seperti di atas akan berpengaruh kepada harga diri anak, bah-

kan kepercayaan diri anak karena siswa dapat menyakini kebenaran 

kata-kata tersebut. 

Pelabelan negatif yang diperoleh anak melalui orang yang memi-

liki kelekatan emosional dengannya akan berpengaruh besar terhadap 

pembentukan image dan identitas diri anak. Hal ini dapat diperoleh 

anak melalui orang tua, pengasuh ataupun guru yang dipanggil sebagai 

bapak/ibu karena dianggap sebagai orang tua siswa di sekolah setelah 

keberadaan orang tua di rumah. Penelitian Pederson dan Zahran (da-

lam Slameto, 2013) memperlihatkan bahwa guru mempunyai penga-

ruh yang kuat terhadap konsep diri siswa. Kata-kata yang diucapkan 

oleh guru kepada siswa atau peserta didik dalam pergaulan mereka di 

sekolah sangat menentukan masa depan mereka. 

Beberapa bentuk konsep diri negatif yang dapat ditunjukkan sis-

wa karena mendapatkan label negatif di antaranya adalah: 

 

Penyimpangan konsep diri (Deviant self-concept) 

Orang-orang belajar bagaimana mendefinisikan diri mereka sen-

diri (siapa mereka, apa yang mereka lakukan) berdasarkan bagaimana 

mereka memandang sikap serta penilaian orang lain terhadap mereka 

(Bernburg, 2019). Hal ini dikarenakan sikap orang lain terhadap indi-

vidu yang didefinisikan sebagai penyimpangan dibentuk oleh stereotip 

atau pelabelan negatif. Setiap individu memiliki ekspektasi terhadap 

diri sendiri. Apabila pelabelan negatif dari sudut pandang orang lain 

dipercayai oleh individu maka dapat menyebabkan perubahan konsep-

diri; orang tersebut mungkin mulai melihat dirinya sebagai orang yang 

menyimpang, dan mengambil peran yang menyimpang pula. Contoh-

nya: siswa yang dicap “bodoh”, awalnya mungkin merasa tidak nya-

man dengan label ini. Namun, guru yang memberikan label tersebut 
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dari hari ke hari dan bahkan memandang rendah siswa akan memben-

tuk perilaku lambat belajar dan tidak berusaha.  

Menarik diri secara sosial (Social witdrawal) 

Menarik diri secara sosial atau bahkan menjauhkan diri dari te-

man sebaya merupakan bentuk ketakutan individu terhadap penolakan 

atau tidak dihargai oleh orang lain. Individu yang mendapatkan label 

negatif sering menanamkan dalam pikiran mereka bahwa mereka dito-

lak dan tidak bernilai di mata orang lain, apalagi bila disertai dengan 

penolakan yang sesungguhnya (Ahmadi, & Nuraini, 2005). Akibat-

nya, mereka memilih untuk mengantisipasi penolakan tersebut melalui 

menarik diri yang menjurus kepada pembentukan harga diri yang ren-

dah, hancurnya kemampuan berinteraksi, dan kinerja yang buruk (Ka-

vish, Mullins, & Soto, 2016). Misalnya: siswa dengan harga diri ren-

dah akibat mendapatkan label negatif cenderung membentuk konsep-

diri yang tertutup dan menghindari komunikasi karena merasa tidak 

layak atau kekuatiran akan penolakan. 

Rendahnya kepercayaan diri (Low self-confidence) 

Pemberian label negatif oleh guru berdampak pula pada ekspek-

tasi guru terhadap siswa yang dilabeli (Henley, et al., 2010). Pelabelan 

negatif kepada anak seperti “tidak mampu”, “bermasalah”, “malas”, 

dan sebagainya, ditambah pula dengan perlakuan yang memandang 

rendah kepada kemampuan siswa, akan semakin memperkuat rendah 

diri dan kepasrahan anak terhadap label yang diperoleh. Hal ini didu-

kung pula penelitian yang dilakukan oleh Kellen dan Pasaribu (2018) 

terhadap siswa tunagrahita, menyatakan bahwa pelabelan atau stigma 

negatif yang diperoleh berdampak kepada rasa minder, ragu-ragu un-

tuk memulai berkomunikasi dengan orang lain karena kekuatiran akan 

ekspektasi lawan bicara.  

Menurut Ki Hajar Dewantara (dalam Wibowo & Hamrin, 2012) 

guru itu digugu dan ditiru. Ini berarti segenap tindak-tanduknya akan 

senantiasa menjadi panutan bagi anak didik maupun orang-orang di 

sekelilingnya. Guru harus tampil sebagai teladan. Tingkah lakunya ha-
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rus mencerminkan kebaikan dan kata-katanya harus jauh dari hal-hal 

yang sia-sia, kotor, apalagi kasar dan mengandung penghinaan atau 

julukan berlebihan pada peserta didik.  

Sebagai pendidik yang menjadi panutan maka guru harus sadar 

akan hal ini dan secara berhati-hati mengamati keadaan lingkungan 

sekolah sehingga peristiwa-peristiwa traumatik yang dapat merendah-

kan konsep diri anak dapat diminimalkan. Hal yang perlu diingat bah-

wa kehangatan suasana lingkungan akan sangat berpengaruh dalam 

membantu siswa mengembangkan konsep diri yang positif.   

Sesuai tugasnya maka yang perlu dilakukan guru sebagai pendi-

dik dan juga strategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan dan 

meningkatkan konsep diri anak adalah sebagai berikut:  

 

1. Membantu mengembangkan sikap positif bagi semua anak didik, 

membuat mereka merasa mendapat dukungan penuh dari guru 

serta menunjukkan penghargaan dan kepercayaan terhadap tin-

dakan dan perhatian anak didik. 

2. Membantu anak didik agar menyadari kelebihan dan kelemahan-

nya, membuatnya merasa bertanggungjawab serta memberikan 

dukungan dan dorongan agar mereka bangga dengan prestasi 

yang telah dicapai. 

3. Menunjukkan sikap ramah, penuh pengertian dan kesabaran da-

lam menghadapi anak didik dengan menampilkan sikap bersaha-

bat, mampu mengendalikan emosi, menggunakan kata-kata yang 

sopan saat menegur anak didik serta menghargai perbedaan pen-

dapat anak didik.  

4. Membantu anak didik menumbuhkan kepercayaan diri dengan 

memberikan semangat bagi yang belum berhasil dan pujian bagi 

yang berhasil. 

5. Menerima anak didik sebagaimana adanya dengan kelebihan dan 

kelemahannya. 
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6. Memberikan perhatian khusus pada anak yang berkemampuan 

khusus, misalnya sangat cerdas ataupun yang kemampuannya di 

bawah rata-rata. 

 

 

Simpulan dan Saran 

 

Pemberian label negatif kepada siswa dapat berdampak buruk pa-

da pembentukan konsep diri anak, seperti penyimpangan konsep diri 

atau pembentukan konsep diri yang salah, penarikan diri dari interaksi 

sosial, bahkan rendahnya kepercayaan diri. Oleh karena itu, guru 

sebagai teladan di sekolah perlu berhati-hati dalam pemilihan kalimat 

atau kata-kata yang diucapkan untuk peserta didik. Selain itu, guru se-

bagai pendidik perlu memperhatikan tingkah laku dalam menumbuh-

kembangkan konsep diri anak di sekolah.  

Ada pengaruh yang besar antara pemberian label negatif oleh gu-

ru terhadap perkembangan konsep diri siswa. Namun, masih ada fak-

tor-faktor lain juga yang dapat diteliti oleh penulis selanjutnya se-

hingga dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan konsep diri 

anak. 
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Abstrak 

 

Pengelolaan sumber daya tidak bisa dipisahkan dari praktik poli-

tik kekuasaan. Kesejahteraan terwujud dari adanya pengelolaan sum-

ber daya yang adil dan merata. Untuk menuju ke arah sana, perlu ada-

nya partisipasi aktif publik. Tulisan ini sedikit ingin menunjukkan ba-

gaimana mekanisme pengelolaan sumber daya dalam politik kese-

jahteraan dipraktikkan dan bagaimana mengelola relasi kekuasaan de-

mi mewujudkan demokrasi yang menyejahterakan. 

 

Kata kunci:  mekanisme pengelolaan sumber daya, relasi kekuasaan, 

kesejahteraan, demokrasi 
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Pendahuluan 
 

Bila ingin membicarakan kesejahteraan, “demokrasi” menjadi 

kata yang tidak bisa dipisahkan dari diskursus tentangnya. Keduanya 

punya hubungan sebab akibat. Kesejahteraan diartikan sebagai penca-

paian kemakmuran ekonomi, dimana hal tersebut bisa dianggap seba-

gai kondisi awal bagi kehidupan masyarakat yang jauh lebih demo-

kratis. Kondisi masyarakat yang tercukupi kebutuhan-kebutuhan po-

koknya serta terlindungi hak-hak sosial, ekonomi, dan politiknya akan 

membuat masyarakat menjadi lebih aktif berpartisipasi. Partisipasi pu-

blik itu diperlukan untuk mendukung bekerjanya sistem politik. Kare-

na melalui partisipasi, aspirasi publik dapat diadvokasikan dan men-

jadi bahan perumusan suatu kebijakan. Sebaliknya, kebebasan dan pe-

ngakuan terhadap hak-hak sipil itu akan menjamin adanya suasana 

yang mendorong agar kesejahteraan lebih bisa diwujudkan melalui pe-

ngelolaan sumber daya yang baik. Penjelasan kausal tersebut mene-

gaskan adanya hubungan positif antara kesejahteraan dan demokrasi. 

Begitu juga sebaliknya. 

Adanya hubungan kausalitas itu memberikan legitimasi konsep-

tual khususnya bagi demokrasi. Maksudnya, dengan tata kelola peme-

rintahan yang demokratis, kesejahteraan lebih bisa diwujudkan. Pelu-

angnya jauh lebih besar ketimbang sistem politik yang jauh dari demo-

kratis. Namun pula, penjelasan tersebut tidak memberikan analisis 

yang kritis bagaimana sebetulnya keterkaitan di antara keduanya. Se-

bab faktanya, ada juga negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi 

yang relatif tinggi, tetapi tidak demokratis. Sebaliknya, praktik demo-

krasi elektoral juga tidak dengan segera melahirkan pemerintahan 

yang dapat mewujudkan kesejahteraan. Kendati begitu, memilih sis-

tem otoritarian untuk mengelola sumber daya justru memiliki banyak 

kekurangan, terutama soal transparansi dan akuntabilitasnya. Karena 

otoritarian biasanya terpusat. Maka dengan urusan-urusan publik yang 
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kian kompleks, sepertinya sentralisasi menjadi pilihan yang tidak tepat 

sebagai sebuah sistem yang akan mengelolanya. Hari-hari ini, politik 

kesejahteraan memang dimaksudkan pada pengentasan kemiskinan 

dalam arti luas, mencakup perluasan akses dan peluang individu dalam 

meningkatkan taraf hidup serta pengaturan institusional yang dapat 

menjamin redistribusi penciptaan kesejahteraan. Dalam konteks itu, 

dengan misi perluasan akses, kapabilitas, dan redistribusi sumber daya 

tersebut menjadi tidak cocok bila pilihannya ialah sistem otoritarian 

yang tertutup dan minim partisipasi publik. 

Upaya mewujudkan kesejahteraan bukan semata upaya ekonomi, 

tetapi juga ditentukan oleh politik. Karena itu, tulisan ini mengguna-

kan konsepsi kekuasaan untuk menunjukkan bagaimana demokrasi 

bekerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Demokrasi dalam tulisan 

ini diartikan sebagai partisipasi publik dalam mengadvokasikan ke-

pentingan-kepentingannya. Kesejahteraan adalah kepentingan publik 

yang utama. Sehingga, demokrasi sebagai pola relasi kekuasaan yang 

tercermin dalam politik kesejahteraan memang difungsikan untuk me-

ngelola berbagai sumber daya yang diperlukan untuk mencapai taraf 

hidup yang lebih baik dan sejahtera. 

 

 

Metode 
 

Metode yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan studi pe-

nelusuran pustaka yang menganalisis serta mengkomunikasikan bebe-

rapa sumber pustaka yang bertemakan demokrasi, kesejahteraan, dan 

pengelolaan sumber daya. 
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Hasil dan Pembahasan 
 

Mekanisme Pengelolaan Sumber Daya 

Politik kesejahteraan adalah alat kekuasaan yang dapat menen-

tukan cara dan mekanisme apa dalam pengelolaan sumber daya. Dika-

takan sebagai politik kesejahteraan karena penentuan mekanisme apa 

yang akan digunakan sangat ditentukan oleh struktur kekuasaan, khu-

susnya menyangkut sistem pengambilan keputusan. Struktur kekua-

saan itulah yang menentukan bagaimana pengambilan keputusan da-

lam hal produksi, alokasi, dan distribusi sumber daya. Secara umum, 

mekanisme tersebut ada tiga: mekanisme hirarki, pertukaran, dan 

solidaritas sosial (Pasakarina, 2015). Pada mekanisme hirarki, kese-

jahteraan diwujudkan melalui peran dominan negara dan birokrasi 

yang ada di dalamnya, yang bekerja atas dasar rantai komando dan 

struktur yang hirarkis. Peran negara yang dominan dalam pengelolaan 

sumber daya publik itu dijustifikasi dengan konsep tentang peme-

rataan, khususnya menciptakan kesejahteraan secara lebih merata. 

Bagi paham ini, pemerataan kesejahteraan hanya bisa diwujudkan jika 

negara, lewat program pembangunannya yang sama untuk semua wi-

layah dalam negara tersebut, menjadi aktor utama dalam proses alo-

kasi dan distribusi sumber daya. 

Dalam praktiknya, utamanya setelah Perang Dunia II, pemba-

ngunan di berbagai negara di dunia didominasi mekanisme pengelola-

an sumber daya secara hirarkis. Untuk mendorong pertumbuhan eko-

nomi pascaperang, negara mesti melakukan intervensi dikarenakan 

mekanisme pasar tidak bisa bekerja dengan baik. Investasi dalam 

industri dan infrastruktur yang menyerap banyak tenaga kerja dibiayai 

dari anggaran publik dalam rangka mewujudkan kondisi full employ-

ment, meningkatkan pendapatan per kapita, menumbuhkan daya beli, 

tabungan, investasi, dan akhirnya menimbulkan efek domino berupa 

peningkatan kesejahteraan (Pasakarina, 2015). Sederhananya, visi, 



PROSIDING KONFERENSI TAHUNAN TENTANG KEADILAN SOSIAL 2019 

77 

 

misi, dan program pembangunan yang berlaku sama untuk seluruh 

wilayah sebagai perwujudan dari arah pembangunan ditentukan oleh 

negara dan birokrasinya. Negara dan birokrasi itu sebagai penyeleng-

gara urusan pemerintahan yang memang memiliki peran dominan. 

Mekanisme pembangunan dalam konteks pengelolaan sumber daya 

yang serba terkontrol seperti ini memungkinkan terciptanya kesejahte-

raan secara lebih efektif dan efisien. 

Kendati begitu, dalam konteks demokratisasi dan desentralisasi, 

dimana relasi kekuasaan kian tak terpusat, kapasitas negara dengan 

sendirinya menurun. Negara tidak lagi mengelola sistem pembangun-

an yang sentralistis. Birokrasi pemerintah yang hirarkis dan kaku me-

nyebabkan negara bergerak lamban untuk merespon segera perubah-

an-perubahan yang berlangsung cepat. Sehingga, negara acap kali ga-

gal menyediakan pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan standar 

kualitas yang layak dan bermutu. 

Pada akhir tahun 1970-an di Afrika, Eropa Timur, dan Amerika 

Latin menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tidak signifikan. Hal 

tersebut ditengarai sebagai awal mula kegagalan model pembangunan 

berbasis pada negara. Intervensi negara dalam perekonomian melalui 

berbagai perusahaan negara berdampak pada inefisiensi anggaran pu-

blik dan kegagalan untuk mencapai hasil pembangunan secara berke-

lanjutan. Kegagalan itu disebabkan oleh penyimpangan dalam penge-

lolaan sumber daya. Institusi negara digunakan berbagai kelompok ke-

pentingan untuk memelihara kepentingannya sendiri melalui mekanis-

me rent seeking. Pula, politikus dan birokrasi kerap memanfaatkan in-

tervensi negara dalam ekonomi untuk membangun basis dukungan po-

litik dengan cara memanipulasi pasar. Di sisi lain, kebijakan-kebijak-

an proteksionis yang diterapkan negara sering kali tidak diimbangi de-

ngan peningkatan kuantitas dan kualitas produksi dalam negeri, se-

hingga mengarah pada kelangkaan sumber daya. 

Kegagalan negara dalam mengelola sumber daya disebabkan o-

leh kelemahan dalam kapasitas institusional. Kelemahan itu umumnya 
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diderita oleh negara-negara yang menerapkan strategi industrialisasi 

berporos negara. Caroline Pasakarina (2015) mengungkapkan bahwa 

negara-negara tersebut mengalami kesulitan fiskal dalam membiayai 

pembangunan, keterbatasan kapasitas untuk mengelola investasi yang 

masuk, mengawasi kinerja dan kepatuhan pengelola perusahaan, serta 

keterbatasan untuk memperoleh, mengolah, dan menggunakan infor-

masi yang diperlukan guna meningkatkan kapasitas fiskal tersebut. 

Untuk meminimalisasi kegagalan tersebut, diperlukan institusi biro-

krasi profesional sebagai institusi yang memiliki kewenangan koordi-

nasi terpusat di bidang ekonomi dan industri. 

Ketika sistem hirarki tak berjalan efektif, ada mekanisme kedua 

sebagai alternatif skema pembangunan: mekanisme pertukaran dalam 

ruang pasar. Harga yang disepakati bersama, yang digunakan untuk 

mempertukarkan barang dan jasa, menjadi dasar interaksi di antara 

para aktor rasional yang terlibat. Negara hanya menjadi salah satu 

aktor dalam mekanisme pasar untuk bersama-sama mengelola sumber 

daya. Interaksi di antara para aktor yang rasional itulah yang mengatur 

terwujudnya kesejahteraan dengan sendirinya. Hal tersebut didasarkan 

pada asumsi laissez faire, laissez passer yang diungkapkan Adam 

Smith: “ketika setiap individu mengejar keuntungan pribadi, maka a-

kan berakibat pada masyarakat yang juga mendapatkan keuntungan”. 

Berbeda dengan mekanisme hirarki dimana relasi kekuasaannya dido-

minasi oleh negara dan birokrasi, sistem pertukaran dalam mekanisme 

pasar justru ditentukan oleh hukum permintaan (demand) dan pena-

waran (supply). Oleh karenanya, sistem pertukaran ini dijustifikasi o-

leh ideologi liberalisme dan kapitalisme, khususnya dalam mencipta-

kan kesejahteraan melalui akumulasi kapital secara masif melalui in-

dustrialisasi berbasis pasar. Bagi paham ini, pemerataan kesejahteraan 

akan terwujud secara alamiah lewat apa yang disebut trickle-down 

effect. Investasi yang ditanamkan dalam sektor industri akan mening-

katkan produktivitas, sehingga diharapkan mampu menyerap lebih ba-

nyak tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja tersebut akan berdampak 
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pada peningkatan penghasilan per kapita dan peningkatan daya beli 

masyarakat, sehingga terjadi peningkatan taraf hidup masyarakat kare-

na mampu memenuhi semua kebutuhan hidup. 

Dalam mekanisme pasar, pihak yang memiliki kelebihan dapat 

menjual dan pihak lain yang memerlukan dapat membeli. Pertukaran 

barang dan jasa publik akan terjadi secara alamiah. Keteraturan pertu-

karan tersebut dijamin melalui bekerjanya, apa yang diasumsikan 

Adam Smith sebagai invisible hand. Sehingga mekanisme pasar, de-

ngan tanpa atau meminimalisasi peran negara, dapat berperan sebagai 

mekanisme pengelolaan sumber daya yang jauh lebih efisien. Sistem 

pertukaran dalam mekanisme pasar memiliki pola relasi kekuasaan, 

seperti juga sistem hirarki. Jika relasi kekuasaan dalam sistem hirarki 

didominasi oleh negara dan birokrasi, maka relasi kekuasaan dalam 

mekanisme pasar ditentukan oleh hukum permintaan (demand) dan 

penawaran (supply). Negara hanya menjadi salah satu aktor dalam 

mekanisme pasar, karena banyak aktor lain yang memiliki akses sama 

besar, bahkan lebih besar dibanding negara, terhadap pengelolaan 

sumber daya. Interaksi antaraktor itulah yang mengatur bekerjanya 

mekanisme penciptaan kesejahteraan. Relasi kekuasaan dalam meka-

nisme pasar bersifat transaksional, bukan hirarkis, karena diasumsikan 

setiap aktor memiliki posisi yang setara dalam hubungan tersebut. 

Masing-masing pihak memiliki rasionalitas dan kebebasan dalam ber-

pikir dan bertindak, sehingga intervensi negara tidak terlalu diperlu-

kan dalam menjamin bekerjanya relasi transaksional tersebut. 

Relasi transaksional dalam mekanisme pasar, selain dilandasi ra-

sionalitas, akan menghasilkan akumulasi kapital secara optimal bila 

diimbangi dengan keunggulan komparatif. Hal tersebut dapat dibentuk 

melalui spesialisasi dalam pembagian kerja atau melalui keunggulan 

komparatif berbasis karakteristik geografi suatu negara. Dengan ke-

unggulan komparatif, mekanisme pertukaran dapat berlangsung lebih 

seimbang karena kedua belah pihak saling diuntungkan. 
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Kendati begitu, mekanisme pertukaran juga memiliki kelemahan, 

yakni ketika ada suatu kondisi yang memungkinkan untuk tidak terpe-

nuhinya syarat bagi bekerjanya pertukaran secara adil. Kondisi yang 

dimaksud antara lain: terjadinya eksternalitas negatif, ketersediaan in-

formasi secara asimetris, monopoli dalam penguasaan sumber-sumber 

daya, dan berbagai pembatasan yang menyebabkan inefisiensi (Pasa-

karina, 2015).  

Selain dua mekanisme yang telah dipaparkan sebelumnya, penge-

lolaan sumber daya juga dapat dilakukan melalui mekanisme solidari-

tas sosial. Pada mekanisme ini, akumulasi, distribusi, dan redistribusi 

kesejahteraan didasarkan pada nilai-nilai solidaritas yang tumbuh da-

lam masyarakat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kolek-

tif. Mekanisme solidaritas berlaku bila negara dan pasar gagal meme-

nuhi kebutuhan publik, utamanya kesejahteraan. Karena basisnya ada-

lah kedekatan personal, maka prinsip kepercayaan (trust), sistem ke-

bersamaan (gathering system), jejaring kerja sama (networking), dan 

modal sosial (social capital) menjadi demikian penting untuk menjaga 

keteraturan dalam pengelolaan sumber daya oleh masyarakat. Prinsip-

prinsip seperti itu diharapkan bisa mengembalikan solidaritas sosial 

yang terkikis akibat dari persaingan bebas dalam mekanisme pertu-

karan dalam ruang pasar. Singkatnya, ketiga mekanisme pengelolaan 

sumber daya disajikan pada Tabel 1. 

Ketiga mekanisme pengelolaan sumber daya tersebut memiliki 

keunggulan dan kelemahan masing-masing. Tidak ada satu mekanis-

me yang dapat diterapkan dalam suatu periode waktu atau pada wi-

layah tertentu. Dewasa ini, memang tidak ada satu pun mekanisme 

yang benar-benar dominan, tidak seperti dekade 1950-an dan 1980-an 

dimana praktik pembangunannya didominasi salah satu mekanisme 

pengelolaan sumber daya. Ketiganya dilihat sebagai mekanisme yang 

saling melengkapi, semisal negara tetap diberi peran penting sebagai 

regulator yang menjamin bekerjanya mekanisme pertukaran dan soli-

daritas. Kendati pemikiran mainstream hari-hari ini lebih mengarah 
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pada gagasan pro-pasar, tetapi pada kenyataannya peran negara masih 

juga diperlukan. 

 

 

Tabel 1. Mekanisme Pengelolaan Sumber Daya 

 

              Mekanisme 
Pembanding 

Hirarki Pertukaran Solidaritas 

Basis Hubungan Struktur hirarki Kontrak Timbal-balik 

Medium Hubungan Otoritas formal Harga Kepercayaan  

Prakondisi 
Bekerjanya 
Mekanisme 

Sentralisasi 
kekuasaan 

Keterbukaan, 
informasi simetrik, 
rasionalitas 

Nilai-nilai tradisi 
dan kebiasaan 

Karakter Hubungan Subordinatif 
Kompetitif, 
transaksional 

Altruistik 

Tingkat 
Ketergantungan 

Tergantung Independen Saling tergantung 

Penjaminan 
Kepatuhan 

Kontrol birokrasi 
Konsensus berbasis 
sistem harga dan 
kontrak 

Kepatuhan pada 
adat, solidaritas 
sosial 

Penyelesaian 
Konflik 

Aturan dan 
perintah 

Tawar menawar 
(mekanisme pasar) 
dan pengadilan 

Musyawarah, 
negosiasi 

Penciptaan 
Kesejahteraan 

Redistribusi oleh 
negara 

Akumulasi kapital 
oleh individu-
individu untuk 
menghasilkan 
kemakmuran 
bersama 

Maksimalisasi 
kemanfaatan 
bersama dicapai 
melalui tindakan 
kolektif 

Sumber: Pasakarina, 2015 

 

 

Dalam konteks transisi demokrasi, tempat nilai-nilai baru belum 

betul-betul terlembagakan, bekerjanya otoritas negara dan pasar terse-

but acapkali mesti difasilitasi oleh mekanisme budaya lokal. Oleh 

sebabnya, dalam rangka penciptaan kesejahteraan, yang diperlukan 

sekarang adalah upaya mengelola ketiga mekanisme tersebut untuk se-

benar-benarnya menghasilkan kebijakan pembangunan yang dapat 

mengalokasi dan mendistribusikan sumber daya secara tepat. 
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Mekanisme Patron-Klien 

Mekanisme pengelolaan sumber daya (hirarki, pertukaran, dan 

solidaritas) harus diletakkan dalam konteks kekuasaan. Sederhananya: 

dengan adanya pengidentifikasian model pengelolaan kekuasaan di 

antara para aktor. Sebab, relasi kuasa yang terbangun di antara para 

aktor tersebut menentukan karakter dari sebuah politik kesejahteraan 

yang tidak berhenti hanya pada bagaimana kesejahteraan itu terwujud. 

Dalam konteks demokrasi elektoral, praktik kekuasaan dalam penge-

lolaan kesejahteraan mesti pula dipahami sebagai proses kekuasaan 

yang mengkarakterisasi interaksi para aktor tersebut. Jadi, bukan seka-

dar penentuan pemimpin politik sebagai arena, tetapi apa yang ada di 

belakang arena. Pengidentifikasian seperti itu memberi penjelasan ba-

gaimana mekanisme pengelolaan sumber daya berbasis hirarki, pertu-

karan, dan solidaritas lahir di negara-negara industri Eropa atau Ame-

rika, dan dengan pengidentifikasian itu juga menjelaskan bahwa di 

Asia dan Afrika, ada mekanisme pengelolaan sumber daya lain yang 

justru mendominasi, yaitu mekanisme patronase. 

Mekanisme patronase tersebut lebih sering diartikan sebagai se-

buah skema pengambilan keputusan publik tentang, misalnya, distri-

busi sumber daya oleh aktor-aktor non-negara. Maksudnya, bukan di-

putuskan secara penuh oleh institusi-institusi formal kenegaraan. Para 

aktor itu biasanya para politikus dan kroni-kroninya yang memegang 

peranan penting dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Politi-

kus dan kroninya itu mempunyai basis hubungan yang timbal-balik. 

Para politikus (patron) akan terus memelihara dukungan para kroni 

(klien)-nya dengan memberikan insentif, semisal memberikan jaba-

tan-jabatan penting dalam struktur formal kenegaraan. Mekanisme se-

perti ini akan bertahan sepanjang patron mau dan mampu memberikan 

insentif pada kliennya. Timbal-baliknya, klien memberikan loyalitas-

nya pada patron. Akibatnya bagi pengelolaan sumber daya ialah terja-

dinya penyimpangan peran pemerintah yang mengumpulkan dan men-

distribusikan sumber-sumber daya pada para pendukung atau kliennya 
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saja. Sehingga, penciptaan kesejahteraan yang merata sulit diwujud-

kan. 

Mekanisme patronase memang persis seperti mekanisme solida-

ritas. Kemiripan itu terlihat dari hubungan para aktornya yang perso-

nal, tetapi kedua mekanisme ini juga berbeda dari sisi karakter hubu-

ngannya. Maksudnya, mekanisme patronase hanya sebatas pada pe-

meliharaan keberlangsungan kekuasaan patron lewat pemenuhan ke-

butuhan klien, kendati di balik itu tidak ada pemberdayaan klien agar 

status sosial-ekonominya meningkat, sedang mekanisme solidaritas 

orientasinya pada motif-motif altruistik dimana di dalamnya terkan-

dung motif pemberdayaan sosial secara menyeluruh. 

Relasi kekuasaan dalam mekanisme patronase menjadi relevan 

untuk dibahas dalam konteks politik kesejahteraan. Karena dalam me-

kanisme patronase, produksi dan distribusi kekuasaan ditentukan juga 

oleh kedekatan personal dan emosional serta bersifat informal. Legiti-

masi kekuasaan patron ditentukan melalui penciptaan kesejahteraan 

klien lewat pengelolaan sumber daya yang tidak adil. Tujuannya, tentu 

dalam rangka memelihara ketergantungan dan kepatuhan klien. Ke-

berlangsungan mekanisme patronase seperti itu menunjukkan bahwa 

pengelolaan sumber daya memang bukan sekadar fenomena ekonomi, 

melainkan juga politik. Ada kepentingan kekuasaan yang menentukan 

proses akumulasi dan distribusi sumber daya. Sehingga, Pasakarina 

(2015) mengemukakan bahwa mekanisme patronase menghambat ter-

ciptanya kondisi ekonomi-politik yang memberikan ruang partisipasi 

politik yang lebih bermakna bagi publik untuk menentukan tatanan 

ekonomi-politik yang adil dalam ruang politik demokrasi. 
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Kesimpulan dan Rekomendasi 
 

Ketika mencari cara bagaimana demokrasi yang menyejahtera-

kan bisa terwujud, kritik terhadap demokrasi elektoral jadi tidak bisa 

dielakkan, dimana pengelolaan sumber dayanya berporos pasar. Mak-

sudnya, demokrasi elektoral yang mengedepankan keteraturan prose-

dur lebih berkesesuaian dengan karakter masyarakat industri maju 

yang mampu berpikir rasional dan bertindak otonom, seperti di nega-

ra-negara Eropa dan Amerika. Di situ, institusi-institusi politik diberi 

kewenangan masing-masing yang terpisah supaya ada check and 

balances di antara mereka, terutama dalam soal pengelolaan sumber 

daya publik untuk kesejahteraan bersama. Keteraturan prosedur itu 

menjadi sebuah sistem karena individu-individu yang berada di da-

lamnya mampu bertindak rasional dan menjunjung tinggi perbedaan 

di antara mereka. Masalahnya, karakter masyarakat seperti itu belum 

sepenuhnya terbentuk dalam struktur sosial masyarakat yang patrimo-

nialisme. Karakter budaya yang menjadi ciri khas masyarakat agraris 

atau masyarakat transisi pada tahap awal industrialisasi, seperti di 

negara-negara Afrika dan Asia. Efeknya, ketika demokrasi elektoral 

diterapkan, prosedur yang ajek dan teratur itu tidak bisa terwujud kare-

na cara kerja institusi-institusi politik dalam politik kesejahteraannya 

lebih ditentukan oleh kedekatan personal dan hubungan balas budi 

(mekanisme patronase). 

Instrumentasi demokrasi menjadi penting sebagai upaya untuk 

membangun dan mengembangkan institusi baru melalui pengelolaan 

relasi kekuasaan para aktor kekuasaan agar pengalokasian sumber da-

ya dapat lebih tersebar merata. Sebab, esensi instrumentasi demokrasi 

dalam kaitan dengan penciptaan kesejahteraan ialah menata ulang 

institusi dalam pengelolaan sumber-sumber daya. Sehingga, alokasi 

dan distribusinya dapat mengarah pada pemerataan kesejahteraan. Un-

tuk itu, karakter dari setiap mekanisme pengelolaan sumber daya men-
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jadi demikian penting untuk dimengerti. Dalam konteks demokrasi 

yang menyejahterakan, negara diminta untuk dapat mengelola urusan 

publik dengan menggunakan berbagai mekanisme yang tersedia, baik 

berbasis hirarki, pertukaran, maupun solidaritas sosial secara sinergis. 

Dalam suasana demokratisasi dan desentralisasi, dimana relasi 

kekuasaan menjadi kian luwes, salah satu cara yang dapat dilakukan 

dalam pengelolaan relasi kekuasaan tersebut adalah menggeser kon-

trol yang hirarkis menjadi regulasi responsif. Paskarina, Asiah, dan 

Madung (2015) mengemukakan bahwa responsivitas regulasi itu ber-

upaya mengelola sumber-sumber daya secara proporsional melalui 

mekanisme delegasi kewenangan kepada pihak lain di luar negara. 

Artinya, responsivitas regulasi adalah perpaduan antara mekanisme 

hirarki, pertukaran, dan solidaritas sosial dalam pengelolaan sumber 

daya. Perpaduan tersebut didasari oleh kesadaran bahwa ketiga meka-

nisme yang ada memiliki keterbatasan, terutama dalam konteks kutub-

kutub kekuasaan yang telah makin tersebar, sehingga tidak mungkin 

dikelola dengan cara pemisahan masing-masing mekanisme secara te-

gas. Sebab, negara tetap berperan penting membuat regulasi untuk 

menjamin keberlangsungan mekanisme pertukaran dan solidaritas. 

Dalam konteks transisi demokrasi, tempat nilai-nilai baru belum demi-

kian benar terlembagakan, bekerjanya negara dan pasar tersebut acap 

kali harus didorong oleh mekanisme budaya lokal dalam arti solidari-

tas sosial, bukan patronase. Oleh karenanya, yang diperlukan sekarang 

adalah pengelolaan ketiga mekanisme tersebut yang mengalokasikan 

dan mendistribusikan sumber daya dalam rangka penciptaan kesejah-

teraan seluas-luasnya.  
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Abstrak 
 

Pemerintah Provinsi NTT mencanangkan Program Revolusi Hi-

jau melalui Gerakan Menanam Kelor. Program ini disebarluaskan se-

cara masif, sporadis, dan simultan baik melalui media massa maupun 

bentuk media lainnya. Penelitian ini menggunakan metode analisis 

wacana teks, dan semiotik untuk mengeksplorasi ide-ide inovatif, 

makna di balik tanaman kelor dan efek yang timbul dari komunikasi 

pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kampanye revo-

lusi hijau menekankan tiga elemen inovasi di setiap saluran media ko-

munikasi. Dalam prosesnya, diseminasi ini memunculkan isu ketidak-

konsistenan dan komunikasi (mislink) antara konten dan target komu-

nikasi pengembangan. Akibatnya, kampanye Revolusi Hijau Gerakan 

Menanam Kelor tidak berjalan seiring dengan efek yang diharapkan. 

Semiotika kelor mengungkapkan makna kepemimpinan, yang mene-

kankan kesederhanaan, pragmatis, kelangsungan hidup, populisme, 

dan keberpihakan.  

Melalui penelitian ini, perlu didesain ulang program komunikasi 

pengembangan Revolusi Hijau Gerakan Menanam Kelor yang mene-

kankan pesan tentang produk yang dihasilkan, memantau dan menge-
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valuasi setiap umpan balik dan efek yang muncul di masyarakat, me-

nyoroti filosofi moringa atau makna populis dari tanaman kelor. 

 

Kata kunci: difusi inovasi, semiotika, Revolusi Hijau, Gerakan 

Menanam Kelor 
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Pendahuluan 
 

Pencanangan Gerakan Revolusi Hijau menjadi salah satu pro-

gram unggulan Pemerintah Provinsi NTT saat ini. Di bawah misi pem-

bangunan mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri, dan adil, pe-

ngembangan kelor ditempatkan ke dalam salah satu program prioritas 

Provinsi NTT 2018-2023. Gerakan Menanam Kelor dipandang seba-

gai salah satu problem solver masalah stunting, gizi, dan kemiskinan. 

Melalui paradigma revolusi hijau, “NTT Bangkit, NTT Sejahtera” 

diwujudkan.  

Kampanye paradigma pembangunan ini berlangsung secara mas-

sif. Pesannya disampaikan simultan dan sporadis agar sampai ke ma-

syarakat. Tujuan akhirnya adalah masyarakat NTT harus menjadikan 

kelor sebagai tanaman rakyat yang bernilai ekonomis, dan sebagai ta-

naman industri. Pemerintah Provinsi NTT dituntut kreatif, bekerja 

keras dan bergerak cepat dalam mengkampanyekan gerakan revolusi 

hijau. Kampanye Revolusi Hijau Gerakan Menanam Kelor di NTT 

dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi NTT melalui media mas-

sa, leaflet, brosur, dan website Dinas Pertanian Provinsi NTT (distan. 

nttprov.go.id). Fungsinya untuk menginformasikan kepada publik ten-

tang keunggulan tanaman kelor, manfaat kelor bagi kehidupan manu-

sia dan pengembangan kelor. Kampanye gerakan revolusi hijau dilak-

sanakan juga melalui kegiatan Festival Kelor yang dilaksanakan pada 

tanggal 24 November 2018 dengan tujuan sosialisasi, promosi pe-

ngembangan kelor dan produk olahan kelor (Victory News, 19 De-

sember 2018). 

Keberhasilan pengembangan kelor ditentukan dari desain dan pe-

laksanaan kampanye revolusi hijau. Dalam konteks komunikasi pem-

bangunan, efektifitas kampanye revolusi hijau turut memberi sum-

bangsih bagi keberhasilan diseminasi pesan-pesan pembangunan ten-

tang khasiat, kualitas kelor dan pengembangannya di tengah masya-
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rakat. Komunikasi pembangunan menekankan pada serangkaian usa-

ha atau ikhtiar menyampaikan berbagai program pembangunan, ide-

ide atau gagasan pembangunan, dan inovasi kepada masyarakat supa-

ya masyarakat terlibat langsung dalam pembangunan dan memperoleh 

manfaat dari kegiatan tersebut (Suharman, 2017).   

Kampanye Revolusi Hijau Gerakan Menanam Kelor telah berja-

lan selama satu tahun dua bulan. Gencarnya kampanye ini menyasar 

masyarakat (petani) untuk mengembangkan tanaman kelor dalam 

rangka peningkatan kesejahteraan. Hasil penelusuran di lapangan me-

ngungkapkan beberapa problem yang diidentifikasi ke dalam problem 

empiris, problem teoritis dan normatif berkaitan dengan pelaksanaan 

komunikasi pembangunan Revolusi Hijau Gerakan Menanam Kelor. 

Melalui studi dokumen, problem normatif terungkap dalam desain 

komunikasi pembangunan yang belum komprehensif. Selain itu, pro-

blem empiris terdapat pada efek yang timbul dengan adanya kampa-

nye ini belum mengubah mindset, sikap dan praktik masyarakat untuk 

mengembangkan kelor secara massif.  

Efek kampanye ini sebatas pada pengembangan kelor dalam 

berbagai produk olahan dan hanya dirasa oleh pelaku-pelaku UMKM. 

Target-target yang ditetapkan, seperti: 4 ton kelor kering yang dihasil-

kan setiap tahun belum tercapai, jumlah anakan kelor yang berjumlah 

60.000 oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga belum terca-

pai. Berita Victory News (9/10/2019) yang berjudul “NTT Belum Bisa 

Ekspor Kelor”, menampilkan pemberitaan tentang belum diekspornya 

kelor kering. Oleh pihak pemilik PT. Moringa Organik Indonesia di-

sampaikan tentang belum didesain roadmap dengan tahapan-tahapan 

yang jelas menuju “provinsi kelor”. Berita mengungkapkan juga ke-

luhan dari petani kelor mengenai belum direalisasinya bantuan mesin 

pengering kelor dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi 

NTT. Ini menunjukkan adanya mislink komunikasi pembangunan, di 

mana gerakan revolusi hijau belum sejalan dengan ajakan mengkon-

sumsi kelor dan mengembangkan tanaman kelor. Problem teoritis 
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yang terdapat dalam kampanye Revolusi Hijau Gerakan Menanam 

Kelor adalah minimnya pesan mengenai filosofi kelor dalam setiap 

publikasi dan desain pesan di berbagai media. 

Potret ketiga problem yang diuraikan ini mendapat flashlight da-

lam tulisan ini dengan mengacu pada rumusan pertanyaan, yakni: 

bagaimana desain komunikasi pembangunan dalam mengkampanye-

kan Gerakan Menanam Kelor? Bagaimana action Revolusi Hijau Ge-

rakan Menanam Kelor di Provinsi NTT setelah dikomunikasikan seca-

ra massif? Bagaimana kelanjutan komunikasi pembangunannya dalam 

mengkampanyekan gerakan revolusi hijau? Tulisan ini coba menelaah 

massifnya kampanye revolusi hijau dari perspektif difusi inovasi, pe-

rencanaan, dan eksekusi komunikasi pembangunan dalam menyukses-

kan gerakan revolusi hijau. Sebagai ending dari tulisan ini, pendekat-

an semiotika coba mengungkapkan makna populis dan kearifan lokal 

di balik tanaman kelor sebagai tanaman rakyat NTT. Kajian ini akan 

mengungkap beberapa catatan kritis dalam perencanaan dan aksi kam-

panye revolusi hijau, sehingga dapat dijadikan pertimbangan lebih 

lanjut dalam desain komunikasi pembangunan di waktu-waktu men-

datang. 

 

 

Kerangka Teori 
 

Kerangka teori yang digunakan dalam kajian ini meletakkan teori 

komunikasi sebagai pisau analisis. Ada tiga teori komunikasi yang di-

pilih di antaranya: teori difusi inovasi, teori semiotika, dan teori tujuan 

komunikasi.  

 

Teori Difusi Inovasi 

Media massa dan komunikasi massa terlibat dalam proses dimana 

mereka berkontribusi pada kesadaran tentang ide baru atau produk 
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baru. Keputusan untuk mengadopsi sebuah inovasi sangat tergantung 

pada diskusi yang sudah mengevaluasi dan membuat keputusan ten-

tang apakah akan mengadopsi inovasi. Individu mengalami tingkat 

ketidakpastian yang tinggi tentang itu karena kebaruan dari inovasi. 

Dengan demikian, studi tentang perubahan sikap, pengurangan keti-

dakpastian, dan pengambilan keputusan turut dalam proses difusi se-

lanjutnya, terutama karena mereka mengalami dampak perubahan pe-

rilaku sejak difusi. Pada akhirnya, ada tahapan tentang mengadopsi 

perilaku baru (Littlejohn & Foss, 2009; West & Turner, 2010; Annur, 

2013). 

Tujuan dari teori difusi inovasi ini adalah diadopsinya suatu ino-

vasi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan tanaman kelor 

oleh anggota-anggota sistem sosial. Proses komunikasi dalam difusi 

inovasi bersifat konvergen di antara dua atau lebih individu yang sa-

ling bertukar informasi. Sifat komunikasi yang dua arah memung-

kinkan masing-masing partisipan menciptakan dan berbagi informasi 

agar tercapai kesamaan persepsi, pemahaman, atau pengertian. De-

ngan adanya kesamaan pengertian inilah diharapkan inovasi tersebut 

akan diadopsi. Semua inovasi belum tentu diakhiri dengan proses 

adopsi (Severin & Tankard, 2007; Littlejohn & Foss, 2009; Istiati, 

2016; Suharman, 2017). 

 

Teori Tujuan Komunikasi 

Tujuan adalah suatu keadaan yang diinginkan seorang individu 

untuk mencapai atau mempertahankan hal ihwal yang diupayakan ter-

sebut. Keinginan tersebut diwujudkan melalui interaksi, dan di dalam-

nya komunikasi dan koordinasi dengan yang lain diperlukan untuk 

pencapaian tujuan. Pencapaian suatu tujuan membutuhkan semacam 

aksi yang dirancang untuk pencapaiannya. Produk tujuan dan rencana 

adalah perilaku nyata yang dihasilkan dalam pelayanan tujuan dan 

sasaran menekankan pada upaya memengaruhi semua tingkat perilaku 
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mulai dari isi dan struktur pesan verbal serta perilaku non-verbal 

(Littlejohn & Foss, 2009). 

Pencapaian tujuan komunikasi bermulai dari rancangan memben-

tuk tujuan, pemilihan perilaku dan jaringan komunikasi yang sesuai 

dengan situasi komunikasi. Pembentukan tujuan komunikasi diprakar-

sai dengan produk kognitif dari setiap informasi yang diaktifkan, 

sehingga apa yang merupakan tujuan diasumsikan sebagai yang paling 

reflektif terhadap situasi informasi yang relevan dan sesuai. Komuni-

kasi sering dibingkai oleh tujuan instrumental seperti pemecahan ma-

salah atau mendapatkan kepatuhan dari yang lain, namun identitas 

atau masalah relasional sering menjadi lebih menonjol selama diskusi. 

Pencapaian suatu tujuan lebih mungkin jika tidak terjadi pertentangan 

dalam tingkatan tujuan. Dengan demikian, terjadinya suatu tujuan me-

ngarahkan sumber daya pemrosesan kognitif menuju pencapaian tu-

juan itu dan mendorong produksi perilaku terstruktur menuju realisasi 

tujuan itu, di tempat perilaku lain yang tidak berkaitan langsung de-

ngan tujuan yang paling penting (Littlejohn & Foss, 2009). 

 

Teori Semiotika 

Kebanyakan pemikiran semiotika melibatkan ide dasar triad of 

meaning yang menegaskan bahwa arti muncul dari hubungan di antara 

tiga hal; benda (yang dituju), manusia (penafsir), dan tanda. Charles 

S. Pierce mendefinisikan semiotika sebagai hubungan di antara tanda, 

benda dan arti. Semiotika selalu dibagi ke dalam tiga wilayah kajian, 

semantik, sintaktik dan pragmatik. Semantik berbicara tentang bagai-

mana tanda-tanda berhubungan dengan yang ditunjukkannya oleh tan-

da-tanda. Semiotika menggambarkan dua dunia: benda dan tanda. Wi-

layah kedua adalah sintaktik atau kajian hubungan di antara tanda-tan-

da. Tanda-tanda sebetulnya tidak pernah berdiri dengan sendirinya. 

Wilayah kajian ketiga adalah pragmatik, yang memperlihatkan bagai-

mana tanda-tanda membuat perbedaan dalam kehidupan manusia atau 

penggunaan praktis serta berbagai akibat dan pengaruh tanda pada 
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kehidupan sosial. kajian ini memiliki pengaruh yang paling penting 

dalam teori komunikasi karena tanda-tanda dan sistem tanda dilihat 

sebagai alat komunikasi manusia (Littlejohn & Foss, 2009; Sobur, 

2010). 

 

 

Metode Penelitian 
 

Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pe-

ngumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen (naskah-nas-

kah berita dan dokumen perencanaan). Data yang terkumpul dianalisis 

dengan menggunakan analisis wacana dan analisis semiotika. Analisis 

wacana memusatkan pada teks-teks berita, sedangkan analisis semio-

tika mengungkapkan makna di balik pemilihan tanaman kelor dan de-

sain poster atau baliho yang memuat pesan gerakan revolusi hijau.  

 

 

Hasil dan Pembahasan 
 

Hasil penelitian mengungkapkan beberapa pesan penting dalam 

diseminasi pesan pengembangan kelor melalui media massa, antara 

lain; kualitas kelor, faedah kelor, dan pengembangan kelor sebagai ta-

naman rakyat. Misalnya, berita Kompas (28/01/2015) yang berjudul 

“Kualitas terbaik di dunia, Daun Kelor asal Timor diburu Pembeli 

Mancanegara”. Poin penting dari berita ini adalah kelor NTT, khusus-

nya di Pulau Timor merupakan kelor terbaik kedua di dunia, setelah 

kelor yang tumbuh di Spanyol. Berita Pos Kupang, 3 Desember 2018, 

yang berjudul “Revolusi Hijau Kelor di NTT” menginformasikan 

kepada publik tentang komitmen pemerintah provinsi NTT dalam pe-

ngembangan tanaman kelor, manfaat pengembangan kelor bagi ma-
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syarakat NTT, strategi dan teknik pengembangan kelor (langkah-lang-

kah strategis) dan target yang ingin dicapai melalui pengembangan 

kelor. Berita ini memuat gagasan-gagasan penting dalam pengemba-

ngan kelor yang didesain oleh Dinas Pertanian Provinsi NTT. 

Lebih lanjut, dalam berita ini, ditekankan bahwa kelor dijadikan 

sebagai komoditi unggulan, pengembangan kelor dapat mengatasi ma-

salah stunting serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Strategi 

pengembangan kelor terdiri dari dua pola, yakni: pola inti dan pola 

plasma. Pola inti merupakan pengembangan kelor organik untuk ke-

butuhan industri. Langkahnya adalah proses identifikasi kelayakan 

lahan kelor yang melibatkan para investor, minimal satu pengusaha 

pada setiap kawasan seluas 40-50 ha dengan jarak tanam 1 m x 1 m 

untuk sistem monokultur/populasi tanaman 10.000 polibek/ha. Se-

dangkan, pola plasma merupakan pengembangan kelor yang dilaksa-

nakan oleh petani atau masyarakat dengan pendampingan perusahaan 

atau investor dan pemerintah, dengan sistem monokultur.  

Untuk peningkatan gizi masyarakat, dilakukan dengan pola ta-

nam lorong (alley corping) dengan jarak tanam 10 m x 10 m dengan 

populasi pohon 100 pohon/ha. Tanaman kelor dalam alur penguat te-

ras dan tanaman lainnya sebagai tanaman sela. Isi berita lainnya ten-

tang revolusi hijau kelor menginformasikan target pengembangan ta-

naman kelor adalah 40 ha pada tahun 2019. Dengan ditetapkannya tar-

get tersebut, telah dikondisikan lahan seluas 8 ha di Kabupaten Ku-

pang sebagai percontohan pengembangan perdana kelor tahun 2018.  

Teknis pengembangannya terbagi ke dalam dua pola, yakni: pola 

monokultur yang dibuktikan dengan pengembangan tanaman kelor 

seluas 5 ha di Desa Oeteta dan Desa Pita. Pola pengembangan alley 

cropping/tanaman lorong 3 ha di Desa Oefafi dan Desa Oeteta. Dalam 

percepatan memasyarakatkan kelor, Dinas Pertanian Provinsi NTT 

menyediakan 60 ribu anakan kelor. Pembibitan dilakukan secara gene-

ratif untuk penanaman biji. Kapasitas penyuluh pertanian berjumlah 

167 orang dan penyuluh THS-TB sebanyak 618 orang di 22 kabupa-
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ten/kota. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi: penyiapan lahan, 

penyediaan benih berkualitas, teknik pembibitan, penanaman biji, pe-

rawatan, penanggulangan hama penyakit, pemanenan, dan pasca pa-

nen. Dinas Pertanian mengalokasikan peralatan dan mesin pertanian 

sebanyak 5 unit untuk Kabupaten Kupang dan Kabupaten Malaka.  

Berita Pos Kupang (30/10/2018) berjudul “Awal Tahun 2019 Di-

nas Pertanian NTT Target Kirim 20 Ton Bubuk Kelor”, menginfor-

masikan bahwa untuk mendapatkan bubuk daun kelor, dibutuhkan la-

han 40-60 ha. Permintaan bubuk kelor cukup tinggi. Pengembangan 

kelor terbagi menjadi dua klaster, daun sebanyak 1000 ton dan biji. 

“Saya jamin, 1000 ton per tahun bisa terpenuhi. Pengembangan kelor 

tidak mengubah fungsi lahan, bisa memanfaatkan lahan tidur, semak 

belukar. Masih banyak lahan lain yang belum dimanfaatkan.” 

Berita Victory News (19/12/2018) yang berjudul NTT Keban-

jiran Pesanan Kelor menampilkan penegasan dari Wakil Gubernur 

NTT, Josef Nai Soi. Wagub menegaskan bahwa NTT Wajib kelor. 

“Mulai tahun 2019, kita mulai dengan ASN tingkat provinsi untuk 

digunakan sabun mandi dari kelor, minyak rambut dari kelor, dan 

serum untuk ibu-ibu juga dari kelor. Produk kelor sudah banyak 

sekali, kita harus mulai bangga menggunakan produk asli NTT. 

Pasalnya, nilai jual daun kelor kering Rp 5.000 - Rp 10.000 per kg. 

Karena itu, jumlah tanaman pohon kelor, harus terus ditingkatkan. 

Kalau saya pensiun, saya juga mau jadi petani kelor saja, karena 

pasarnya sangat terbuka luas saat ini”, jelasnya. Selain nilai eko-

nomis, lanjutnya, kelor juga sangat baik untuk mencegah stunting dan 

peningkatan gizi masyarakat. Kelor adalah pohon ajaib yang diberikan 

Tuhan untuk mengatasi masalah gizi dan stunting di NTT, karena NTT 

saat ini masih menjadi provinsi dengan angka stunting tertinggi. Me-

ngapa kelor yang kita pilih, karena secara internasional sudah diteliti 

dan sangat bergizi untuk mengatasi masalah stunting di NTT. “Jadi, 

kalau ada kelor di NTT, kenapa kita harus cari lagi obat atau sumber 



PROSIDING KONFERENSI TAHUNAN TENTANG KEADILAN SOSIAL 2019 

98 

 

gizi dari luar yang harganya tentu mahal dan kita tak mungkin mampu 

membelinya.” 

Berita Timor Ekspress (06/02/2019) dengan judul “Sebulan, NTT 

Kirim 4 Ton Kelor” menginformasikan bahwa sudah ada investor, ter-

masuk di dalamnya tokoh kelor, Ai Dudi Kisnandi, yang berinvestasi 

di NTT. Ada penandatanganan kerjasama dengan petani kelor, dan su-

dah ada pengusaha yang siap membeli dan memasarkannya di luar ne-

geri. Bahkan dalam pidato politik memeringati HUT Kemerdekaan RI 

ke-74 (17 Agustus 2019), Gubernur NTT Viktor B. Laiskodat mene-

gaskan lagi pentingnya pengembangan kelor dalam rangka pening-

katan kesehjateraan masyarakat NTT. Gubernur Viktor menyebut ma-

rungga atau kelor sebagai tanaman ajaib (Pos Kupang, 18/08/2019). 

Gencarnya Pemerintah Provinsi NTT dalam kampanye pemba-

ngunan ini, pengembangan kelor terlihat begitu massif di media lokal, 

seperti Victory News, Pos Kupang, dan Timor Ekspress. Bahkan, da-

lam surat kabar nasonal, harian Kompas juga mempublikasi kepada 

publik tentang khasiat tanaman kelor yang tumbuh di Pulau Timor. Ini 

berarti frekuensi publikasi tentang revolusi hijau cukup tinggi dengan 

diseminasi pesan yang beragam. Penyebaran informasi pengemba-

ngan tanaman kelor atau marungga menggarisbawahi urgensitas kelor 

sebagai salah satu tanaman berkhasiat, bernilai gizi tinggi, dan ber-

manfaat bagi kesejahteraan rakyat.  

 

Mengapa Kelor? Difusi Inovasi Komunikasi Pembangunan yang 

Massif dan Sporadis 

Kebijakan strategis pengembangan kelor merupakan skala prio-

ritas untuk meningkatkan pemanfaatan potensi kelor dalam rangka di-

versifikasi sumber pangan, pemenuhan gizi masyarakat, dan pening-

katan pendapatan asli daerah. Pemerintah Provinsi NTT mengapresia-

si dan menindaklanjuti gagasan revolusi hijau dengan menjadikan 

NTT sebagai provinsi kelor. Ada beberapa catatan penting dalam ga-

gasan revolusi hijau yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi NTT 
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dalam setiap publikasi di media. Pertama, kelor sebagai tanaman rak-

yat. Poin penting yang dikatakan di sini adalah tanaman kelor sudah 

dikenal oleh masyarakat NTT pada umumnya karena tanaman ini tum-

buh di hampir semua daerah di Provinsi NTT. Kedua, kelor dapat 

memberi kesejahteraan bagi masyarakat NTT. Tumbuhnya tanaman 

kelor di hampir semua daerah di NTT menjadi modal yang potensial 

dalam pengembangan tanaman kelor selanjutnya. Ketiga, banyaknya 

manfaat kelor bagi kehidupan manusia. Manfaat yang ditonjolkan da-

lam kampanye revolusi hijau adalah khasiat kelor dalam mengatasi 

stunting.  

Bingkai revolusi hijau dalam program pembangunan menonjol-

kan konten tentang khasiat tanaman kelor yang memiliki banyak fae-

dah menjadi informasi yang dikonsumsi publik NTT. Menurut pers-

pektif teori difusi inovasi, pesan-pesan pembangunan dalam kampa-

nye ini coba ditelaah untuk mengungkapkan unsur-unsur inovasi dan 

konsistensi kebaruan gagasan yang ditonjolkan pada beberapa berita, 

seperti: kualitas kelor, pemanfaatan, atau pengembangan kelor. Unsur 

inovasi pertama yang dikemas dalam agenda media lokal ternyata me-

ngulas manfaat dan khasiat tanaman ini. Mengapa kelor atau mengapa 

hanya kelor? Pesan apa yang melegitimasi gagasan revolusi hijau 

dalam program pengembangan tanaman kelor? Soal khasiat kelor, pe-

san yang ditekankan adalah bahwa masyarakat pada umumnya belum 

mengetahui, dan menyadari betapa berkhasiatnya kelor bagi manusia, 

meskipun konsumsi kelor sudah terbiasa dengan kehidupan orang 

NTT pada umumnya. Pilihan terhadap tanaman kelor sebenarnya me-

nyadarkan masyarakat tentang ada banyak hal yang dekat dengan ke-

hidupan orang NTT, tapi belum disadari sepenuhnya potensi-potensi 

yang dimiliki tersebut.  

Pertanyaan kritis lainnya adalah menyoal kelor sebagai tanaman 

yang dikembangkan dari pada jenis-jenis tanaman lainnya. Apakah 

penentuan tanaman kelor merupakan sebuah rekayasa atau skenario 

politik ataukah berpijak dari kesadaran akan kondisi eksisting yang 
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dialami masyarakat NTT? Dalam difusi inovasi revolusi hijau, kampa-

nye pembangunan ini mengkonstruksi mindset masyarakat NTT 

tentang sebuah kebangkitan pembangunan. Mengapa yang dipilih ke-

lor, konten kampanye revolusi hijau menyoroti tanaman kelor lebih 

kepada perspektif kesehatan dan ekonomi, dan kurang menonjolkan 

komparasi dengan jenis tanaman lainnya. Pilihan kepada kelor sebe-

narnya menarasikan sebuah pilihan keberpihakan, kepedulian, ataukah 

sebatas pada sebuah komoditas semata, karena mengeksplorasi poten-

si NTT akan ditemukan begitu banyak potensi yang lebih baik dan 

ekonomis dari tanaman kelor sendiri. Mengapa hanya kelor yang di-

kampanye adalah sebuah pertanyaan kritis tentang kebijakan pemba-

ngunan yang diformulasi saat ini jika menelisik lebih jauh sumber da-

ya atau potensi daerah yang dimiliki. Kelor sebagai tanaman rakyat 

adalah sebuah potensi yang terdeteksi dan disadari belakangan ini ka-

rena adanya informasi atau pengetahuan yang diperoleh. Oleh karena 

itu, pengembangan yang terfokus pada kelor mencerminkan sebuah 

pilihan kebijakan pembangunan yang dekat dengan rakyat. Artinya, 

kehadiran pemerintah di tengah masyarakat dengan segala tujuan mu-

lia pembangunan dimulai dengan potensi-potensi yang dimiliki dan 

terbiasa dengan kehidupan masyarakat.  

Unsur inovasi kedua yang ditonjolkan dalam agenda media me-

nyoroti tentang pemanfaatan tanaman kelor selama ini oleh masya-

rakat. Tanaman kelor yang dekat dengan kehidupan masyarakat NTT 

pada umumnya dimanfaatkan sebagai makanan. Kadang-kadang, ke-

lor digunakan untuk menetralisir orang yang mengkonsumsi minuman 

beralkohol. Pemanfaatan kelor tersebut tentunya bermula dari penge-

tahuan lokal yang dimiliki tentang alam dan berkembang dengan se-

jarah hidup manusia. Kampanye revolusi hijau menampilkan juga pe-

san dari sisi ini, bahwa tanaman kelor sudah biasa dimanfaatkan oleh 

masyarakat NTT pada umumnya. Pemanfaatan ini merupakan praktik 

yang baik dan dapat menjadi model bagi yang lainnya.  
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Unsur inovasi ketiga yang disampaikan ke publik melalui agenda 

media lokal berkaitan dengan pengembangan tanaman kelor lebih lan-

jut. Gagasan ini begitu ditonjolkan dalam setiap kampanye revolusi 

hijau. Pengembangan tanaman kelor diinisiasi oleh Pemerintah Pro-

vinsi NTT melalui revolusi hijau dengan rumusan strategis pemba-

ngunan. Pengembangan kelor lebih lanjut diarahkan pada produk ke-

lor yang dihasilkan dalam berbagai bentuk. Inilah yang menjadi tujuan 

dari teori difusi inovasi, yakni diadopsinya inovasi pengembangan ta-

naman kelor oleh masyarakat NTT. Hasil analisis di atas menunjukkan 

bahwa proses komunikasi pembangunan dalam difusi inovasi yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi NTT masih bersifat linier an-

tara Pemerintah Provinsi NTT (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pa-

ngan Provinsi NTT) dengan masyarakat dalam pertukaran informasi. 

Karena sifatnya yang masih linier maka memungkinkan untuk khala-

yak mendapatkan informasi yang utuh dan komprehensif. Proses kam-

panye ini mencapai tujuan komunikasi pembangunan, yakni kesamaan 

persepsi, pemahaman, atau pengertian tentang pengembangan tana-

man kelor atau marungga.  

 

Breakdown Pengembangan Kelor dalam Perencanaan 

Pembangunan: Menganalisis Tujuan Komunikasi Pembangunan 

dan Alternatif Desain Komunikasi Pembangunan yang Strategis 

Pengembangan kelor menjadi salah satu program prioritas Pro-

vinsi NTT 2018-2023 yang dieksekusi oleh Dinas Pertanian dan Keta-

hanan Pangan Provinsi NTT. Gagasan pengembangan kelor terdapat 

juga dalam dokumen RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 yakni 

optimalisasi tanaman kelor (Moringa Oleifera) dengan pendekatan 2 

(dua) skenario, yaitu pertama dengan penyertaan modal kepada 

BUMD. Kedua, melalui tugas pembantuan kepada desa lewat penge-

lolaan hasil marungga dengan melibatkan Bumdes seluas 5.000 hektar 

dengan estimasi pendapatan dari profit sharing sebesar Rp 2,7 triliun. 

Namun, dalam merealisasikannya perlu dipersiapkan dan dialokasikan 
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pengeluaran pembiayaan untuk investasi tersebut. (Sumber: RPJMD 

NTT, 2018-2023). 

Oleh karena itu, gagasan inovatif Gubernur NTT ini dibreakdown 

lebih lanjut dalam perencanaan strategis Dinas Pertanian dan Kehutan-

an Provinsi NTT. Hasil penelitian terhadap desain komunikasi pemba-

ngunan dalam pengembangan kelor di provinsi NTT dikategorikan ke 

dalam dua atau tiga fokus pesan, yakni: strategi pengembangan kelor, 

teknik pengembangan kelor, dan pemanfaatan kelor. Tiga fokus pesan 

ini, secara khusus menjadikan kelor sebagai pesan utama, yang secara 

teknis disampaikan kepada petani dan para pelaku usaha. Pesan yang 

disampaikan kepada para petani mencakup bagaimana persiapan lahan 

dan menanam kelor. Sedangkan, pesan yang disampaikan kepada para 

pelaku usaha adalah bagaimana pengembangan kelor pascapanen da-

lam berbagai bentuk produk ikutan. 

Pencapaian tujuan komunikasi ini dimulai dengan desain komu-

nikasi pembangunan yang mengelaborasi pesan-pesan penting yang 

disebarkan. Studi terhadap desain komunikasi pembangunan meng-

ungkapkan beberapa temuan di antaranya; belum disediakannya ang-

garan yang proporsional dengan desain komunikasi pembangunan 

yang mengkampanyekan diferensiasi produk-produk yang dihasilkan 

kelor.  

Program pengembangan kelor yang dicanangkan di awal kepe-

mimpinan Gubernur Viktor B. Laiskodat dan Wakil Gubernur NTT 

Josef N. Soi, mulai menjadi familiar di kalangan masyarakat. Hal ini 

sejalan dengan meningkatnya kuantitas publikasi media seputar kelor. 

Alternatif penggunaan media lainnya pun dimanfaatkan untuk penye-

baran ide-ide di balik pengembangan kelor. Alhasil, efek terencana 

yang muncul searah dengan ekspektasi komunikasi pembangunan da-

lam pengembangan tanaman kelor. Dalam waktu yang relatif singkat, 

sebagian masyarakat sasaran program kelor menunjukkan perubahan 

sikap dalam Gerakan Menanam Kelor dan menghasilkan produk olah-

an kelor atau marungga.  
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Dari rancangan pembentukkan tujuan, pemilihan perilaku dan ja-

ringan komunikasi yang sesuai dengan situasi komunikasi, desain 

perencanaan komunikasi kampanye revolusi hijau memenuhi unsur-

unsur yang digariskan tersebut. Tujuan kampanye revolusi hijau di 

Provinsi NTT adalah memengaruhi dan menggerakkan masyarakat 

NTT untuk menanam dan mengembangkan tanaman kelor bermanfaat 

bagi kehidupan. Rumusan tujuan kampanye ini disesuaikan dengan 

pelaku komunikasi yang berperan langsung dalam pelaksanaan kam-

panye ini. Pemetaan pelaku komunikasi berkisar pada Pemerintah Pro-

vinsi NTT sebagai komunikator dan masyarakat NTT pada umumnya 

sebagai komunikan. Secara khusus, komunikan yang menjadi sasaran 

kampanye ini lebih ditujukan kepada para petani kelor yang sudah dan 

akan mengembangkan tanaman kelor, serta para pelaku usaha yang 

mengembangkan kelor menjadi produk-produk olahan lainnya. De-

ngan pemetaan pelaku komunikasi, Pemerintah Provinsi NTT mem-

bentuk jaringan komunikasi yang melibatkan semua unsur-unsur ko-

munikasi untuk membangun suatu proses komunikasi yang memun-

culkan berbagai situasi komunikasi demi pencapaian suatu tujuan ber-

sama. 

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa tujuan pelaksanaan komu-

nikasi yang dicapai dalam proses kampanye ini sudah mencapai tujuan 

utama, meskipun belum maksimal. Beberapa tujuan sekunder yang se-

dang dalam proses pencapaiannya, meliputi tujuan identitas, interaksi 

tujuan, sumber daya relasional, dan tujuan sumber daya pribadi diela-

borasi secara singkat. Tujuan identitas kampanye revolusi hijau sudah 

tampak sejak gerakan revolusi hijau dikampanyekan, yang ditunjuk-

kan dengan konsistensi pelaksanaan kampanye dan segala pesan yang 

disampaikan. Konsistensi tersebut ditunjukkan dengan rumusan-ru-

musan pengembangan program ini dalam setiap dokumen dan media 

kampanye yang digunakan. Selain itu, konsistensi tersebut ditunjuk-

kan dengan keyakinan dari Pemerintah Provinsi NTT dengan setiap 

pesan kampanye dan tujuan dari pelaksanaan kampanye tersebut.  
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Tujuan interaksi kampanye tampak dari keinginan Pemerintah 

Provinsi NTT mempertahankan citra positif untuk menyukseskan pro-

gram ini. Dalam perkembangannya, pelaksanaan program ini menga-

lami beberapa persoalan yang memengaruhi pencapaian tujuan, seper-

ti: target pengiriman bubuk kelor yang belum tercapai dan bantuan 

mesin pengering kelor yang belum terealisasi. Sebagai komunikator, 

Pemerintah Provinsi NTT (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

Provinsi NTT) mengatakan mengatakan persoalan tersebut secara ju-

jur, relevan dan sesuai tanpa menyalahkan pihak lain. Dalam proses 

komunikasi ini, upaya untuk mempertahankan hubungan tetap ditun-

jukkan. 

 

Menakar Efek Difusi Inovasi Kampanye Revolusi Hijau dalam 

Gerakan Menanam Kelor 

Portofolio difusi inovasi tentang pengembangan kelor atau ma-

rungga yang dikemas dalam setiap publikasi media lokal mendasarkan 

gagasan pada potret pembangunan NTT yang menyentuh banyak as-

pek pembangunan, tanpa menafikkan nilai-nilai kearifan lokal dan 

potensi kelor di NTT. Gagasan inovatif ini, di satu sisi memperlihat-

kan adanya kebaruan dari inovasi tentang pengembangan tanaman ke-

lor yang mengalami tingkat ketidakpastian di dalam penerimaan pu-

blik. Oleh karena itu, kajian terhadap difusi inovasi kampanye Revo-

lusi Hijau Gerakan Menanam Kelor di-follow up dengan studi tentang 

perubahan sikap, pengurangan ketidakpastian, dan pengambilan kepu-

tusan turut dalam proses difusi selanjutnya.  

Hasil penelitian terkait efek yang muncul di tengah masyarakat 

dengan adanya difusi inovasi revolusi hijau dalam Gerakan Menanam 

Kelor dikategorikan ke dalam dua aspek. Aspek pertama menyoroti 

efek langsung dan tidak langsung pelaksanaan kampanye gerakan re-

volusi hijau. Temuan di lapangan mengungkapkan bahwa ada masya-

rakat yang merasakan efek langsung dari pelaksanaan kampanye ini. 

Dengan kampanye gerakan revolusi hijau, masyarakat mengetahui 



PROSIDING KONFERENSI TAHUNAN TENTANG KEADILAN SOSIAL 2019 

105 

 

lebih banyak tentang manfaat tanaman kelor. Pemanfaatan tanaman 

kelor ini dikelola lebih intens dalam pengkonsumsian sehari-hari oleh 

masyarakat. Aspek kedua menyoroti efek tidak langsung. Temuan di 

lapangan mengungkapkan bahwa efek tidak langsung dalam pelaksa-

naan kampanye ini berkaitan dengan hasil ekonomi yang diperoleh 

melalui pengembangan tanaman kelor. Selain kedua efek tersebut, 

pelaksanaan kampanye ini tidak memberikan efek terhadap masyara-

kat. Temuan di lapangan mengungkapkan bahwa masyarakat yang 

mengetahui adanya program ini, tidak menindaklanjuti dengan aksi di 

lapangan karena perbedaan persepsi terhadap program ini. 

 

Semiotika Kelor dalam Kampanye Revolusi Hijau  

Pemilihan kelor sebagai komoditi unggulan tidak hanya dipahami 

sebagai salah satu komoditi semata tetapi lebih dari itu mengungkap-

kan makna di baliknya. Pengungkapan makna kelor akan mengung-

kapkan “spirit” politik dan pembangunan pada kepemimpinan saat ini. 

Wacana pengembangan kelor dipandang sebagai sebuah pilihan poli-

tik yang di dalamnya mengungkapkan ragam pesan di baliknya. Seba-

gai sebuah pilihan politik, kelor dikembangkan untuk bonnum commu-

ne masyarakat NTT.  

Hasil analisis semiotik mengungkapkan bahwa kelor merepresen-

tasikan beberapa makna di baliknya. Pertama, makna ideologi atau si-

kap. Makna pragmatisme tampak dari bagaimana pengolahan kelor 

untuk dikonsumsi. Praktik menjadikan kelor sebagai lauk-pauk (sa-

yur) melalui proses yang tidak bertele-tele, singkat, dan praktis. Ke-

dua, kelor itu sendiri mengungkapkan makna kesederhanaan, suatu 

sikap yang mencerminkan keadaan atau kondisi yang apa adanya tan-

pa sikap yang oportunis. Gerakan menanam dan mengkonsumsi kelor 

merupakan sebuah ajakan moral untuk mengembalikan praktik-prak-

tik hidup yang sederhana dan benar. 

Ketiga, tanaman kelor yang eksis dalam dua musim mengung-

kapkan makna survive. Makna survive mengungkapkan bagaimana 
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pembangunan NTT dalam spirit NTT bangkit, NTT sejahtera tetap 

mempertahankan kearifan lokal yang ada. Selain itu, makna survive 

menunjukkan juga bagaimana mentalitas dan etos kerja yang dimiliki 

oleh masyarakat dalam membangun NTT. Untuk membangun NTT 

yang lebih sejahtera, mentalitas masyarakat NTT harus kuat, kokoh 

dan survive. Oleh karena itu, etos kerja masyarakat NTT harus lebih 

giat, agresif, dan bekerja lebih keras lagi.  

Gagasan inovatif yang digali dari filosofi kelor adalah memba-

ngun NTT, diperlukan mindset atau ideologi pragmatis, cara bertindak 

yang cepat dan tepat sasar, tanpa menafikkan nilai-nilai atau keutama-

an moral dalam pembangunan, yakni berpihak kepada rakyat kecil. 

Pembangunan yang bergerak dari sesuatu atau potensi yang dimiliki 

masyarakat dimulai dengan menarasikan pesan insight akan hal ihwal 

yang berada di sekitar lingkungan. Ajakan menanam kelor mencer-

minkan sebuah ajakan membangun NTT dalam spirit dan paradigma 

pembangunan “pragmatis” yang menekankan pada nilai kesederhana-

an, survive, dan ketulusan. Selain itu, ajakan membangun NTT untuk 

lebih sejahtera tidak melupakan kultur atau nilai-nilai budaya setem-

pat. Pada akhirnya, ajakan membangun NTT menuju sejahtera dimulai 

dengan segala potensi yang dimiliki dan segala sesuatu yang dekat de-

ngan kehidupan masyarakat NTT.  

 

 

Penutup 
 

Kesimpulan 

Kampanye revolusi hijau menekankan pada tiga unsur inovasi da-

lam setiap saluran media komunikasi. Gagasan revolusi hijau diinisia-

si oleh pemerintah provinsi NTT dalam mengkampanyekan pengem-

bangan tanaman kelor lebih lanjut yang bernilai ekonomis dengan pe-

rencanaan komunikasi pembangunan yang tepat sasar. Gagasan ini 
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memunculkan persoalan komunikasi (mislink) antara konten dengan 

sasaran komunikasi pembangunan. Selain itu, gencarnya kampanye 

revolusi hijau belum berjalan beriringan dengan efek yang diharapkan. 

Semiotika kelor dalam pesan-pesan komunikasi pembangunan mere-

presentasikan berbagai makna di dalamnya, seperti: kesederhanaan, 

pragmatis, survive, populis, dan keberpihakan.  

 

Saran 

Pemerintah Provinsi NTT sebaiknya mendesain ulang kampanye 

Revolusi Hijau Gerakan Menanam Kelor yang menekankan pesan-pe-

san tentang produk-produk yang dihasilkan dari tanaman kelor. Peme-

rintah Provinsi NTT lebih memperhatikan, memonitoring, dan menge-

valuasi setiap feedback dari masyarakat terkait kampanye revolusi 

hijau gerakan menanam kelor. Pemerintah Provinsi NTT juga menon-

jolkan filosofi kelor dalam setiap kampanye Revolusi Hijau Gerakan 

Menanam Kelor yang mengungkapkan makna populis dari tanaman 

kelor. 
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Abstrak 
 

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi perkembangan pari-

wisata internasional di daerah kurang berkembang dan melihat hubu-

ngannya dengan pembangunan daerah di Delha, Rote. Kritik terhadap 

pariwisata internasional menjadi landasan teori dalam mengkaji dam-

pak positif dan negatif dari hadirnya pembangunan pariwisata di te-

ngah kehidupan masyarakat lokal. Penelitian ini adalah penelitian kua-

litatif dengan menganalisa hasil wawancara yang dilakukan kepada 16 

informan terdiri dari 6 informan kunci dan 10 informan pendukung. 

Informan kunci di antaranya adalah petani rumput laut dan wisatawan 

residensial. Petani rumput laut memiliki keistimewaan dalam peneliti-

an ini karena sebagai pengguna pantai yang livelihood-nya banyak 

bersinggungan langsung dengan pariwisata residensial. Selain itu, sua-

ra petani rumput laut mewakili kelompok marjinal yang suaranya ja-

rang didengar oleh pemangku kepentingan pariwisata dan para pem-

buat kebijakan. Sementara itu, komposisi informan yang terdiri dari 

informan lokal dan asing ditujukan untuk mendapatkan perspektif 

yang seimbang tentang hubungan keduanya. Penelitian dilakukan se-

lama 4 bulan dari Juli hingga Oktober 2017.  
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Temuan menunjukkan bahwa hadirnya pariwisata residensial di 

Delha dengan pembangunan vila-vila pribadi telah berkontribusi posi-

tif mentransformasi wilayah Delha melalui transfer knowledge, mem-

buka lapangan kerja, dan sumber pendapatan baru. Namun demikian, 

penelitian ini juga mempertimbangkan konsekuensi negatif dari per-

kembangan pariwisata residensial yang semakin ekspansif seperti ber-

kurangnya kepemilikan lahan oleh masyarakat lokal dan ancaman ter-

hadap mata pencaharian lokal. Hal ini membuktikan bahwa segala 

bentuk privatisasi dan penggunaan lahan secara masif justru akan me-

ngancam keberlanjutan masyarakat lokal di masa mendatang. Pemba-

ngunan semestinya membuka seluruh akses ekonomi bagi masyarakat 

luas tanpa ada diskriminasi, ini adalah dasar bagi demokrasi ekonomi 

yang melandasi pembangunan ekonomi secara inklusif dan adil bagi 

semua pihak. 

 

Kata kunci: pariwisata residensial, vila pribadi, Delha, Rote 
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Pendahuluan 
 

Sektor pariwisata kini menjadi primadona baru bagi pembangun-

an nasional, bahkan Pemerintah Indonesia memiliki optimisme untuk 

menjadikan pariwisata sebagai core economy negara yang mampu me-

ngundang berbagai investasi karena sumbangan devisa maupun pe-

nyerapan tenaga kerja dalam sektor ini sangat signifikan. Mengacu pa-

da fakta tersebut, perkembangan arus pariwisata internasional yang 

mendatangkan wisatawan dari negara maju ke negara berkembang, di-

manfaatkan sebagai strategi pembangunan ekonomi (Hampton & Je-

yacheya, 2015) untuk menarik investasi, termasuk investasi asing, di 

daerah-daerah yang masih tertinggal. 

Namun demikian, strategi tersebut banyak dikritik sebagai alat 

kapitalisme global yang cenderung mengeksploitasi masyarakat mis-

kin demi keuntungan industri pariwisata dan kebutuhan wisatawan 

asing semata (Hipsher, 2017). Hal ini membawa situasi dilematik. Di 

satu sisi investasi sangat dibutuhkan untuk membangun industri pa-

riwisata karena masyarakat dan pemerintah daerah dianggap belum 

cukup memiliki kapasitas dalam menghidupkan sektor ini, namun di 

sisi lain membawa investasi asing ke daerah yang masih “lemah” 

seperti kepulauan, pedesaan dan daerah terpencil, justru berpotensi 

menggerakkan kapitalisme yang cenderung eksploitatif.  

Sementara itu, salah satu dampak dari perkembangan pariwisata 

internasional yang banyak muncul akhir-akhir ini, khususnya di des-

tinasi pariwisata adalah perkembangan pariwisata residensial. Feno-

mena ini banyak berkembang di Eropa, Amerika Latin, Australia, dan 

akhir-akhir ini berkembang di Asia termasuk di Indonesia. Pariwisata 

residensial berbeda dengan aktivitas wisata lainnya karena wisatawan 

tidak hanya sekedar berlibur namun berinvestasi dengan membeli atau 

membangun properti di daerah tujuan wisata (Noorloos, 2013). Kon-

sep ini telah digunakan sejak tahun 1970-an untuk menjelaskan bentuk 
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transformasi pembangunan properti di kawasan wisata (Huete & Man-

tecon, 2011).  

Berdasarkan dari penelitian-penelitian yang berkembang terkait 

pariwisata residensial, hasil penelitian yang ditemui mengenai feno-

mena ini beragam. Pariwisata residensial banyak digambarkan sebagai 

“urbanization of space” di kawasan pariwisata seperti pantai, oleh ka-

rena itu perkembangan pariwisata residensial disebutkan lebih banyak 

menimbulkan permasalahan lingkungan dan sosial, seperti degradasi 

lingkungan (Barrantes-Reynolds, 2011) dan pembentukan daerah kan-

tong yang menciptakan segregasi sosial (Caldeira, 1996). Sementara 

itu, pariwisata residensial juga dikaitkan dengan problem “foreigni-

zation of space” (Zoomers 2010) yang menyebabkan tersingkirnya 

masyarakat lokal (Erb, 2015). Pariwisata residential juga disebutkan 

berimplikasi luas pada penggunaan lahan (Matsuoka & Kelly, 1988). 

Selain kritik, sebagian peneliti juga menemukan dampak positif 

dari kehadiran pariwisata residensial. Dalam penelitiannya, Janoscha 

(2009) menemukan bahwa kehadiran wisatawan residensial menjadi 

agen perubahan bagi wilayah yang kurang berkembang. Sebagai ma-

syarakat barat, pengetahuan dan kesadaran lingkungan wisatawan re-

sidensial berkontribusi dalam memajukan masyarakat lokal. Keberha-

silan pariwisata residensial banyak dikaji dan diukur dari hubungan 

sosial wisatawan residensial dengan masyarakat lokal (Noorloos, 

2013).  

Berdasarkan temuan-temuan yang digambarkan sebelumnya, ma-

ka perkembangan pariwisata internasional khususnya mengenai per-

kembangan pariwisata residensial sangat layak untuk dikaji lebih 

lanjut. Terlebih lagi, fokus kajian isu pariwisata residensial belum ba-

nyak dibahas dibanyak literatur pariwisata di Indonesia. Untuk mela-

kukan kajian tersebut, peneliti melakukan penelitian di Pulau Rote, 

Kabupaten Rote Ndao. Rote dipilih sebagai lokasi penelitian karena 

meskipun letaknya terujung selatan Indonesia dan berstatus sebagai 
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daerah tertinggal, Pulau Rote cukup menarik banyak wisatawan untuk 

berinvestasi.  

 

 

Metodologi 
 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode peneliti-

an etnografi. Etnografi digunakan dalam rangka mendapatkan pema-

haman mendalam mengenai pengalaman masyarakat dengan kehadir-

an wisatawan residensial. Penelitian ini dilakukan dengan mengana-

lisa hasil wawancara yang dilakukan kepada sebanyak 16 informan 

yang terbagi atas 6 informan kunci dan 10 informan pendukung. Enam 

informan kunci di antaranya adalah petani rumput laut dan wisatawan 

residensial. Petani rumput laut memiliki keistimewaan dalam peneli-

tian ini, karena petani rumput laut adalah pengguna pantai yang 

livelihood-nya bersinggungan langsung dengan para wisatawan resi-

densial. Komposisi informan terdiri dari informan lokal dan asing agar 

bisa memperoleh informasi yang utuh mengenai hubungan antara ke-

duanya dan perbedaan pandangan antara keduanya. Penelitian ini dila-

kukan selama 4 bulan dari Juli hingga Oktober 2017 dengan mengob-

servasi wilayah Delha yaitu Desa Nemberala, Sedeoen, Oenggaut, dan 

Boa. 

 

 

Hasil dan Pembahasan 
 

Delha adalah salah satu nusak atau suku di Rote. Nama ini juga 

dikenal sebagai identitas sebuah kawasan yang terdiri dari empat desa 

yaitu Sedeoen, Nemberala, Oenggaut, dan Boa. Daya tarik wisata om-

bak selancar yang dimiliki Delha telah mendatangkan banyak peselan-
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car untuk singgah. Karakteristik wisatawan yang datang adalah pese-

lancar dengan rentan usia 30-50 tahun dan memiliki length of stay cu-

kup lama, 1 minggu - 1 bulan, untuk berburu ombak. Dengan karakte-

ristik tersebut, maka banyak dari peselancar pada akhirnya memutus-

kan untuk berinvestasi dan mendirikan vila pribadi di Delha. Tren in-

vestasi vila pribadi kemudian lebih dominan berkembang daripada 

investasi hotel dan restoran, bahkan muncul istilah “Kampung Austra-

lia” dari penduduk setempat untuk menyebut keberadaan vila pribadi. 

Investasi lahan untuk pembangunan vila pribadi sebagian besar 

menerapkan sistem sewa 20 tahun dari masyarakat lokal. Meskipun 

begitu, banyak juga tanah yang terjual ke orang asing melalui jasa 

agen lokal. Maraknya investasi vila pribadi akhirnya memunculkan 

pelaku-pelaku yang bertindak sebagai agen real estate. Jual beli tanah 

semakin marak dan harga tanah kemudian semakin melambung tinggi.  

Bagi masyarakat Delha, transaksi sewa ataupun jual beli lahan di-

nilai sangat memberikan keuntungan karena dapat dimanfaatkan un-

tuk meningkatkan taraf hidup seperti memperoleh modal usaha, mere-

novasi rumah dan untuk biaya pendidikan anak. Pembangunan proper-

ti milik asing juga membuka peluang kerja seperti asisten rumah tang-

ga dan pekerja bangunan. Selain keuntungan ekonomi, wisatawan re-

sidensial juga memberikan transfer pengetahuan dan keterampilan ba-

ru bagi masyarakat lokal. Penyaluran bantuan sosial juga banyak terja-

di melalui interaksi baik yang terjalin di antara keduanya.  

Meskipun demikian, kehadiran pariwisata residensial juga ber-

dampak pada berkurangnya lahan pertanian rumput laut. Wisatawan 

residensial kurang menyukai aktivitas rumput laut karena dinilai me-

ngotori pemandangan pantai yang indah. Mereka menawarkan biaya 

kompensasi bagi petani rumput laut agar mau memindahkan aktivitas-

nya ke tempat lain. Proses negosiasi tersebut tak jarang menimbulkan 

konflik.  

Oleh karena itu, ekspansi pembangunan vila-vila pribadi yang se-

makin meluas perlu diwaspadai karena dapat mengancam keberlan-
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jutan masyarakat Delha ke depannya. Barrantes-Reynolds (2011) me-

ngingatkan bahwa investasi di sektor ini tidak akan menghasilkan per-

tumbuhan yang berkelanjutan jika hanya menghasilkan pekerjaan de-

ngan keterampilan rendah (seperti pembantu, tukang kebun, tenaga 

bangunan, pelayan saji, dll.) dan memiliki kecenderungan untuk me-

nguasai lokasi yang potensial. Sementara itu, munculnya istilah 

“Kampung Australia” menunjukkan terbentuknya enclave yang di-

khawatirkan dapat memunculkan potensi segregasi dan marginalisasi 

penduduk setempat (Caldeira, 1996). Khususnya ketika mengganggu 

kebebasan dan mengancam livelihood lokal seperti aktivitas pertanian 

rumput laut yang merupakan pekerjaan oleh sebagian banyak masya-

rakat Delha. Penggunaan lahan dan pembangunan secara berlebihan 

mengindikasikan bahwa pembangunan pariwisata tidak akan menga-

rah pada upaya keberlanjutan (Butler, 1991).  

Sementara itu, pemahaman bahwa “hanya yang punya tanah yang 

bisa terlibat dalam pariwisata” menunjukkan rendahnya pemahaman 

masyarakat dalam melihat peluang ekonomi dari pariwisata. Padahal 

pariwisata adalah sektor yang mampu membuka banyak peluang eko-

nomi, bahkan bagi kelompok lemah seperti perempuan dan anak muda 

melalui kewirausahaan dan usaha skala kecil (Ashley et al., 2001). 

Masyarakat perlu memiliki akses pada sumber daya pariwisata dan da-

lam menangkap setiap peluang ekonomi. Dengan terbukanya seluruh 

akses ekonomi bagi masyarakat luas tanpa ada diskriminasi, ini adalah 

dasar bagi demokrasi ekonomi yang melandasi pembangunan ekono-

mi yang inklusif dan adil bagi semua pihak.  

 

 

Kesimpulan dan Rekomendasi 
 

Penelitian kualitatif ini telah menunjukkan bahwa meskipun per-

kembangan pariwisata residensial memberikan pengaruh positif terha-
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dap transformasi daerah, namun penggunaan lahan dan pembangunan 

secara berlebihan mengindikasikan perkembangan pariwisata residen-

sial tidak akan mengarah pada upaya keberlanjutan. Untuk menganti-

sipasi potensi konflik dan permasalahan yang kemungkinan muncul di 

masa mendatang, maka penelitian ini merekomendasikan pentingnya 

penyusunan regulasi yang akomodatif sesuai dengan prinsip Sustaina-

ble Development dalam mengarahkan dan mengatur pembangunan pa-

riwisata yang berkeadilan sosial tanpa harus mengabaikan kepenting-

an masyarakat lokal. Investasi pariwisata residensial perlu diatur, di-

awasi, dan jika perlu harus dibatasi ketika pembangunan pariwisata te-

lah memenuhi daya dukung lingkungan dan sosial. Selain penguatan 

regulasi, community empowerment juga disarankan untuk meningkat-

kan kapasitas masyarakat lokal dalam mewujudkan pembangunan pa-

riwisata yang partisipatif dan inklusif di Kabupaten Rote Ndao. 
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Abstrak 
 

Data jumlah petani jagung di Desa Lamatuka, Kabupaten Lemba-

ta dan data dari Badan Pusat Statistik Lembata pada tahun 2016 ten-

tang garis kemiskinan dan masyarakat miskin sangat menarik untuk 

dikaji, karena menggambarkan kondisi yang saling bertentangan. Fak-

ta ini kemudian dapat menyebabkan dugaan tentang faktor-faktor yang 

paling dominan dan potensial yang memengaruhi rendahnya penda-

patan petani jagung, yang belum terungkap dan solusinya dicari. Hasil 

penelitian menyimpulkan bahwa faktor metode kerja adalah faktor 

yang paling dominan memengaruhi yaitu 30,98%, sebagian karena 

teknik pengelolaan lahan konvensional, pemilihan dan persiapan be-

nih yang buruk, pola tanam yang tidak sesuai dengan standar, budi-

daya dan pemeliharaan jagung tanpa memperhatikan fase pertum-

buhan dan pengembangan jagung, tidak ada metode pasti untuk me-

nentukan waktu panen, dan penanganan pascapanen yang tidak efek-

tif. Faktor material merupakan faktor potensial yang berpengaruh yai-

tu sebesar 30,85%, sebagian karena jenis benih yang digunakan hanya 

varietas jagung lokal, tidak adanya penggunaan pupuk dan insektisida, 
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dan proses budidaya dan penggunaan lahan tanam hanya dilakukan 

pada musim hujan. Faktor sumber daya manusia memiliki pengaruh 

22,5%, dengan rincian masalah termasuk; tingkat pengetahuan dan 

keterampilan petani tidak memadai tentang penanaman jagung, ba-

nyak petani tidak lagi produktif, dan minat sebagian besar generasi 

muda untuk menjadi petani jagung sangat rendah; faktor teknologi 

memiliki pengaruh 10,2%, dengan rincian masalah termasuk tidak 

adanya perlakuan teknologi atau mekanisasi dalam semua kegiatan 

budidaya jagung, karena pola pertanian konvensional; dan faktor ling-

kungan memiliki pengaruh 5,48%, dengan perincian masalah terma-

suk curah hujan dan suhu yang tidak terduga dan kebakaran hutan dan 

pertanian di setiap musim kemarau. 

 

Kata kunci: penghasilan petani jagung, fishbone analysis  
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Pendahuluan 
 

Data BPS Kabupaten Lembata tahun 2016, tentang garis kemis-

kinan dan penduduk miskin pada tahun 2016, serta data produksi sek-

tor pertanian tahun 2016 khususnya produksi jagung menjadi menarik 

untuk dikaji, karena menunjukkan dua fakta yang kontradiktif. Di satu 

sisi kecamatan ini, juga termasuk Desa Lamatuka merupakan peng-

hasil terbanyak komoditi jagung, tetapi di sisi lain jumlah penduduk-

nya masih berada pada garis kemiskinan dan terkategori penduduk 

miskin terbanyak di Kabupaten Lembata. Berikut data BPS Kabupaten 

Lembata untuk total produksi beberapa komoditi hasil pertanian, 

seperti pada Tabel 1 berikut ini. 

 

 
Tabel 1. Total Produksi Komoditi Pertanian di Kabupaten Lembata  

Tahun 2016 (Ton) 

 

No Kecamatan Jagung 
Padi 

Ladang 
Ubi 

Kayu 
Ubi 

Jalar 
Bawang 
Merah 

Cabai 

1 Nagawutung 2.938 2.637 7.245 80 1,60 4,00 

2 Wulandoni 2.003 1.560 4.276 96 - - 

3 Atadei 2.939 3.087 22.211 392 - - 

4 Ile Ape 2.774 3 6.389 12 4,00 - 

5 Ile Ape Timur 2.861 50 2.492 20 - - 

6 Lebatukan 3.459 1.433 4.459 32 - 5,40 

7 Nubatukan 2.102 990 649 96 60,00 0,05 

8 Omesuri 3.061 353 904 152 - 9,50 

9 Buyasuri 3.033 600 611 120 - - 

 
Kabupaten 
Lembata 

25.170 10.713 49.236 1.000 65,60 18,95 

Sumber: Data diolah 

 

 

Dari Tabel 1, jumlah produksi komoditi jagung menunjukkan 

perbedaan yang cukup signifikan antara Kecamatan Lebatukan de-

ngan kecamatan lainnya, yakni total produksi jagung yang secara ka-

bupaten mencapai 25.170 ton pada tahun 2016, ternyata Kecamatan 
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Lebatukan menjadi penghasil jagung terbanyak yakni mencapai 3.459 

ton, dibandingkan dengan 8 kecamatan yang lain. Berbeda dengan da-

ta garis kemiskinan dan penduduk miskin di Kabupaten Lembata pada 

tahun 2016, terlihat bahwa jumlah penduduk di bawah garis kemiskin-

an dan terkategori penduduk miskin di Kecamatan Lebatukan terba-

nyak, seperti pada Tabel 2 berikut ini. 

 

 
Tabel 2. Jumlah Penduduk, Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di 

Kabupaten Lembata Tahun 2016 (Ribu) 

 

No Nama Kecamatan Jumlah Penduduk GK dan PM 

1 Nagawutung 9.368 3.281 

2 Wulandoni 8.503 3.334 

3 Atadei 7.568 3.532 

4 Ile Ape 12.158 3.118 

5 Ile Ape Timur 5.119 3.508 

6 Lebatukan 8.899 3.583 

7 Nubatukan 45.485 2.257 

8 Omesuri 15.548 3.392 

9 Buyasuri 19.523 3.063 

 Kabupaten Lembata 132.171 29.068 
Sumber: BPS Kabupaten Lembata, 2016 

 

 

Dari Tabel 2 terlihat bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Le-

batukan yang berjumlah 8.899 jiwa, ternyata terdapat 3.583 jiwa yang 

berada pada garis kemiskinan dan terkategori penduduk miskin, dan 

merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di 

Kabupaten Lembata. Fakta ini kemudian dapat menimbulkan dugaan 

tentang faktor penyebab yang paling dominan dan faktor potensial 

yang ikut berpengaruh terhadap rendahnya pendapatan petani jagung, 

yang belum dapat diungkap dan dicarikan solusinya. 

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan sebelum-

nya, maka rumusan permasalahan penelitian ini antara lain bagaimana 
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mengidentifikasi seluruh permasalahan yang dihadapi petani jagung; 

bagaimana melakukan analisis faktor-faktor penyebabnya; dan bagai-

mana menentukan faktor paling dominan dan faktor potensial yang 

juga berpengaruh terhadap rendahnya pendapatan petani jagung. 

Tujuan khusus penelitian ini antara lain dapat mengidentifikasi 

seluruh permasalahan yang dihadapi para petani jagung; menganalisis 

faktor-faktor penyebab; dan menentukan faktor yang paling dominan 

dan faktor potensial yang juga berpengaruh terhadap rendahnya pen-

dapatan petani jagung. Sedangkan tujuan umum penelitian ini yaitu 

menghasilkan rekomendasi program dan kegiatan yang dapat membe-

rikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi petani jagung di 

Desa Lamatuka. 

 

 

Metode Penelitian 
 

Model penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, 

yaitu suatu model penelitian yang fokus menyelesaikan masalah yang 

ada pada masa sekarang, pada masa-masa yang aktual, data yang di-

kumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, dan kemudian dianalisis, 

sehingga model penelitian ini juga sering disebut dengan model pene-

litian analitik (Surakhmat, 1994). Metode penentuan lokasi penelitian 

dilakukan secara purposive, yaitu penentuan lokasi penelitian secara 

sengaja berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu (Surakh-

mat, 1994). 

Penelitian dilakukan pada bulan Mei sampai September 2018 di 

Desa Lamatuka, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata. Alasan 

pemilihan lokasi penelitian ini, selain karena Desa Lamatuka merupa-

kan salah satu desa pilot Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan 

Tinggi tahun 2017, tetapi lebih karena: pertama, hampir seluruh pen-

duduk Desa Lamatuka merupakan petani penghasil jagung terbanyak 
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di Kecamatan Lebatukan; dan kedua, petani penghasil jagung terba-

nyak ini di Kecamatan Lebatukan ini merupakan penduduk terkategori 

miskin sampai dengan saat penelitian ini dilakukan (BPS Kabupaten 

Lembata, 2016). 

Peneliti menetapkan beberapa sumber data sebagai berikut: 

 Data primer berupa informasi langsung yang diperoleh melalui 

household interview terhadap tiga puluh responden rumah tangga 

petani jagung, selain itu melalui key informance interview terha-

dap Kepala Desa, Ketua BPD, tokoh masyarakat, dan Petugas Pe-

nyuluh Pertanian Kecamatan Lebatukan. 

 Data sekunder yang diperoleh dari literatur atau referensi dan do-

kumentasi lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang di-

kaji dalam penelitian ini. 

 Populasi penelitian ini adalah petani jagung di Desa Lamatuka, 

dengan metode pemilihan sampel secara acak dan diperoleh tiga 

puluh sampel rumah tangga petani jagung.  

 

Adapun teknik pengumpulan data penelitian antara lain: 

 Observasi; mengadakan pengamatan langsung terhadap objek pe-

nelitian, sehingga didapat gambaran yang jelas mengenai objek 

yang akan diteliti. 

 Wawancara; teknik ini digunakan untuk memperoleh data primer 

melalui wawancara langsung dengan responden berdasarkan daf-

tar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.  

Teknik ini dilakukan dalam dua bentuk, yaitu pertama, interview 

responden rumah tangga (household interview) petani jagung un-

tuk mengidentifikasi seluruh permasalahan petani jagung; kedua, 

interview responden utama (key informance interview), terhadap 

Kepala Desa, Kepala BPD, tokoh masyarakat dan Petugas Pe-

nyuluh Pertanian, untuk menganalisis faktor-faktor penyebab dan 

menentukan faktor paling dominan dan faktor potensial yang ber-
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pengaruh terhadap rendahnya pendapatan petani jagung di Desa 

Lamatuka. 

 Pencatatan; dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu 

dengan mencatat data-data pendukung lainnya yang mempunyai 

keterkaitan dengan obyek penelitian. 

 

Teknik analisis data yang digunakan antara lain sebagai berikut: 

 Check Sheet; digunakan untuk mengidentifikasi seluruh penye-

bab permasalahan; 

 Fishbone Analysis; untuk menganalisis faktor-faktor apa saja 

yang berpengaruh; 

 Pareto Chart; digunakan untuk menentukan faktor mana yang 

paling dominan dan faktor potensial yang juga berpengaruh. 

Prosedur pengumpulan dan analisis data dapat digambarkan se-

bagai berikut: 
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Hasil dan Pembahasan 
 

Kecamatan Lebatukan dengan luas wilayah 241,91 km2, berada 

pada ketinggian ±100 meter dari permukaan laut, berjarak kurang 

lebih 18 meter dari ibukota Kabupaten Lembata, dan terdapat 17 desa. 

Salah satu desa yang ada di Kecamatan Lebatukan adalah Desa Lama-

tuka dengan jumlah penduduknya kurang lebih 502 jiwa dan 144 

kepala keluarga pada tahun 2016. Dari total penduduk tersebut hampir 

94% berprofesi sebagai petani. Komoditi utama yang dihasilkan di 

desa ini adalah jagung, kemudian diikuti ubi kayu dan padi ladang. 

Penelitian ini diarahkan untuk dapat mengidentifikasi seluruh pe-

nyebab permasalahan rendahnya pendapatan petani jagung, melaku-

kan analisis faktor-faktor penyebab, dan menentukan faktor paling 

dominan dan faktor potensial yang ikut berpengaruh terhadap rendah-

nya pendapatan petani jagung di Desa Lamatuka. 

 

Identifikasi Penyebab Permasalahan 

Pada tahapan identifikasi penyebab permasalahan, peneliti mela-

kukan pengamatan langsung dan mengadakan wawancara rumah 

tangga (household interview) sebanyak tigapuluh lima kepala keluarga 

yang merupakan petani jagung. Pertanyaan-pertanyaan penelitian dan 

hasil wawancara responden rumah tangga dilampirkan pada bagian 

lampiran laporan penelitian ini. Pertanyaan penelitian difokuskan pada 

permasalahan rendahnya pendapatan petani jagung di Desa Lamatuka 

yang dikategorikan sebagai penduduk miskin berdasarkan data BPS 

Kabupaten Lembata tahun 2016. 

 

Analisis Faktor-Faktor Penyebab 

Berdasarkan hasil identifikasi penyebab permasalahan penelitian, 

kemudian dilakukan analisis faktor-faktor penyebab rendahnya pen-

dapatan petani jagung di Desa Lamatuka. Beberapa faktor penyebab 
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tersebut diklasifikasikan berdasarkan fishbone analysis factors seperti 

pada Tabel 3 berikut ini: 

 

Tabel 3. Analisis Faktor Penyebab Permasalahan 

 

Faktor yang 
Diteliti 

Masalah yang Terjadi 

Man 

 Pengetahuan dan keterampilan petani jagung tentang 
budidaya jagung yang kurang memadai 

 Banyak petani yang usianya sudah tidak produktif 
 Minat sebagian besar generasi muda untuk menjadi 

petani jagung sangat rendah. 

Materials 

 Jenis bibit jagung yang digunakan sangat terbatas dan 
pada umumnya masih memilih varietas jagung lokal 

 Tidak adanya penggunaan pupuk dan insektisida 
selama proses budidaya dan pemeliharaan, 

 Lahan tanam hanya dimanfaatkan di musim hujan, 
yaitu rata-rata pada bulan oktober sampai bulan Maret 
(selama enam bulan). 

Methods 

 Teknik pengolahan lahan yang konvensional. Petani 
hanya mengenal teknik pengolahan lahan 
menggunakan terasering 

 Tidak dilakukan seleksi dan persiapan benih secara 
baik 

 Pola tanam yang tidak sesuai dengan standar baku, 
 Kegiatan budidaya dan pemeliharaan tanpa 

memperhatikan fase tumbuh dan berkembangnya 
tanaman jagung 

 Tidak adanya metode penentuan waktu panen yang 
pasti, sehingga banyak tanaman yang tidak produktif 

 Penanganan hasil jagung pasca panen yang tidak 
efektif, sehingga banyak yang rusak dan bertunas. 

Technology 
 Tidak adanya perlakuan teknologi mekanisasi dalam 

setiap tahapan kegiatan budidaya jagung 

Environment 
 Curah hujan dan suhu yang unpredictable 
 Kebakaran hutan dan lahan pertanian di setiap musim 

kemarau. 

Sumber: Hasil Penelitian 
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Dari Tabel 3 maka dapat dibuatkan fishbone chart sebagai berikut: 
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Berikut ini rincian permasalahan dari kelima faktor tersebut di 

atas. 

 

Man (manusia atau tenaga kerja) 

Pengetahuan dan keterampilan petani jagung tentang budidaya 

tanaman jagung yang kurang memadai. Hasil household interview me-

nunjukkan bahwa hampir sebagian besar petani jagung di Desa Lama-

tuka hanya berpendidikan Sekolah Dasar, dan belum dibekali dengan 

pelatihan keterampilan yang memadai tentang proses budidaya dan 

pemeliharaan tanaman jagung. 

Banyak petani yang usianya sudah tidak produktif lagi karena ra-

ta-rata usia petani jagung yang aktif sampai saat penelitian ini dilaku-

kan, berada di atas usia lima puluh tahun. 

Minat sebagian besar generasi muda untuk menjadi petani jagung 

sangat rendah. Hasil observasi dan wawancara pada responden rumah 

tangga, menunjukkan sebagian besar anggota keluarga petani jagung 

lebih memilih untuk merantau ke luar negeri ataupun mencari pekerja-

an lain di luar sektor ini. 

 

Materials (bahan baku) 

Jenis bibit jagung yang digunakan sangat terbatas dan pada 

umumnya masih memilih varietas jagung lokal. Para petani jagung di 

Desa Lamatuka belum mengenal adanya varietas Hibrida Bima 1 dan 

Srikandi Putih sebagai varietas unggul dalam budidaya tanaman ja-

gung. 

Tidak adanya penggunaan pupuk dan insektisida selama proses 

budidaya dan pemeliharaan. Pada umumnya para petani di Desa La-

matukan menggunakan gulma ketika melakukan penyiangan sebagai 

pengganti pupuk, dengan cara dibenamkan di sekitar batang tanaman 

jagung. Ketika terlihat tanda-tanda adanya hama penyakit yang me-

nyerang tanaman jagung, biasanya ditebas atau dibiarkan begitu saja 

tanpa ada tindakan pencegahan apapun yang dilakukan. 
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Lahan tanam hanya dimanfaatkan di musim penghujan, yaitu ra-

ta-rata pada bulan Oktober sampai bulan Maret (selama enam bulan), 

sedangkan pada musim kemarau (bulan April sampai bulan Septem-

ber) dibiarkan dan tidak dimanfaatkan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh 

faktor iklim yang sangat rendah curah hujannya dan tidak ada pilihan 

teknologi irigasi yang digunakan. 

 

Methods 

Teknik pengolahan lahan yang konvensional yaitu pada umum-

nya masih dilakukan dengan mencangkul lahan tanam. Petani hanya 

mengenal teknik pengolahan lahan menggunakan terasering yang da-

pat membantu penyerapan air hujan ke dalam tanah. 

Tidak dilakukan seleksi dan persiapan benih secara baik, karena 

pada umumnya bibit jagung yang akan ditanam kembali biasanya 

sengaja disisihkan dari hasil panen, dan biasanya berdasarkan asumsi 

pribadi dengan mengamati ciri fisik setiap bulir jagung. 

Pola tanam yang tidak sesuai dengan standar baku, misalnya jarak 

tanam yang ideal antara satu lubang tanam dengan lubang tanam yang 

lainnya. 

Kegiatan budidaya dan pemeliharaan tanpa memperhatikan fase 

tumbuh dan berkembangnya tanaman jagung. Hal ini terbukti dengan 

tidak adanya kegiatan pemeliharaan tanaman jagung selain hanya de-

ngan membersihkan setiap gulma atau tanaman parasit yang tumbuh 

di sekitar batang jagung. Misalnya, para petani tidak pernah melaku-

kan pemangkasan daun jagung yang tampak kuning mulai dari bawah 

tanah, ataupun kegiatan pemeliharaan lainnya secara tepat. 

Tidak adanya metode penentuan waktu panen yang pasti, sehing-

ga banyak tanaman yang tidak produktif. Waktu panen selalu berda-

sarkan hasil pengamatan dan asumsi pribadi masing-masing. Petani 

jagung di Desa Lamatuka tidak mengetahui secara pasti, ciri khusus 

yang menandakan jagung yang telah siap dipanen, misalnya menga-
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mati kelobot jagung yang sudah berwarna putih kecoklatan dan tidak 

meninggalkan bekas bila bijinya ditekan menggunakan kuku. 

Penanganan hasil jagung pasca panen tidak efektif, sehingga ba-

nyak yang rusak dan bertunas. Kebiasaan para petani jagung yaitu de-

ngan menyimpan begitu saja di lumbung, hal ini disebabkan karena 

hasil panen jagung pada periode sebelumnya secara umum diprori-

taskan untuk pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga sambil me-

nunggu periode tanam berikutnya. Jika terdapat kelebihan hasil panen, 

para petani baru akan berpikir untuk menjual sebagian hasil panennya 

kepada para pengepul. 

 

Technology (Teknologi) 

Tidak adanya perlakuan teknologi atau mekanisasi di dalam selu-

ruh kegiatan budidaya tanaman jagung, dikarenakan pola bercocok ta-

nam yang masih konvensional. 

 

Environment (Lingkungan) 

Curah hujan dan suhu yang unpredictable, tidak dapat diprediksi 

karena aspek geografis wilayah ini, dengan perubahan iklim yang di-

namis dan jumlah curah hujan yang sangat rendah. 

Kebakaran hutan dan lahan pertanian di setiap musim kemarau, 

yang kemudian berdampak pada terbentuknya pola bercocok tanam 

yang hanya dilakukan di saat musim hujan (antara bulan Oktober sam-

pai dengan bulan Maret), karena pada periode tersebut tidak pernah 

terjadi kebakaran. Asumsi tersebut dapat dibenarkan karena ketika di 

musim kemarau selalu terjadi kebakaran hutan dan lahan pertanian 

secara luas dan tanaman yang ditanam tentu akan ikut terbakar dan 

tidak memberikan hasil bagi para petani. 

 

Identifikasi Faktor Paling Dominan dan Faktor Potensial 

Tahapan identifikasi faktor paling dominan dan potensial pe-

ngaruhnya terhadap rendahnya pendapatan petani jagung di Desa La-



PROSIDING KONFERENSI TAHUNAN TENTANG KEADILAN SOSIAL 2019 

131 

 

matuka, dilakukan dengan wawancara responden utama (key infor-

mant interview) yang terdiri dari Kepala Desa, Kepala Badan Permu-

syawaratan, tokoh masyarakat Desa Lamatuka, dan Tenaga Penyuluh 

Pertanian Kecamatan Lebatukan. Berdasarkan hasil wawancara res-

ponden utama di atas, dapat dijelaskan menggunakan diagram garis 

pada Gambar 3 berikut ini: 

 

 

 

 
 

Gambar 3. Diagram Garis Rerata Hasil Identifikasi Faktor Paling  

Dominan dan Potensial Pengaruhnya 

 

 

Berdasarkan diagram garis di atas, maka dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

 

Faktor Man; memberikan pengaruh sebesar 22,50%, dengan rin-

cian permasalahan antara lain; tingkat pengetahuan dan keterampilan 

petani yang kurang memadai tentang budidaya jagung, banyak petani 

yang usianya sudah tidak produktif lagi, dan minat sebagian besar ge-

nerasi muda menjadi petani jagung sangat rendah. 

Faktor Materials; memberikan pengaruh sebesar 30,85%, dengan 

rincian permasalahan antara lain; jenis bibit yang digunakan hanya va-

rietas jagung lokal, tidak adanya penggunaan pupuk dan insektisida, 

22,50%

30,85% 30,98%

10,20%

5,48%

Man Materials Methods Technology Environment
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dan proses budidaya dan pemanfaatan lahan tanam hanya dilakukan di 

musim penghujan. 

Faktor Methods; memberikan pengaruh sebesar 30,98%, dengan 

rincian permasalahan antara lain; teknik pengolahan lahan yang kon-

vensional, tidak dilakukan seleksi dan persiapan benih secara baik, po-

la tanam yang tidak sesuai dengan standar baku, budidaya dan pemeli-

haraan jagung tanpa memperhatikan fase tumbuh dan berkembangnya 

tanaman jagung, tidak ada metode penentuan waktu panen yang pasti, 

dan penanganan pasca panen yang tidak efektif. 

Faktor Technology; memberikan pengaruh sebesar 10,20%, kare-

na tidak adanya perlakuan teknologi atau mekanisasi di dalam seluruh 

kegiatan budidaya tanaman jagung, dikarenakan pola bercocok tanam 

yang masih konvensional. 

Faktor Environment; memberikan pengaruh sebesar 5,48%, de-

ngan rincian permasalahan antara lain curah hujan dan suhu yang un-

predictable, dan kebakaran hutan dan lahan pertanian di setiap musim 

kemarau. 

 

Dari hasil identifikasi dapat dijelaskan bahwa faktor metode kerja 

(30,98%) merupakan faktor yang paling dominan. Hasil identifikasi 

juga menjelaskan bahwa faktor material kerja (30,85%) menjadi fak-

tor potensial yang ikut berpengaruh, karena memiliki perbedaan yang 

tidak signifikan di antara keduanya. Oleh karena itu dapat disimpulkan 

bahwa faktor metode kerja menjadi faktor yang paling dominan dan 

faktor material kerja menjadi faktor potensial yang ikut berpengaruh 

terhadap rendahnya pendapatan petani jagung di Desa Lamatuka, Ke-

camatan Lebatukan, Kabupaten Lembata. 
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Kesimpulan 
 

Dari hasil identifikasi faktor paling dominan dan faktor potensial 

yang ikut berpengaruh terhadap permasalahan para petani jagung, da-

pat disimpulkan bahwa faktor metode kerja menjadi faktor yang pa-

ling dominan dan faktor material kerja menjadi faktor potensial yang 

ikut berpengaruh terhadap rendahnya pendapatan petani jagung di De-

sa Lamatuka, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata. 

Faktor metode kerja merupakan faktor paling dominan berpenga-

ruh yaitu sebesar 30,98%, antara lain disebabkan oleh teknik pengo-

lahan lahan yang konvensional, tidak dilakukan seleksi dan persiapan 

benih secara baik, pola tanam yang tidak sesuai dengan standar baku, 

budidaya dan pemeliharaan jagung tanpa memperhatikan fase tumbuh 

kembang tanaman jagung, tidak ada metode penentuan waktu panen 

yang pasti, dan penanganan pascapanen yang tidak efektif. 

Faktor material kerja merupakan faktor potensial yang ikut berpe-

ngaruh yaitu sebesar 30,85%, antara lain disebabkan oleh jenis bibit 

yang digunakan hanya varietas jagung lokal, tidak adanya penggunaan 

pupuk dan insektisida, dan proses budidaya dan pemanfaatan lahan ta-

nam hanya dilakukan di musim penghujan. 

 

 

 

Daftar Pustaka 
 

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lembata. (2016). Kabupaten Lemba-

ta Dalam Angka. ISSN: 2541-5026. Lewoleba 

Fauziah, Naily. (2009). Skripsi. Aplikasi Fishbone Analysis Dalam 

Meningkatkan Kualitas Produksi Teh Pada PT. Rumpun Sari 

Kemuning. Surakarta 

Hirschman, Alberth. (2013). Strategi Pembangunan Ekonomi. Jakarta: 

Gramedia 



PROSIDING KONFERENSI TAHUNAN TENTANG KEADILAN SOSIAL 2019 

134 

 

Peraturan Bupati Lembata Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Lembata. Lewoleba: 

Sekretariat Daerah Kabupeten Lembata 

Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 16 Tahun 2011 tentang 

Keuangan Desa. Lewoleba: Sekretariat Daerah Kabupaten 

Lembata 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007. tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Departemen 

Dalam Negeri 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/ 

2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, 

Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Jakarta: Kementerian 

Keuangan 

Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

(PDTT) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang 

Pelaksana Pendamping Desa. Jakarta: Kementerian Pembangun-

an Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

(PDTT) Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. Jakarta: 

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Ten-

tang Desa. Jakarta: Sekretariat Negara 

Purba, H. (2008). Jurnal: Diagram Fishbone dari Ishikawa. www. 

hardipurba.com. Diakses pada tanggal 4 April 2017 

Rahardi, D. (2016). Fishbone Analysis. http://dickyrahardi.blogspot. 

com. Diakses tanggal 29 November 2016 

Soeharto, I. (1999). Manajemen Proyek (Dari Konseptual Sampai 

Operasional). Erlangga. Jakarta 

Umar, H. (2002). Strategic Management in Action. PT. Gramedia 

Pustaka Utama. Jakarta 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Sekreta-

riat Negara. 

Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dae-

rah. Jakarta: Sekretariat Negara. 

 

http://www.hardipurba.com/
http://www.hardipurba.com/
http://dickyrahardi.blockspot.com/
http://dickyrahardi.blockspot.com/


PROSIDING KONFERENSI TAHUNAN TENTANG KEADILAN SOSIAL 2019 

135 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPIK 5 
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Keputusan di Bidang Lingkungan 
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Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang 

 

 

 

Abstrak 
 

Pemantauan kualitas air di Kota Kupang telah menjadi agenda ru-

tin pemerintah daerah (Pemda) setempat. Kegiatan ini wajib dilakukan 

untuk memperoleh data kualitas air untuk manajemen lingkungan 

hidup (LH) yang adaptif di tengah pesatnya perkembangan kota dan 

era perubahan iklim. Namun data tersebut belum digunakan secara 

luas dalam berbagai pengambilan keputusan LH. Karena itu, tulisan 

ini bertujuan untuk mengevaluasi kontribusi data kualitas air di Kota 

Kupang terhadap pengambilan keputusan LH, dengan berfokus pada 

gambaran umum kualitas air di Kota Kupang serta peluang dan tan-

tangan dalam pemanfaatan data untuk manajemen dan kebijakan LH. 

Metode yang digunakan meliputi analisa statistik dan evaluasi 

terhadap skema kerja pemantauan kualitas air yang selama ini dilaku-

kan. Untuk analisa statistik, digunakan data kualitas air pada enam 

lokasi mata air (MA) yang dipantau pada musim hujan dan kemarau 

pada tahun 2012-2018. Perbedaan kualitas air antarmusim dan lokasi 

dianalisa dengan ANOVA Dua-Arah dan dilanjutkan dengan Uji Beda 
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Nyata Jujur pada tingkat kepercayaan 95%. Selanjutnya, skema kerja 

pemantauan kualitas air dievaluasi untuk melihat peluang dan ham-

batan dalam pemanfaatan data kualitas air. 

Hasil uji Anova menunjukkan, ada perbedaan yang signifikan pa-

da nilai tingkat keasaman (pH), Total Suspended Solid (TDS), salini-

tas antar-MA dan musim, sedangkan kelarutan oksigen (DO) dan daya 

hantar listrik air hanya berbeda signifikan antar-MA. Di sini, data kua-

litas air masih terfokus pada parameter-parameter kunci sehingga be-

lum mampu memberikan pemahaman komprehensif tentang pengaruh 

lokasi dan musim terhadap kualitas air. Hambatan terbesar adalah ske-

ma kerja organisasi pemerintah yang belum terintegrasi dengan baik 

dalam perumusan tujuan dan pemanfaatan data. Konsekuensinya, du-

kungan dana dan logistik masih belum optimal. Karena itu, perlu ada-

nya optimalisasi terhadap pemantauan saat ini melalui penambahan 

parameter kualitas air, frekuensi sampling, dan mengintegrasi peman-

tauan ini dengan program-program lintas sektoral Pemda.  

 

Kata kunci: pemantauan kualitas air, kualitas air, manajemen 

lingkungan, pengambilan keputusan lingkungan hidup, 

Kota Kupang 
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Pendahuluan  
 

Pemantauan kualitas air memainkan peranan penting dalam upa-

ya-upaya pengelolaan kualitas air yang dilakukan pemerintah. Keter-

sediaan data kualitas air akan membantu pemahaman tentang perubah-

an karakteristik air akibat adanya perubahan lingkungan karena inter-

vensi perubahan iklim atau aktivitas manusia (Ward, Loftis, & Mc-

Bride, 1986). Kedua isu ini perlu diantisipasi mengingat kapasitas 

sumber-sumber air di Indonesia bergantung pada intensitas air hujan, 

kondisi geologi, dan tingkat evaporasi (Suroso dkk., 2010).  

Terkait isu tersebut, Kota Kupang, ibukota Provinsi NTT, bisa 

menjadi salah satu wilayah yang paling rentan terhadap dampak terse-

but karena beriklim semi-arid dengan curah hujan rendah dan tingkat 

evapotranspirasi tinggi (Messakh, Sabar, Hadihardaja, & Chalik, 

2015; Wardiha & Putri, 2012). Apalagi secara hidrologi, akuifer di 

Kota Kupang memiliki nilai porositas dan permeabilitas yang tinggi 

yang memungkinkan penurunan debit air yang signifikan pada puncak 

musim kemarau (Wardiha & Putri, 2012). Tekanan tersebut semakin 

meningkat seiring pesatnya pertumbuhan populasi dan aktivitas per-

ekonomian di Kota Kupang yang mendorong eksploitasi sumber air 

secara berlebihan. Kualitas air pun berpotensi menurun akibat alih 

fungsi lahan dan pembuangan langsung limbah ke badan air karena 

buruknya sistem sanitasi (de Rozari, 2017). Karena itu, pemantauan 

kualitas air perlu dilakukan secara rutin demi ketersediaan informasi 

faktual tentang kondisi lingkungan. Behmel, Damour, Ludwig, dan 

Rodriguez (2016) menegaskan bahwa pemantauan ini merupakan sua-

tu proses yang kompleks dan memerlukan suatu sistem organisasi 

yang baik untuk menghasilkan data yang bermanfaat dalam manaje-

men lingkungan yang efektif dan adaptif terhadap perubahan ling-

kungan.  
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Meskipun pemantauan rutin kualitas air telah dilakukan Pemerin-

tah Kota (Pemkot) Kupang pada beberapa mata air di Kota Kupang, 

akses data dan informasi masih terbatas pada internal institusi ling-

kungan hidup (LH). Karena itu, kajian ini bertujuan mengevaluasi 

kontribusi data kualitas air di Kota Kupang pada pengambilan kepu-

tusan di bidang lingkungan hidup. Evaluasi terkonsentrasi pada: (1) 

bagaimana gambaran umum kualitas air di Kota Kupang, dan (2) apa 

saja peluang dan tantangan dalam pemanfaatan data untuk manajemen 

dan kebijakan lingkungan yang efektif. 

 

 

Metode 
 

Data yang digunakan merupakan data pemantauan kualitas air pa-

da enam mata air di Kota Kupang (Tabel 1) selama musim kemarau 

dan musim hujan tahun 2012-2018. Sampling dan analisa dilakukan 

oleh UPTD Laboratorium Lingkungan Kota Kupang dengan mengacu 

pada standar pengujian yang berlaku (Tabel 2).  

 

 
Tabel 1. Lokasi dan Titik Sampling Mata Air di Kota Kupang 

 

Nama Mata Air Kecamatan Kelurahan 
Titik Koordinat 

S E 

Mata Air Sagu Kota Raja Batuplat 100 12.083’ 1230 34.871’ 

Mata Air Labat Kota Raja Bakunase II 100 11.725’ 1230 36.699’ 

Mata Air Amnesi Kota Raja Bakunase II 100 11.691’ 1230 35.526’ 

Mata Air Oetona Kota Raja Bakunase II 100 11.281’ 1230 35.535’ 

Mata Air Oepura Maulafa Oepura 100 11.277’ 1230 36.399’ 

Mata Air Oeba Kota Lama Fatubesi 100 09.450’ 1230 35.395’ 
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Tabel 2. Acuan Metode Pemantauan Kualitas Air 
 

Kegiatan Metode Acuan 
Jenis 

Analisa 

Sampling 
Pengambilan 
Contoh Air 
Permukaan 

6989.57:2008 In situ 

Pengujian Parameter 

Suhu Termometer SNI 06-6989.23-2005 In situ 

pH Elektrokimia SNI 06-6989.11-2004 In situ 

Electrical Condutivity 
(EC) 

Elektrokimia SNI 06-6989.1-2004 In situ 

Salinitas Elektrokimia APHA 2520 A In situ 

Total Dissolved Solid 
(TDS) 

Elektrokimia - In situ 

Dissolved Oxygen  
(DO) 

Elektrokimia SNI 06-2425-1991 In situ 

Total Suspended Solid 
(TSS) 

Gravimeter SNI 06-6989.2-2009 Laboratorium 

Chemical Oxygen 
Demand (COD) 

Spektrofotometri 
(refluks tertutup) 

SNI 06-6989.2-2009 Laboratorium 

 

 

Data kualitas air dibandingkan dengan baku mutu air berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan 

Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air untuk kriteria air kelas 

satu, yaitu “air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku 

air minum atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang 

sama dengan kegunaan tersebut”.  

Untuk mengetahui apakah kualitas air berbeda signifikan antarlo-

kasi dan musim, nilai setiap parameter dianalisa secara statistik de-

ngan ANOVA Dua-Arah dan dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Jujur 

(BNJ) pada tingkat kepercayaan 95%. Selanjutnya, peluang dan ham-

batan-hambatan dalam pemanfaatan data akan dievaluasi dengan 

mempertimbangkan skema pemantauan yang telah dijalankan.  
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Hasil dan Pembahasan 
 

Kualitas Air di Kota Kupang 

Kualitas air pada keenam mata air (MA) di Kota Kupang sepan-

jang tahun 2012-2018 cukup bervariasi antar-MA dan musim (Tabel 

3). Nilai pH, TDS, dan TSS memenuhi baku mutu, sementara DO dan 

COD pada beberapa MA terpantau tidak memenuhi baku mutu pada 

beberapa periode pemantauan.  

 

 
Tabel 3. Nilai Rata-rata Beberapa Parameter Kualitas Air 

 

Parameter Musim 
Mata Air Baku 

Mutu Amnesi Labat Oetona Sagu Oepura Oeba 

Suhu (0C) 
Kemarau 28.3 28 27.7 28 28.3 29.3 

- 
Hujan 28.4 28.2 28.8 28.7 28.8 29.6 

pH 
Kemarau 7.22 6.95 6.96 7.09 6.99 6.79 

6 - 9 
Hujan 7.27 7.06 7.09 7.23 7.03 6.81 

EC 
(µS/cm) 

Kemarau 444.05 461.95 431.28 378.46 546.71 665.28 
- 

Hujan 467.45 478.82 468.36 392.57 513.95 689.19 

Salinitas 
(mg/L) 

Kemarau 290.2 299.93 286.23 246.27 356.07 432.38 
- 

Hujan 304.24 310.68 309.01 255.96 360.47 448.19 

TDS 
(mg/L) 

Kemarau 222.83 230.89 229.01 189.33 268.59 333.05 
1000 

Hujan 234.02 246.87 246.9 196.68 277.52 336.95 

DO  
(mg/L) 

Kemarau 6.14 6.37 5.09 6.33 6.25 4.12 
6 

Hujan 6.30 6.34 5.50 5.67 5.64 4.40 

TSS 
(mg/L) 

mean 1.7 1.1 1.63 1.8 1.3 1.55 
50 

median 2.6 4.61 1.5 1.2 2.29 2.45 

COD 
(mg/L) 

mean 5.99 4.34. 9.43 7.67 10.37 11.33 
10 

median 11.3 9.29 9.46 11.96 8.56 9.95 

 

 

Selanjutnya, uji ANOVA (Tabel 4) menunjukkan adanya perbe-

daan signifikan pada nilai pH, salinitas dan TDS antarlokasi mata air 

dan antarmusim, sedangkan nilai EC dan DO hanya berbeda signifikan 

antarlokasi mata air. Sementara itu, suhu air, TSS, dan COD tidak ber-

beda signifikan antarlokasi maupun musim. Kemudian, uji BNJ me-

nunjukkan pH dan DO pada MA Oeba jauh lebih rendah dibandingkan 
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kelima MA lainnya. EC, salinitas, dan TDS MA Oeba juga yang pa-

ling tinggi. Sementara di antara kelima MA lainnya, ketiga parameter 

tersebut jauh lebih tinggi di MA Oepura daripada MA lain di Keca-

matan Kota Raja (Oetona, Labat, dan Sagu). 

 

 
Tabel 4. Hasil ANOVA untuk Perbandingan Parameter Kualitas Air 

 

 
 

 

Kontribusi Data Kualitas Air 

Variasi nilai parameter-parameter kualitas air dapat mengindika-

sikan adanya pengaruh lokasi dan musim terhadap perubahan kualitas 

air. Suhu air biasanya merupakan pencerminan dari kondisi iklim, se-

hingga dipengaruhi suhu udara (Kumar, Solanki, & Kumar, 2013). 

Sayangnya, data kualitas air tidak menunjukkan adanya pengaruh ter-

sebut. Suhu air biasanya memengaruhi pelarutan logam-logam dalam 

air dan terhubung dengan tingkat keasaman dan alkalinitas air (pH).  

Input polusi melalui aliran air hujan dan pembuangan langsung 

limbah cair ke badan air, berpotensi meningkatkan jumlah zat terlarut 
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(TDS) dan tersuspensi (TSS) dalam air (Csuros, 2018; Şener, Şener, 

& Davraz, 2017). Zat terlarut ini biasanya berupa kation dan anion 

serta garam-garamnya, sehingga kenaikan nilai TDS biasanya akan 

diikuti kenaikan nilai salinitas dan kemampuan air dalam menghan-

tarkan listrik (EC). Namun, konsentrasi parameter-parameter tersebut 

bisa juga menurun di musim hujan karena pengenceran zat-zat terlarut 

oleh intensitas hujan yang tinggi.  

Sementara itu, lokasi mata air sangat berpengaruh signifikan pada 

peluang perubahan kualitas air oleh aktivitas manusia. MA Oeba ber-

ada di lokasi yang jauh lebih rendah daripada MA lainnya dan berada 

dekat pasar serta dikelilingi kawasan pemukiman, perdagangan, dan 

jasa. Aliran polusi dari kawasan ini sangat besar memengaruhi ting-

ginya nilai EC, salinitas, TDS di MA Oeba. Hal yang sama juga berpo-

tensi terjadi di MA Oepura, yang dikelilingi kawasan yang hampir 

sama dengan MA Oeba, sehingga nilai ketiga parameter itu tinggi di 

MA Oepura dibandingkan MA lain di Kecamatan Kota Raja yang ha-

nya dikelilingi kawasan pemukiman.  

Peningkatan konsentrasi zat terlarut dalam air akan memicu ak-

tivitas bakteri dalam air untuk menguraikan zat-zat kimia dengan ban-

tuan oksigen (COD). Konsekuensinya jumlah oksigen terlarut dalam 

air berkurang (DO). Namun, data kualitas air hanya menunjukkan ada-

nya pengaruh lokasi terhadap variasi nilai DO.  

 

Tantangan 

Sejauh ini, pemantauan kualitas air lebih terfokus pada parame-

ter-parameter kunci kualitas air. Untuk pemahaman kondisi lingkung-

an yang lebih komprehensif, kegiatan ini perlu mengakomodasi lebih 

banyak pengujian parameter kimia (seperti BOD, total nitrogen, total 

fosfor, minyak lemak, dan mikrobiologi (E. coli dan total coliform). 

Selain itu, efek musim terhadap kualitas air belum begitu nampak se-

bab waktu sampling biasanya menyesuaikan ketersediaan dana untuk 

logistik pengujian sehingga kemungkinan data tidak representatif mu-
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sim. Kedua aspek ini penting dalam perhitungan indeks kualitas air 

untuk penetapan status mutu air dan manajemen air perkotaan yang 

sensitif terhadap kondisi lingkungan setempat.  

Merujuk pada Behmel et al. (2016), data historis seharusnya 

mampu menjadi acuan untuk membaca pola perubahan yang terjadi. 

Untuk itu, skema kerja pemantauan perlu dioptimalkan (Gambar 3.3) 

dalam organisasi Pemkot Kupang, dengan memperhatikan tujuan pe-

mantau, logistik, teknis pengujian, ketersediaan SDM, dan peman-

faatan data sebagai bahan pertimbangan dalam manajemen dan kebi-

jakan lingkungan. Di sini, pemantauan kualitas air mesti terintegrasi 

dengan program-program antardinas sehingga tujuan pemantauan je-

las dan perencanaan parameter bisa menyesuaikan kebutuhan. Tanpa 

melalui tahap ini pemanfaatan data tidak akan menjadi kebutuhan dan 

tidak akan ada komitmen dalam penyediaan dana dan logistik untuk 

manajemen-manajemen lingkungan yang adaptif terhadap perubahan 

iklim maupun aktivitas manusia.  

 

 

 
Gambar 1. Skema Kerja Pemantauan Kualitas Air 

(diadaptasi dari Behmel et al., 2016) 

 

 

 



PROSIDING KONFERENSI TAHUNAN TENTANG KEADILAN SOSIAL 2019 

145 

 

Kesimpulan dan Rekomendasi 
 

Kualitas air di Kota Kupang cenderung bervariasi antarlokasi ma-

ta air dan antarmusim. Faktor lokasi dan musim berpengaruh nyata pa-

da variasi nilai pH, salinitas, dan TDS. Meskipun tidak ada efek waktu 

sampling, namun DO dan EC air berbeda signifikan antarlokasi mata 

air. Sayangnya, data kualitas air masih terbatas dalam membantu pe-

mahaman menyeluruh tentang dampak perubahan lingkungan terha-

dap kondisi mata air yang dipantau. Karena itu, optimalisasi terhadap 

program pemantauan kualitas air perlu dilakukan melalui perumusan 

skema kerja yang terintegrasi dalam organisasi Pemkot Kupang. Ke-

mudian, secara teknis, perlu adanya penambahan parameter dan fre-

kuensi sampling setiap musim guna memahami pengaruh iklim terha-

dap kualitas air. 
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Abstrak 

 

Pengembangan kawasan Industri Bolok di Kupang, Nusa Teng-

gara Timur, yang dimulai pada tahun 1997 tidak hanya memfasilitasi 

pembebasan lahan, eksklusi petani dan perusakan ekologi, sehingga 

juga menyebabkan subordinasi perempuan. Disposisi perempuan di 

garis sejarah telah terkena dinamika akut. Dimulai dari konstruksi 

sosial-budaya yang menempatkan perempuan sebagai kelas dua, yang 

disubordinasi oleh laki-laki, dan praktik berlanjut dengan kebijakan 

pemerintah dalam ranah politik. Selain itu, kapitalisme selalu menge-

sahkan dirinya untuk menjadi nilai tambah melalui pembebasan lahan 

yang pada akhirnya hanya akan membawa lebih banyak subordinasi 

pada perempuan. Penelitian ini berlangsung di Desa Kuanheum di 

Kawasan Industri Bolok, di Kupang, mulai dari bulan April hingga 

November tahun 2019. Dengan menggunakan perspektif kritis melalui 

wawancara mendalam, observasi, serta diskusi kelompok terfokus, 

penelitian ini menemukan beberapa hal penting. Perluasan kapitalisme 

membutuhkan tanah di Kawasan Industri Bolok, yang di satu sisi 

menguntungkan pemilik modal dan pegawai negeri di tingkat provin-
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si, tetapi di sisi lain menyebabkan hilangnya tidak hanya laki-laki se-

bagai penguasa dalam struktur sosial tetapi juga merugikan perem-

puan. Konsekuensi dari konstruksi yang menempatkan perempuan se-

bagai kelas menengah adalah; pertama, perempuan tidak memiliki hak 

atas kepemilikan tanah (ulayat) sebagai basis produksi; kedua tidak 

adanya hak atas tanah telah memengaruhi partisipasi perempuan da-

lam wacana rasional tentang pengelolaan lahan. Perempuan tidak terli-

bat dalam proses pembebasan lahan, juga dalam pertimbangan rasio-

nal tentang dampak buruk dari pembebasan lahan. Otoritas terbesar 

dalam menjual tanah ada di tangan laki-laki sebagai kepala. Selain itu, 

di Kawasan Industri Bolok perempuan dibedakan menjadi tiga karak-

teristik sebagai berikut; perempuan dari kelompok pemilik tanah, ke-

lompok perempuan pembudidaya, dan kelompok perempuan pembu-

didaya migran, yang datang dari tempat lain di luar Desa Kuanheum 

untuk bekerja sebagai petani. Diferensiasi kelas ini adalah penyebab 

kesulitan dalam mengadvokasi perempuan setiap kali menghadapi do-

minasi pria dan ekspansi korporasi. Dengan demikian, penelitian ini 

menyarankan restrukturisasi sistem sosial-budaya yang mendukung 

dominasi laki-laki terhadap perempuan, dan pada saat yang sama, pe-

merintah harus memikirkan kembali tentang urgensi pengembangan 

Kawasan Industri Bolok. 

 

Kata kunci: perempuan, dominasi pria, Kawasan Industri Bolok 
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Pendahuluan 

 

Sejarah perempuan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) me-

rupakan rentetan kisah dominasi, monopoli, dan hegemoni baik dila-

kukan oleh struktur masyarakat patriarkat, negara, maupun sistem ka-

pitalisme. Dalam bidang sosio-kultural, perempuan dikonstruksi seba-

gai anggota masyarakat kelas dua. Perempuan bekerja pada ranah do-

mestik, sementara laki-laki bekerja pada ranah publik. Posisi kelas dua 

dalam struktur masyarakat patriarki menyebabkan kaum perempuan 

dikuasai oleh laki-laki dalam pelbagai aspek yang berdampak pada 

kekerasan terhadap perempuan. Pada tahun 2017, misalnya, sebanyak 

604 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh laki-

laki terhadap perempuan (bdk. Susanty & Julqurniati, 2019).  

Rekognisi terhadap elan vital perempuan relatif minim, jika tidak 

ingin dikatakan tidak sama sekali. Penelitian yang dilakukan oleh Ala-

mi, Raharjo, dan Astuti (2014) menemukan bahwa perempuan di Ka-

bupaten Belu memiliki ketangguhan dalam ketahanan pangan. Akan 

tetapi, pengakuan terhadap kemampuan mereka sangat minim, dan de-

ngan demikian, berpengaruh pula pada ketidakikutsertaan perempuan 

selama proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perta-

nian. 

Pendidikan kritis dan perkembangan teknologi telah menimbul-

kan pergeseran disposisi perempuan dari subordinasi, akan tetapi per-

geseran tersebut belum sepenuhnya signifikan terhadap pengakuan 

akan martabat perempuan yang sama dengan laki-laki.  

Selain oleh konstruksi masyarakat, disposisi perempuan pun di-

kendalikan oleh negara. Dalam domain politik, negara menetapkan 

kuota 30 persen bagi perempuan untuk terlibat dalam partai politik. 

Pemilihan umum dalam 10 tahun terakhir memperlihatkan bahwa par-

tai-partai politik harus memasukkan perempuan sebagai kader ke da-
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lam partai. Hal-hal tersebut adalah sedikit langkah maju bagi kaum 

perempuan dalam arena politik praktis.  

Jika melihat secara sepintas, kebijakan tersebut seolah-olah me-

nunjukkan keberpihakan negara terhadap potret buram perempuan. 

Akan tetapi, jika ditelaah lebih jauh, kebijakan tersebut melahirkan 

dua problem krusial. Pertama, bercokolnya cara pandang masyarakat 

patriarkat terhadap perempuan sebagai kelas dua, menghambat keter-

pilihan perempuan pada politik praktis. Kedua, alih-alih memberi ru-

ang partisipasi perempuan, kebijakan negara pada akhirnya melang-

gengkan kekuasaan kaum patriarki oligarkis dalam mendorong perem-

puan dari kelas menengah-atas meraih kekuasaan politik untuk mem-

pertahankan basis material. Pemilihan umum legislatif 2019 mulai da-

ri tingkat pusat hingga daerah memperlihatkan monopoli perempuan 

dari kaum oligarki di NTT (bdk. Winters 2011; Robison & Hadiz, 

2004). 

Posisi subordinasi perempuan berlanjut dalam sistem kapitalisme 

yang menginvestasikan kapital pada tanah sebagai basis produksi. 

Investasi kapital pada kawasan industri telah membawa malapetaka 

bagi perempuan, bukan saja sebagai buruh cadangan industri, melain-

kan juga gangguan kesehatan bagi perempuan (Garcia-Perez et al., 

2015; Ariaz-Ortiz et al., 2017). 

Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan dampak pembangunan 

Kawasan Industri Bolok (KIB) di Kupang, Nusa Tenggara Timur 

(NTT), bagi perempuan. Melalui KIB, Pemerintah Provinsi NTT ingin 

membangun industrialisasi di NTT, meningkatkan indeks pertum-

buhan ekonomi, dan dengan demikian mampu membuka lapangan 

kerja baru. Kehendak pemerintah untuk memperbaiki (the will to 

improve) ini tampak problematis karena praktik pembangunan KIB 

bukan saja melahirkan praktik akuisisi tanah, eksklusi petani, dan 

penghancuran ekologi (Dhosa, 2019), melainkan juga mensubordinasi 

perempuan.  
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Berbeda dengan kajian di atas, tulisan ini bertujuan untuk mema-

parkan disposisi perempuan di Desa Kuanheum, KIB, dalam relasi de-

ngan laki-laki dan budaya patriarkat yang membiarkan diri dikooptasi 

oleh Pemerintah Provinsi NTT dan korporasi. Relasi yang intens an-

tara laki-laki dan aparatur negara yang memuluskan perampasan ta-

nah, justru memosisikan negara sebagai pihak yang turut mendepak 

perempuan dari basis produksi. Tulisan ini pun berpendapat bahwa 

terdapat dinamika kelas kaum perempuan di KIB yang menyebabkan 

rumitnya perjuangan perempuan melawan budaya laki-laki. Hal ini 

diperparah oleh potret kolaborasi elit lokal, aparatur negara, dan kor-

porasi, yang secara halus membungkam perjuangan perempuan dari 

kalangan penggarap di tengah praktik akuisisi tanah di KIB. Disposisi 

tulisan ini adalah melanjutkan penjelasan Dhosa (2019) tentang 

praktik akuisisi tanah di KIB, dan tidak bertendensi untuk mengulangi 

pokok pikiran yang telah dipaparkannya, serta memberi aksentuasi pa-

da perempuan.  

 

 

Metode 
 

Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif dengan metode wa-

wancara mendalam (in-depth interview), diskusi kelompok terpumpun 

(focused group discussion), dan observasi terlibat (participant obser-

vation) (Corbetta, 2003). Penelitian ini dilakukan di Desa Kuanheum 

pada bulan April hingga November 2019 di Kawasan Industri Bolok, 

Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Narasumber adalah to-

koh masyarakat dan tokoh agama, petani, dan kaum perempuan. Oleh 

karena fokus penelitian ini adalah dinamika perempuan, maka peneliti 

membagi perempuan ke dalam tiga kategori yakni: yang berasal dari 

penguasa tanah, penggarap, dan pendatang (yakni berasal dari luar 

Desa Kuanheum, dan memiliki suami dari Kuanheum). 
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Hasil dan Pembahasan 
 

Penetapan Sepihak KIB 

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan De-

sa Bolok dan Kuanheum sebagai kawasan industri, yang dikenal de-

ngan sebutan Kawasan Industri Bolok (KIB). Proses penetapan ka-

wasan ini awal mula dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTT, Guber-

nur Herman Musakabe, pada tahun 1997. Masyarakat lokal mengeluh-

kan ketidakjelasan status tanah yang mereka huni jauh sebelum ka-

wasan tersebut ditetapkan sebagai area industri ketika pemerintah 

mengklaim tanah-tanah itu sebagai milik negara melalui peraturan pe-

merintah daerah. 

Pada era kepemimpinan Gubernur Frans Lebu Raya, sekaligus 

sebagai ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indo-

nesia Perjuangan (PDIP) menetapkan Emi Nomleni, kader PDIP, se-

bagai ketua KIB sejak tahun 2014. Pada Jumat (24/1/2020) pemerintah 

Provinsi NTT melantik komisaris PT. KIB terbaru yang terdiri dari 

Gabriel W. K. Budi, Alexander Ena, dan Kristoforus Blasin. Problem 

utama yang dihadapi oleh pemerintah sejak penetapan area industri 

adalah pembebasan lahan. Pelbagai cara dilakukan oleh pemerintah 

untuk mendapatkan tanah, salah satunya dengan cara menjadikan 

tokoh perempuan pemimpin KIB. 

Dua tokoh perempuan yang berperan penting memfasilitasi pro-

ses akuisisi tanah. Kedua tokoh dimaksud adalah Emi Nomleni dari 

unsur partai politik, dan ibu Salma (nama yang sering disebut oleh 

para narasumber) dari pihak PT. Semen Indonesia. Tokoh yang satu 

mewakili pemerintah dan partai politik, tokoh perempuan yang lain-

nya merepresentasi korporasi yang selalu mencari peluang mendapat-

kan tanah-tanah ulayat dan tanah individu warga.  

Frans Lebu Raya mengakui dan mengapresiasi kemampuan Emi 

Nomleni sebagai ketua KIB, yang bekerja keras dan leluasa, menemui 
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kelompok-kelompok pro dan kontra penyerahan tanah kepada peme-

rintah dan korporasi. Nomleni yang saat ini didaulat menjadi ketua 

DPD PDIP, kala itu dipandang oleh Frans Lebu Raya memiliki ke-

mampuan negosiasi yang baik, dimana banyak lahan kemudian relatif 

berhasil dikuasai oleh pemerintah provinsi untuk diserahkan pengelo-

laan kepada korporasi lokal dan asing (Haryadi, 2018). 

Keterlibatan nama-nama yang disebutkan sebelumnya menjadi 

prakondisi dimana karakter feminisme yang mengusung perempuan 

tidak sepenuhnya memperjuangkan kepentingan perempuan pada 

umumnya. Sebaliknya, perempuan pun dipakai sebagai alat untuk me-

rebut tanah-tanah warga, bertindak sebagai corong pemerintah dan 

partai politik yang bekerja atas nama kesejahteraan rakyat sekaligus 

bertindak untuk akumulasi kapital yang dinikmati bukan hanya oleh 

elit negara melainkan juga bagi kaum borjuis. 

 

Dinamika Subordinasi Perempuan 

Sejarah ekspansi kapitalisme yang memproduksi nilai lebih sela-

lu melibatkan subordinasi terhadap perempuan. Salah satu modus ope-

randi kapitalisme untuk menghindari krisis, memvalorisasi diri menja-

di nilai lebih berawal dari akumulasi primitif (Marx, 2004), mengala-

mi perkembangan yang lebih canggih yang Harvey sebut dengan isti-

lah akumulasi melalui perampasan (Harvey, 2003, 2005) maupun 

melalui cara halus yang hegemonik (Femia 2017) tidak pernah terle-

pas dari perempuan. Pembangunan KIB merupakan salah satu bentuk 

ekspansi kapital dari wilayah pusat (sentral) ke wilayah pinggiran 

(periferi/satelit) yang turut mendepak perempuan.  

Selain telah ditunjukkan Dhosa (2019) tentang paradigma akui-

sisi tanah di KIB, penelitian ini pun menemukan beberapa hal menarik 

yang berkaitan dengan subordinasi perempuan. Pertama, kapitalisme 

telah menggusur perempuan dari tanah yang telah menghidupi mereka 

bertahun-tahun lamanya. Tanah di KIB telah diakuisisi oleh pemerin-

tah dan korporasi yang saling berkolaborasi. Akibat lanjut dari akuisisi 
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ini adalah perempuan tidak bekerja pada tanah garapan untuk mena-

nam jagung dan kacang-kacangan. Kehilangan tanah berpengaruh ter-

hadap kecemasan dan ketakutan perempuan akan masa depan keluar-

ga, khususnya anak-anak. 

Kedua, dominasi laki-laki baik tokoh masyarakat maupun tokoh 

adat yang berkolaborasi dengan pemerintah dan korporasi telah meng-

amputasi peran perempuan dalam mendiskusikan jual-beli tanah di 

KIB. Peran paling besar yang memfasilitasi akuisisi tanah adalah laki-

laki. Alasan paling mendasar terjadinya amputasi peran perempuan 

karena perempuan di Desa Kuanheum dikonstruksi sebagai pihak 

yang kurang dan bahkan tidak memiliki hak warisan atas tanah. Pada 

saat mereka tidak memiliki hak atas tanah, maka mereka pun tidak 

dilibatkan secara intens untuk mendiskusikan tanah-tanah komunal 

yang diakuisisi oleh korporasi melalui pelbagai modus operandi. 

Perempuan memiliki hak atas tanah (bukan tanah komunal melainkan 

tanah milik suami) pada saat suami telah meninggal dunia. Hal ini 

hampir senada dengan potret perempuan di Kabupaten Belu sebagai-

mana ditegaskan Alami, Raharjo, dan Astuti (2014) bahwa perempuan 

memiliki kemampuan dan peran sentral yang sangat besar dalam ranah 

kedaulatan pangan, akan tetapi pengakuan terhadap kemampuan me-

reka sangat minim, dan dengan demikian, berpengaruh pula terhadap 

terbatasnya ruang diskursif perempuan dalam proses pengambilan 

keputusan-keputusan vital.  

Ketiga, amputasi hak berbicara perempuan tidak hanya pada 

perempuan dari kalangan penggarap, tetapi juga terjadi pada perem-

puan dari kalangan tuan tanah, entah yang dilahirkan dari keluarga 

tuan tanah maupun suami pemilik tanah luas. Hak paling besar untuk 

mendiskusikan penjualan dan atau kontrak tanah di KIB adalah kepala 

suku. Karena itu, apa yang disampaikan oleh kepala suku akan dise-

tujui oleh anggota suku dan anak-anak suku, termasuk perempuan. Hal 

inilah yang membuat perempuan tidak dilibatkan di dalam diskusi 

anggota suku. Bahkan, ironisnya adalah sesaat setelah pertemuan su-
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ku, hasil pertemuan tidak disampaikan secara terbuka kepada perem-

puan (wawancara JN, tuan tanah, pada 23/11/2019). Konsep demo-

krasi deliberatif yang menjunjung tinggi diskursus rasional, inklusi 

dan dialog yang tidak terbatas dimana semua pihak diberikan kesem-

patan dan kebebasan yang sama tampak tidak berlaku di KIB. Posisi 

warga negara di KIB ditempatkan secara timpang, dimana laki-laki, 

elite lokal, pemerintah daerah serta korporasi memiliki posisi yang 

lebih dominan sudah tentu menggugurkan tesis demokrasi deliberatif 

pada titik awal. Ruang publik di KIB melalui forum-forum yang warga 

ciptakan cenderung dimonopoli, diakusisi dan dikoloni oleh para tetua 

lokal mulai dari kepala suku, tokoh adat, hingga pemerintah lokal yang 

adalah laki-laki (bdk. Smith, 2003).  

Keempat, adanya diferensiasi kelas perempuan petani. Konsep 

kelas dalam pandangan Marx tidak berkaitan dengan benda (things) 

tetapi kelas sebagai relasi sosial (social relation). Relasi sosial 

dimaksud adalah yang berkaitan dengan sarana produksi atau kepemi-

likan terhadap basis produksi. Para pemikir marxis melihat diferen-

siasi kelas, dalam bidang perubahan agraria misalnya sebagaimana 

dikemukakan oleh Bernstein (2010). Berbeda dengan Bernstein, riset 

ini fokus pada relasi perempuan dengan tanah. Penelitian di KIB 

menemukan tiga karakteristik perempuan. Pertama, perempuan dari 

kalangan pemilik tanah yakni mereka yang lahir dan dibesarkan dari 

pemilik tanah luas, khususnya dua suku besar di Desa Kuanheum: 

Suku Baineo dan Nai Tanu; kedua, perempuan penggarap. Kelompok 

ini adalah suku-suku kecil di Desa Kuanheum yang memiliki tanah 

berukuran kecil. Mereka mengolah tanah pertanian suku-suku besar 

tiap awal musim, dan memberikan semacam upeti kepada tuan tanah 

pada akhir musim panen. Tindakan tersebut dilakukan selama berta-

hun-tahun untuk dapat bertahan hidup sebagai petani dan penggarap; 

ketiga, perempuan dari luar Desa Kuanheum yang memiliki suami dari 

Desa Kuanheum, dan tinggal sembari bekerja sebagai penggarap. 
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Diferensiasi kelas menyebabkan sulitnya perjuangan kelas dan 

terbentuknya kerjasama kaum tani dan buruh kota untuk melawan ka-

pitalisme (Lenin, 1958). Dalam konteks perempuan di KIB, perbedaan 

kelas dan/atau latar belakang relasi kuasa pada satu sisi turut mele-

mahkan kerjasama semua perempuan untuk melawan dominasi laki-

laki dan menghalau ekspansi kapital yang merampas tanah. Hal ini 

berawal dari keterlibatan dua tokoh perempuan, ketika Emi Nomleni 

menjadi ketua KIB dan saat ini menjadi politikus PDIP, dan ibu Salma 

dari PT. SI, sebagaimana warga Kuanhemum dan Bolok mengenal ke-

dua sosok tersebut. 

Pada akhirnya, perbedaan tersebut melahirkan sikap apatisme da-

ri perempuan penggarap dan perempuan dari luar KIB terhadap prak-

tik akuisisi tanah. Perempuan kelas pemilik tanah hanya diberikan ke-

sempatan untuk mengajukan masukan, akan tetapi posisi mereka ha-

nya pemberi hal-hal tambahan, sesuatu yang bukan substansial, dan 

bahkan bukan sebagai pengambil keputusan. Keputusan untuk men-

jual dan atau tidak menjual tanah kepada pemerintah dan korporasi 

berada pada kesepakatan forum yang dikendalikan oleh kepala suku. 

Para anggota suku dari kalangan laki-laki saja kurang mendapat ke-

kuasaan yang besar untuk berbicara tentang tanah selain kepala suku, 

apalagi posisi perempuan yang rentan didepolitisasi. 

Kelima, perlawanan perempuan dari pihak tuan tanah atas do-

minasi laki-laki dan resistensi perempuan penggarap mengalami de-

politisasi di hadapan kapital ekonomi korporasi. Perempuan tidak di-

undang secara terbuka untuk menghadiri diskusi di kantor desa. Yang 

diundang adalah perempuan yang memiliki jabatan dalam struktur pe-

merintahan desa. Akan tetapi, tidak banyak perempuan yang menem-

pati jabatan dalam hirarkis desa. Watak negara dan korporasi yang 

predator dan patriarkat menyebabkan gerakan perempuan tampak spo-

radis. Pada titik ini, dinamika subordinasi perempuan semakin kom-

pleks dimana dinamika tersebut berawal dari konstruksi struktur sosial 

kemasyarakat atas perempuan, dilanjutkan dengan sistem politik nega-
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ra yang memberikan kuota kepada perempuan yang relatif paradoks, 

dan adanya reproduksi sistem kapitalisme yang kemudian, atas nama 

ekspansi kapital turut mengakuisisi tanah di KIB yang berakibat pada 

eksklusi perempuan dari tanah yang telah menghidupi mereka berta-

hun-tahun lamanya. Inilah dinamika subrodinasi perempuan di Kawa-

san Industri Bolok di Kupang. 

Meski demikian, berbeda dari pengalaman perempuan di Desa 

Kuanheum, praktik perempuan di desa Bolok menampilkan suatu ritus 

budaya penangkapan ikan secara tradisional di kawasan pesisir pantai. 

Praktik ini dilakukan sekali hingga dua kali dalam setahun (wawan-

cara aktivis WALHI, Umbu Tamu, 16/12/2019). Hal ini menunjukkan 

bahwa masyarakat, khususnya perempuan, masih memiliki harapan 

hidup pada laut sebagai sumber penghidupan. Ritus budaya tersebut 

adalah kehendak warga untuk menolak pembangunan kawasan indus-

tri. Sebab, pembangunan Kawasan Industri Bolok oleh pemerintah dan 

korporasi adalah bentuk lain dari penghancuran ekologi darat dan laut 

yang sedang dan akan menjauhkan masyarakat lokal dari akses atas 

sumber daya laut. 

Praktik penolakan dan perjuangan warga melalui ritus budaya 

dan beberapa aksi warga yang disokong oleh Wahana Lingkungan 

Hidup (WALHI) dan Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) sejauh ini 

belum mampu menghentikan ekspansi kapital pemerintah dan korpo-

rasi untuk mencaplok tanah warga (Dhosa, 2019).  

 

 

Kesimpulan 
 

Dalam konteks KIB, akumulasi kapital korporasi telah menjadi-

kan perempuan tidak memiliki hak atas tanah baik tanah ulayat mau-

pun tanah pribadi. Kebebasan berbicara perempuan diamputasi oleh 

laki-laki dan budaya patriarkat. Amputasi kebebasan berbicara kritis 
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perempuan terhadap monopoli negara dan korporasi menyebabkan 

kaum perempuan hidup dalam ketidakpastian akan pola pengelolaan 

tanah yang telah menghidupi mereka bertahun-tahun. Hal tersebut ber-

dampak pula pada terkooptasinya perlawanan perempuan yang spora-

dis. KIB saat ini bukan saja simbol akuisisi tanah dan kehancuran eko-

logi, melainkan juga potret subordinasi perempuan. 

Karena itu, rekomendasi-rekomendasi penting sebagai upaya me-

ngatasi persoalan sebagaimana dipaparkan di atas adalah, pertama, ne-

gara harus memikirkan kembali pembangunan KIB di Kupang. Seja-

rah pembangunan KIB di Kupang adalah sejarah perampasan tanah 

yang merugikan bukan saja laki-laki melainkan juga perempuan dan 

anak-anak. Kedua, merombak tatanan sosial-budaya yang melang-

gengkan dominasi, monopoli dan hegemoni laki-laki terhadap perem-

puan. Hal ini dimaksudkan agar perempuan pun memiliki ruang eks-

presi kritis terhadap setiap kebijakan negara dan korporasi yang meng-

kooptasi laki-laki dalam proses akuisisi tanah. Ketiga, proyek riset ke 

depan harus memperhatikan dinamika dan diferensiasi kelas perem-

puan. Dengan menarik demarkasi diferensiasi kelas secara tegas, dan 

kemudian dilanjutkan dengan menciptakan musuh bersama atau anta-

gonisme, maka advokasi resistensi warga dapat dilakukan dengan re-

latif baik.  
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Abstrak 
 

Pengurangan kemiskinan telah menjadi prioritas pembangunan 

dalam dekade terakhir. Ada beberapa area berbeda untuk mengimple-

mentasikannya; dengan kelompok, komunitas, dan keluarga juga. Sa-

lah satu pengentasan kemiskinan berbasis keluarga adalah Program 

Keluarga Harapan (PKH). Sebagai program pengentasan kemiskinan 

berbasis keluarga, idealnya melibatkan seluruh keluarga. Program ini 

merupakan salah satu tujuan mulia yang tersirat adalah kesadaran ang-

gota keluarga untuk mencapai tingkat kesejahteraan keluarga. Keseta-

raan gender adalah komponen penting dari kesejahteraan keluarga. Pe-

nelitian ini dilakukan dengan pendekatan kombinasi, kuantitatif dan 

kualitatif. Dengan melibatkan 240 responden, penelitian ini dilaksana-

kan di empat wilayah: Kabupaten Pesisir Selatan - Sumatera Barat, 

Kota Kupang - Nusa Tenggara Timur, Kota Gorontalo - Provinsi Go-

rontalo, dan Kabupaten Tulungagung - Jawa Timur. Temuan peneli-

tian menunjukkan bahwa secara umum kategori gender peserta pro-

gram masih pada kategori tradisional, yaitu feminin dan maskulin, 
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telah mencapai 77,5%. Sedangkan kategori androgini hanya 22,50%. 

Indikasi ini menunjukkan bahwa pola hubungan keluarga masih dido-

minasi oleh perilaku seksis. Pola ini akan membatasi pergerakan ang-

gota keluarga terutama pada produktivitas, yang tidak optimal. Tanta-

ngan besar untuk mengurangi perilaku seksis ini dapat dilakukan de-

ngan konseling dan panduan sosial besar-besaran untuk semua elemen 

program. Kantor dan penerima harus terlibat aktif dalam program ini. 

Saran selanjutnya adalah, pastikan bahwa target intervensi sejajar de-

ngan unit target program. Ini berarti, unit target PKH adalah keluarga 

yang sangat miskin secara keseluruhan, tidak terbatas pada ibu dan 

anak; tapi para suami juga. 

 

Kata kunci: kesetaraan gender, maskulin, feminin, androgini, seksis 
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Pendahuluan  
 

Kemiskinan dapat dimaknai sebagai ketidaksamaan kesempatan 

untuk mengakumulasikan basis kekuasaan sosial (Benerje dan Duflo, 

2012). Basis kekuasaan sosial ini meliputi: a) modal produktif atau 

aset (tanah, perumahan. alat produksi. kesehatan); b) sumber keuang-

an (pekerjaan, kredit); c) organisasi sosial dan politik yang dapat di-

gunakan untuk mencapai kepentingan bersama (koperasi, partai poli-

tik, organisasi sosial); d) jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, 

barang, dan jasa; e) pengetahuan dan keterampilan; dan f) informasi 

yang berguna untuk kemajuan hidup (Friedman, dalam Suharto, 

2004).  

Badan Pusat Statistik (2019) dalam rilisnya menyebutkan bahwa 

pada bulan September 2019, jumlah penduduk miskin (penduduk de-

ngan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di 

Indonesia sebesar 9,22 persen. Jumlah ini setara dengan 24,79 juta 

jiwa. Persentase angka kemiskinan yang satu digit ini merupakan 

prestasi tersendiri bagi Indonesia. Dan, upaya pengurangan (bahkan 

penghapusan) sudah sejak lama dilakukan. Kebijakan penanganan ke-

miskinan dengan basis keluarga yang saat ini gencar dilakukan oleh 

pemerintah adalah Program Keluarga Harapan (PKH).  

PKH merupakan program distribusi bantuan sosial tunai bersya-

rat yang diberikan kepada keluarga miskin di Indonesia. PKH berfung-

si sebagai salah satu jaring pengaman bagi masyarakat miskin agar 

terlindungi dari kemungkinan kondisi krisis. PKH dalam jangka pan-

jang diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antargenerasi mela-

lui perbaikan kondisi pendidikan dan kesehatan. Dengan peningkatan 

kualitas kesehatan dan pendidikan dalam Keluarga Penerima Manfaat 

(KPM), kesempatan kerja yang lebih luas akan terbuka bagi anak dari 

keluarga PKH di masa depan. Dengan demikian generasi berikutnya 

dapat keluar dari kemiskinan (Susantyo & Nainggolan, 2018).  
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Sejak pertama kali PKH diluncurkan pada tahun 2007, hingga sa-

at ini setidaknya telah menjangkau lebih dari sepuluh juta Keluarga 

Penerima Manfaat (KPM), sebagai sebutan unit satuan penerima da-

lam program ini. Cakupan dan muatan programnya pun terus mengala-

mi pembaruan, dan salah satu pembaruan terkininya adalah adanya in-

tervensi melalui Family Development Session (FDS) atau disebut juga 

Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Kegiatan FDS 

atau P2K2 ini sudah mulai diberlakukan sejak sekitar tahun 2015.  

Hingga akhir tahun 2019, P2K2 memiliki 5 modul utama, yaitu: 

1) Modul Kesehatan dan Gizi, 2) Modul Pendidikan dan Pengasuhan 

Anak, 3) Modul Pengelolaan Keuangan Keluarga, 4) Modul Perlin-

dungan Anak, dan 5) Modul Kesejahteraan Sosial. P2K2 disampaikan 

dalam pertemuan bulanan yang wajib Keluarga Penerima Manfaat 

(KPM) dan difasilitasi oleh pendamping pada masing-masing unit 

dampingannya. Dari kelima modul utama tersebut, belum terlihat mu-

atan terkait dengan pengarusutamaan gender (kesetaraan gender). Da-

lam beberapa referensi, para ahli telah bersepakat bahwa kesetaraan 

gender merupakan bagian dari fondasi dalam mencapai kesejahteraan 

sosial. Oleh karenanya, menjadi penting untuk mengetahui bagaimana 

peta kategorisasi gender di kalangan warga miskin sebagai penerima 

manfaat dari Program Keluarga Harapan ini.  

Peta kategorial gender bisa diperoleh salah satunya adalah de-

ngan menggunakan skema dari Bem, yaitu Bem Sex Role Inventory 

(BSRI). BSRI ini sebenarnya merupakan sebuah alat tes yang diguna-

kan untuk mengukur feminitas dan maskulinitas seseorang. Dan dipi-

lihnya BSRI juga karena alasan bahwa ini merupakan salah satu alat 

yang paling banyak digunakan dalam penelitian tentang peran gender. 

BSRI sebagaimana dijelaskan oleh Carver, Vafaei, Guerra, Freire, dan 

Phillips (2013) menyatakan bahwa gender dibagi dalam empat katego-

ri yaitu: feminin, maskulin, androgini, dan tak tergolongkan. Dari em-

pat kategori ini, maskulin dan feminin disebut sebagai gender tradisio-

nal, sementara androgini disebut sebagai gender modern. Gender tra-
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disional akan cenderung seksis, misalnya membagi perkerjaan sesuai 

dengan jenis kelaminnya.  

Pada dasarnya, adanya perbedaan gender tidak akan menjadi per-

soalan sepanjang tidak memunculkan ketidakadilan gender (gender 

inequalities). Namun yang terjadi adalah, adanya perbedaann gender 

ini telah memunculkan beragam ketidakadilan, baik bagi kaum laki-

laki itu sendiri maupun bagi kaum perempuan khususnya. Ketidak-

adilan gender ini merupakan produk dari sebuah sistem yang terstruk-

tur. Dimana kita, kaum laki-laki maupun perempuan telah menjadi 

korban dari sistem tersebut. Manifestasi dari ketidakadilan gender ini 

muncul dalam pelbagai bentuk ketidakadilan turunannya, seperti mi-

salnya marginalisasi dalam bidang ekonomi, subordinasi kekuasaan 

(politik), adanya stereotipe atau melalui pelabelan negatif, kekerasan, 

adanya beban kerja yang lebih panjang dan lebih banyak bahkan 

adanya kesalahan dalam proses sosial internalisasi atas ideologi nilai 

peran gender itu sendiri. Untuk itu, menjadi penting dan strategis studi 

ini dilakukan, mengingat program (PKH) ini menyasar kepada kelom-

pok warga miskin dengan pihak perempuan (istri) sebagai entry point-

nya. Sebagai langkah awal, studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi 

kategori gender para warga penerima manfaat program pada masing-

masing wilayah yang berbeda. 

 

 

Metode  
 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan kuantitatif 

diskriptif sebagai pendukungnya (mixed method). Sejalan dengan 

pendekatan di atas, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wa-

wancara dan Diskusi Kelompok Terfokus (Focused Group Discussi-

on). Untuk kebutuhan analisis diskriptif kuantitatif, digunakan skala 

gender BSRI (Bem Sex Role Inventory dari Sandra Bem) yang terdiri 
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atas 60 item, yang sudah diadaptasi ke Indonesia. Teknik sampling 

menggunakan multi stage random sampling, untuk memilih empat lo-

kasi sampel pada masing-masing kabupaten/kota. Data kuantitatif di-

kumpulkan dari 60 orang responden (30 pasangan suami-istri) pada 

tiap-tiap wilayah (lokasi penelitian). Sehingga total responden untuk 

data kuantitatif ini sebanyak 240 orang. 

Pemilahan kategorial gender dilakukan dengan cara membagikan 

instrument dari BMRI kepada responden. Kemudian seluruh jawaban 

reponden dianalisa secara statistika. Untuk penentuan kategori gender 

dilakukan dengan proses sebagai berikut: 

 

 Hitung skor maskulin dan feminin responden. Skor maskulin ada-

lah nilai rata-rata skor tiap item maskulin yang dipilih responden. 

Demikian pula skor feminin yang dipilih responden. 

 Hitung median (nilai tengah) skor maskulin dan feminin seluruh 

responden.  

 Selanjutnya setiap responden digolongkan ke dalam salah satu 

dari empat tipe gender. 

 

Lokasi penelitian diarahkan pada kelompok Keluarga Penerima 

Manfaat (KPM) yang sudah menjalani transformasi dan akan segera 

graduasi (berakhirnya penerimaan bantuan sosial), dengan memper-

timbangkan juga konsentrasi kantong kemiskinan sebagaimana dije-

laskan oleh Nasdian (2016) yaitu daerah pantai barat Sumatera, selatan 

Jawa, dan kawasan timur Indonesia. Lokasi terpilih adalah: 1) Kabu-

paten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat; 2) Kabupaten Tulung-

agung, Provinsi Jawa Timur; 3) Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo; 

dan 4) Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

Sementara itu untuk data kualitatif, pengumpulan data pada ma-

sing-masimg wilayah penelitian (kabupaten/kota), dilakukan melalui: 

1) wawancara mendalam dan 2) Diskusi Kelompok Terarah (FGD). 

Wawancara mendalam dilakukan kepada empat orang informan, di-
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mana dua orang informan merupakan Ketua Kelompok penerima ban-

tuan sosial dan dua orang lainnya merupakan warga biasa penerima 

bantuan sosial PKH. Selanjutnya, pelaksanaan diskusi kelompok ter-

arah (FGD), terbagi dalam dua kelompok, yaitu 1) kelompok para sua-

mi yang istrinya menerima bantuan sosial PKH, sebanyak enam orang 

suami, dan 2) kelompok perempuan/istri penerima bantuan sosial 

PKH. Pemisahan antara kelompok suami dan istri dalam pelaksanaan 

FGD dimaksudkan untuk mereduksi bias dalam penyampaian infor-

masi. Dengan demikian, secara keseluruhan jumlah informan untuk 

wawancara mendalam sebanyak 16 informan dan peserta FGD seba-

nyak 48 orang (dari empat wilayah studi). 

 

 

Hasil dan Pembahasan  
 

Dari responden sebanyak 240 orang responden, yang merupakan 

120 pasangan suami istri dari empat wilayah penelitian, menunjukkan 

banyaknya responden dalam kategori gender tradisional, yaitu feminin 

atau maskulin (lebih dari 55%). Jika kedua kategori gender (feminin 

dan maskulin) tersebut diagregasikan, akan terlihat bahwa kategori 

gender tradisional di masing-masing lokasi penelitian tergolong relatif 

besar. Ketiga lokasi penelitian menunjukkan gender tradisional yang 

relatif cukup besar, secara berurutan di Kabupaten Pesisir Selatan 

mencapai 86,67%, di Kota Kupang sebesar 68,4%, di Kabupaten Tu-

lungagung sebesar 41,6%, dan Kota Gorontalo 26,6%, sebagaimana 

terlihat pada Gambar 1 di bawah ini.  
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Gambar 1. Grafik Kategori Gender pada Masing-masing Daerah Studi. 

 

 

Dua lokasi penelitian yaitu Kabupaten Tulungagung dan Kota 

Gorontalo layak mendapatkan pertanyaan lebih lanjut. Kenapa di Kota 

Gorontalo kategori gender tradisionalnya terbawah dari semua lokasi 

penelitian yang ada? Juga kenapa Kabupaten Tulungagung kategori 

gender “modern” yaitu androgininya tertinggi di antara lokasi lainnya?  

Dari grafik di atas juga bisa dilihat bahwa masih ditemukan res-

ponden tanpa kategori gender. Di Kabupaten Tulungagung ditemukan 

sebanyak 1,7% dan di Kota Gorontalo sebesar 36.7% responden yang 

secara gender tidak terkategorikan. Kelompok ini cenderung tidak sta-

bil dalam berperilaku gender sehingga kadang-kadang perilaku mas-

kulinnya dominan, dan kadang-kadang femininnya yang dominan.  

Dalam sesi wawancara kepada beberapa informan di masing-ma-

sing lokasi penelitian, diajukan beberapa pertanyaan yang sama yang 

terkait dengan bias gender. Sebagai contoh, ketika diajukan pertanya-

an “Siapa yang paling bertanggungjawab untuk menyiapkan makanan, 

mencuci baju/pakaian, atau mengantar anak ke sekolah (bagi yang 
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mempunyai anak usia sekolah)?”, informan di Kabupaten Pesisir Se-

latan dan Kota Kupang lebih banyak merespon bahwa yang paling 

bertanggungjawab untuk semua itu adalah para istri atau kaum perem-

puan. Respon yang relatif berbeda ditemukan di Kabupaten Tulung-

agung dan Kota Gorontalo, bahwa masing-masing memiliki tanggung 

jawab yang relatif sama dalam menyiapkan makanan, mencuci baju/ 

pakaian, maupun mengantar anak ke sekolah. Respon terkait kehidup-

an sehari-hari ini jika dikaitkan dengan gender masih terlihat seksis. 

Jika “nilai-nilai seksis” ini diinternalisasi kepada anggota keluarga 

yang lain (anak), hal demikian cenderung akan melahirkan kesalahan 

persepsi terkait dengan gender. Contoh kesalahan persepsi yang ke-

mudian diinternalisasikan kepada anggota keluarga yang lain (anak) 

dan direspon sebagai hal yang benar dan kemudian diikuti oleh si anak 

dan ditularkan kepada peer group-nya, sebagaimana hasil studi Susan-

tyo (2016, 2018) tentang perilaku agresif remaja di permukiman ku-

muh. Secara teoritis, kategori gender sebagaimana tersebut di atas, 

akan cenderung membagi pekerjaan dengan mengaitkannya dengan 

jenis kelamin (seksis) sehingga akan membatasi produktivitas.  

Fakta empiris terkait hal ini dapat kita jumpai dalam banyak seg-

men masyarakat. Sebagai contoh, sejak lahir, perilaku anak dalam ke-

hidupan keluarga sering dibedakan dalam suatu dikotomi dari segi 

biologisnya sebagai laki-laki dan perempuan. Secara psikologis diko-

tomi ini sangat dipengaruhi oleh kebudayaan, dan merupakan hal yang 

sangat relevan dalam memahami fenomena perilaku manusia. Misal-

nya, hadiah ulang tahun bagi anak sering dikaitkan dengan jenis ke-

lamin. Hal ini dikaitkan dengan harapan-harapan orangtua terhadap 

anak dan tingkah laku yang diharapkan di kemudian hari. Label ini 

berasal dari stereotip yang telah ada sebelumnya. Sifat, sikap, dan pe-

rilaku yang diyakini menggambarkan laki-laki dan atau perempuan ini 

oleh McKee dan Sherif (dalam Nainggolan, 2012) disebut sebagai 

gender. 
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Dari diskusi singkat ini semakin terlihat akan pentingnya “mu-

atan pengarusutamaan gender” dalam program yang bertujuan untuk 

membangun masyarakat, terlebih membangun masyarakat melalui 

keluarga (miskin) sebagai titik sentuhnya. Hal ini senada dengan re-

komendasi Asosiasi Pekerja Sosial Amerika Serikat (NASW) yang 

menyatakan bahwa program-program yang terkait dengan keluarga 

miskin setidaknya meliputi: a) kesempatan memperoleh pekerjaan dan 

adil; b) pendidikan keluarga dan balita; c) penyediaan pelayanan bagi 

anak-anak dan orang tua; d) perumahan yang terjangkau; e) biaya 

kesehatan (rumah sakit); f) layanan kesehatan komprehensif; g) akses 

kredit dengan pengarusutamaan gender; dan h) pencegahan terhadap 

kekerasan dan penelantaran (DuBois & Miley, 2011). 

 

 

Kesimpulan 
 

Dari studi ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar warga 

miskin peserta Program Keluarga Harapan secara gender masuk kate-

gori gender tradisional, yaitu maskulin atau feminin. Kategori gender 

tradisional terbanyak ditemukan di Kabupaten Pesisir Selatan, Suma-

tera Barat, dan Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kategori gender 

modern banyak ditemukan di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. 

Untuk klasifikasi gender yang tidak terkategorikan, terbesar ditemu-

kan di Kota Gorontalo.  

Kelompok kategori gender tradisional cenderung berperilaku 

(berpersepsi) seksis, artinya pembagian pekerjaan rumah senantiasa 

dikaitkan dengan jenis kelamin.  

 

 

 



PROSIDING KONFERENSI TAHUNAN TENTANG KEADILAN SOSIAL 2019 

171 

 

Rekomendasi 
 

Dari hasil studi dapat direkomendasikan bahwa seyogyanya bisa 

dipastikan bahwa sasaran intervensi paralel dengan unit sasaran pro-

gram. Jika sasaran intervensi dalam Program Keluarga Harapan ada-

lah keluarga secara utuh; artinya seluruh anggota keluarga, termasuk 

suami sebagai kepala keluarga, tidak terbatas pada ibu dan anak; pro-

gram ini juga perlu melibatkan para suami peserta PKH. Karena temu-

an di lapangan menunjukkan banyaknya kaum suami yang tidak me-

mahami dengan baik substansi PKH. 

Pentingnya pendidikan gender, khususnya dalam Family Deve-

lopment Session (FDS). Oleh karenanya, perlu mendapatkan porsi 

dalam pendampingan kepada Keluarga Penerima Manfaat. Caranya 

adalah dengan mengalokasikan sesi khusus gender dalam modul FDS. 

Dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah bahwa para Pendamping 

PKH perlu secara khusus “belajar” tentang pendidikan (kesetaraan) 

gender. Pendidikan gender ini juga perlu dilaksanakan secara masif, 

menggunakan teknologi terkini, seperti infografis, video grafis, dan 

lain-lain. 
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Penanggulangan Kemiskinan  
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Abstrak 

 

Jumlah penduduk miskin tertinggi pada tahun 2016 di Provinsi 

NTT di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dengan tingkat 

kemiskinan 138.430 orang atau 29,89%. Pemerintah Kabupaten TTS 

telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam konteks pe-

ngentasan kemiskinan di Kabupaten TTS tetapi masih relatif tinggi. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan efektivitas pro-

gram implementasi untuk pengurangan kemiskinan di Amanuban, 

Kabupaten TTS dan untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan 

penghambat program pengurangan kemiskinan di wilayah Amanuban 

di Kabupaten TTS.  

Jenis penilaian ini adalah deskriptif dengan metode campuran. 

Lokasi pengambilan sampel adalah di wilayah Amanuban Kabupaten 

TTS dengan teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling 

dan jumlah sampel adalah 389 sampel yang ditentukan menggunakan 

rumus Slovin. Berdasarkan hasil analisis data, program pengentasan 

kemiskinan di Kabupaten TTS khususnya di wilayah Amanuban ter-
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masuk dalam tingkat efektivitas dengan kategori “Sangat Efektif” di-

mana nilai rata-rata untuk semua variabel adalah 4,38. Tingkat efek-

tivitas dengan kategori “Sangat Efektif” terlihat dari segi pemahaman 

program oleh orang miskin, keakuratan kebijakan yang dibuat, keaku-

ratan pelaksanaan program, keakuratan sasaran program, pencapaian 

sasaran program, ketepatan waktu pelaksanaan program, ada peru-

bahan nyata dalam kehidupan masyarakat, dan proses pemantauan, 

pengawasan dan bantuan. Dalam pelaksanaan program pengentasan 

kemiskinan di Kabupaten TTS khususnya di wilayah Amanuban ter-

kait dengan faktor pendukung termasuk partisipasi masyarakat, so-

sialisasi dan pelatihan masyarakat yang tepat dan terarah, bantuan 

yang baik, komitmen pemerintah daerah dalam pengentasan kemis-

kinan, dan peran aktif pejabat desa. Selain itu, ada juga faktor peng-

hambat yaitu pekerjaan keluarga miskin yang masih tidak valid, le-

mahnya kesadaran masyarakat, lemahnya koordinasi dan kerjasama 

antara pemerintah pelaksana, sikap pelaksana, dan rendahnya kualitas 

sumber daya manusia. 

 

Kata kunci: efektivitas, kemiskinan, faktor pendukung, faktor 

penghambat, TTS 
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Pendahuluan 
 

Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk 

miskin yang cukup tinggi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur 

(NTT). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemis-

kinan di Provinsi NTT 19,6% pada tahun 2014, dan naik pada tahun 

2015 dan 2016 menjadi 22%. Berdasarkan data terbaru BPS Provinsi 

NTT, jumlah penduduk miskin di NTT mengalami penurunan dalam 

rentang waktu Maret hingga September 2017. Pada Maret 2017, 

jumlah penduduk miskin di NTT sebanyak 1.150,79 ribu orang 

(21,85%). Pada September 2017, jumlah tersebut berkurang menjadi 

1.134,74 ribu orang (21,38%) atau menurun sekitar 16.050 orang. 

Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari 21 kabupaten dan 1 

kota, dimana masing-masing kabupaten/kota memiliki jumlah pendu-

duk miskin yang bervariasi. Jumlah penduduk miskin tertinggi pada 

tahun 2016 terdapat pada Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) 

yaitu dengan jumlah penduduk miskin mencapai 138.430 atau 29,89% 

dan jumlah penduduk miskin terendah pada tahun 2016 terdapat pada 

Kabupaten Nagekeo dengan jumlah penduduk miskin 19.180 atau 

13,621% (BPS, 2017). 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu diketahui bahwa tingginya 

tingkat kemiskinan di Kabupaten TTS dikarenakan secara topografis 

wilayah Kabupaten TTS memiliki curah hujan yang rendah sehingga 

lahan di wilayah tersebut umumnya kering dan tandus, selain itu 

sektor pertanian (95,3%) memegang peranan penting karena sebagian 

besar penduduk bekerja di sektor pertanian. Tingkat pendidikan 

masyarakat di Kabupaten TTS juga dikategorikan masih rendah, di-

mana hal ini ditunjukkan dengan rata-rata lama sekolah hanya menye-

lesaikan pendidikan sampai jenjang Sekolah Dasar (Amelia, 2012). 

Pemerintah Kabupaten TTS melalui perangkat daerahnya telah 

memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan seperti di 
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BAPPEDA terdapat Program Anggur Merah Replikasi, di Dinas Peru-

mahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdapat kegiatan stimulan 

pembangunan rumah layak huni dan penyediaan air bersih dan sanitasi 

bagi masyarakat miskin. Di Dinas Sosial terdapat Bansos Rastra dan 

Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan bibit ternak sapi oleh Di-

nas Peternakan dan Kesehatan Hewan, program pengembangan jari-

ngan irigasi oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten TTS, 

dan lain-lain.  

Dengan banyaknya program penanggulangan kemiskinan di 

perangkat daerah yang ada di Kabupaten TTS maka diharapkan mam-

pu menurunkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten TTS secara 

signifikan tetapi hasil yang di harapkan masih belum maksimal se-

hingga dengan demikian efektivitas pelaksanaan program penanggu-

langan kemiskinan tersebut masih perlu dipertanyakan. Sehingga 

dengan demikian perlu dilakukan penilaian efektivitas program pe-

nanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan di Kabupaten TTS ter-

sebut dan setelah itu perlu juga untuk diidentifikasi faktor-faktor pen-

dukung dan penghambat pelaksanaan program penanggulangan ke-

miskinan tersebut sebagai bahan masukan untuk perbaikan program 

tersebut ke depannya.  

 

 

Metode Penelitian 
 

Jenis/Tipe pengkajian ini adalah deskriptif dengan pendekatan 

mixed (gabungan) yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pende-

katan kuantitatif digunakan untuk mengukur efektivitas program pe-

nanggulangan kemiskinan dengan mengunakan kuisioner yang dise-

bar kepada rumah tangga miskin penerima manfaat. Sedangkan pen-

dekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis faktor pendukung 

dan penghambat pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di 



PROSIDING KONFERENSI TAHUNAN TENTANG KEADILAN SOSIAL 2019 

178 

 

wilayah Amanuban Kabupaten TTS dengan mengunakan pedoman 

wawancara dan target informannya adalah rumah tangga miskin, OPD 

pelaksana program, dan perangkat desa. Untuk data yang digunakan 

dalam pengkajian ini adalah data primer dan data sekunder dimana 

data primer berasal hasil wawancara dan hasil kuisioner sedangkan 

data sekunder adalah berupa Juklak/Juknis, LAKIP, LPPD, Renstra, 

RPJMD, dan Renja. 

Lokasi pengumpulan data dalam kajian ini adalah di Wilayah 

Amanuban Kabupaten TTS dengan jumlah rumah tangga miskin 

15.014 (TNP2K, 2015). Teknik sampling yang digunakan adalah pur-

posive sampling yang difokuskan pada kecamatan dan desa yang me-

miliki jumlah rumah tangga miskin yang tergolong cukup tinggi dan 

juga dapat dijangkau yaitu Kecamatan Amanuban Barat, Amanuban 

Timur, Amanuban Tengah, Amanuban Selatan, Kie, Batuputih, Kuat-

nana, dan Kualin. Berdasarkan data jumlah rumah tangga miskin 

tersebut di atas dilakukan perhitungan jumlah sampel minimal untuk 

penyebaran kuesioner dengan mengunakan rumus Slovin (Umar, 

2004): 

 

 

n = 
𝑁

1+𝑁𝑒2 = 
15.014

1+15.014(0,05)2 = 389 sampel 

 

Keterangan: 

n : jumlah sampel 

N : jumlah populasi 

e : batas toleransi kesalahan 
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Hasil Dan Pembahasan 
 

Analisis Deskriptif Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program 

Penanggulangan Kemiskinan 

Pada bagian ini akan dilakukan perhitungan nilai rata-rata jawab-

an responden terhadap masing-masing variabel pada tiap pernyataan 

yang diukur dengan mengunakan skala Likert dari angka 1 sampai 5. 

Untuk mengetahui tingkat efektivitas terhadap program penanggula-

ngan kemiskinan tersebut maka ditentukan interval kelas sebagai skala 

pengukuran menurut Nababan (2015: 58) yaitu: 

 

 

   Interval (i)        = 
𝐾𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑎𝑠 − 𝐾𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑤𝑎ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑒𝑙𝑎𝑠
 

= 
5 − 1

5
 

= 0,8 

 

 

 

Berdasarkan hasil perhitungan nilai interval di atas maka rentang 

nilai untuk tingkat efektivitas ditentukan dengan rentang nilai sebagai 

berikut:  

 
Tabel 1. Skala Pengukuran Tingkat Efektivitas 

  
Rata-rata Jawaban Tingkat Efektivitas 

Nilai > 4,2 sampai dengan 5 Sangat Efektif 

Nilai > 3,4 sampai dengan 4,2 Efektif 

Nilai > 2,6 sampai dengan 3,4 Cukup Efektif 

Nilai > 1,8 sampai dengan 2,6 Kurang Efektif 

Nilai 1 sampai dengan 1,8 Tidak Efektif 
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Variabel Pemahaman Program 

Untuk variabel pemahaman program terdapat 9 pernyataan yang 

digunakan untuk mengukur pemahaman masyarakat terhadap pro-

gram penanggulangan kemiskinan yang di laksanakan oleh Pemerin-

tah Kabupaten TTS. Berdasarkan hasil perhitungan keseluruhan rata-

rata jawaban responden terhadap 9 pernyataan tersebut adalah 4,37 

dimana angka tersebut termasuk dalam kategori sangat efektif. Se-

hingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat miskin 

telah memahami dengan baik dan jelas tentang sasaran program, tu-

juan program, dan syarat-syarat untuk mendapatkan program bantuan 

tersebut dan untuk sosialisasi program juga sudah berjalan dengan 

baik dan media informasi yang digunakan juga membantu masyarakat 

untuk memahami program tersebut.  

Hasil wawancara dengan masyarakat penerima manfaat menya-

takan bahwa memang benar ada sosialisasi yang dilakukan oleh pelak-

sana program terkait program penanggulangan kemiskinan yang akan 

dilaksanakan seperti Program PKH, Anggur Merah Replikasi, sedang-

kan untuk Rastra sosialisasi dilakukan kepada para camat kemudian 

camat mensosialisasikannya kepada perangkat desa lainnya dan ma-

syarakat desa.  

 

Variabel Tepat Kebijakan 

Untuk variabel tepat kebijakan terdapat 1 pernyataan yang digu-

nakan untuk mengukur apakah kebijakan pelaksanaan program pe-

nanggulangan kemiskinan sudah menjawab permasalahan dalam ma-

syarakat. Hasil perhitungan rata-rata jawaban responden untuk varia-

bel tersebut adalah 4,34 dimana angka tersebut berarti masyarakat 

penerima manfaat setuju bahwa kebijakan program penanggulangan 

kemiskinan yang dilaksanakan sudah menjawab permasalahan di ma-

syarakat miskin. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang 

dibuat sudah tepat dan efektif untuk menyelesaikan permasalahan di 

masyarakat miskin. 
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Menurut informan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Peme-

rintah Kabupaten TTS memang difokuskan untuk penurunan angka 

kemiskinan dan kebijakan tersebut dirasakan sudah menjawab perma-

salahan masyarakat miskin di Kabupaten TTS khususnya wilayah 

Amanuban seperti Program Rastra untuk menjawab permasalahan ten-

tang pemenuhan kebutuhan dasar, Program PKH untuk mengatasi ma-

salah beban biaya kesehatan dan pendidikan, Program Stimulan untuk 

solusi terhadap rumah tinggal layak huni, dan Program Anggur Merah 

Replikasi untuk menjawab permasalahan ekonomi keluarga miskin.  

 

Variabel Tepat Pelaksanaan 

Untuk variabel tepat pelaksanaan terdapat 1 pernyataan yang di-

gunakan untuk mengukur apakah pelaksanaan program penanggula-

ngan kemiskinan sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan/pedoman 

yang telah ditetapkan. Hasil perhitungan rata-rata jawaban responden 

untuk variabel tersebut adalah 4,37 yang berarti masyarakat setuju 

bahwa program penanggulangan kemiskinan sudah sesuai dengan 

aturan/pedoman yang telah ditetapkan. 

Dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Ka-

bupaten TTS, hasil wawancara dengan OPD pelaksana program bah-

wa semua program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan di 

Kabupaten TTS sudah ada Juknisnya. Untuk Program Anggur Merah 

Replikasi sudah ada Juknisnya yang dibuat oleh BAPPEDA Kabupa-

ten TTS, dan untuk Program Rastra dan PKH juga sudah ada Juknis-

nya yang berasal dari Kementerian Sosial RI. 

 

Variabel Tepat Sasaran  

Untuk variabel tepat sasaran terdapat 4 pernyataan yang diguna-

kan untuk mengukur apakah program penanggulangan kemiskinan 

yang dilaksanakan sudah sesuai dengan kebutuhan dan harapan dari 

masyarakat. Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata jawaban respon-

den terhadap 4 pernyataan tersebut adalah 4,56 artinya untuk pelak-
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sanaan program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah Kabupaten TTS khususnya di wilayah Amanuban telah 

tepat sasaran yaitu bagi rumah tangga miskin. 

Berdasarkan hasil wawancara, untuk pelaksanaan program pe-

nanggulangan kemiskinan di wilayah Amanuban memang sudah tepat 

sasaran tetapi untuk Program Rastra, masih ada keluarga miskin yang 

tidak menerima bantuan karena namanya tidak terdaftar dalam daftar 

penerima bantuan. Hal ini disebabkan karena daftar nama tersebut 

dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat melalui survei yang dilakukan oleh 

BPS dan perangkat desa tinggal menyalurkannya ke nama-nama yang 

ada pada daftar tersebut. 

  

Variabel Tepat Waktu 

Untuk variabel tepat waktu terdapat 2 pernyataan yang digunakan 

untuk mengukur apakah program penanggulangan kemiskinan telah 

dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan telah ber-

langsung secara terus-menerus. Berdasarkan hasil perhitungan rata-

rata keseluruhan jawaban responden terhadap kedua pernyataan 

tersebut adalah 4,43 artinya bahwa dari sisi waktu pelaksanaan sudah 

sangat efektif karena telah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang 

telah ditetapkan dan telah berlangsung secara terus-menerus.  

Berdasarkan hasil wawancara rumah tangga miskin penerima 

manfaat diketahui bahwa pelaksanaan program penanggulangan ke-

miskinan di Kabupaten TTS khususnya di wilayah Amanuban telah 

berjalan sesuai dengan waktu yang dijanjikan ketika sosialisasi awal. 

Para informan memberikan contoh program PKH bahwa proses pen-

cairan dana PKH sudah tepat waktu sesuai dengan yang dijanjikan. 

Dari hasil wawancara diketahui bahwa program penanggulangan ke-

miskinan yang dilaksanakan di wilayah Amanuban juga telah berjalan 

secara terus-menerus artinya sudah berjalan dari tahun ke tahun di-

mana menurut informan tersebut bahwa Program PKH sudah diteri-

manya selama 4 tahun sejak tahun 2014 sampai sekarang. 
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Variabel Tercapainya Tujuan 

Untuk variabel tercapainya tujuan terdapat 2 pernyataan yang di-

gunakan untuk mengukur apakah program penanggulangan kemis-

kinan yang telah dilaksanakan telah membantu masyarakat untuk 

hidup lebih baik. Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata jawaban res-

ponden adalah 4,50 artinya tujuan program penanggulangan kemis-

kinan tersebut sudah tercapai dimana program tersebut telah memberi-

kan perubahan ke arah yang lebih baik bagi rumah tangga miskin dan 

untuk persyaratan penerimaan bantuan juga dirasakan cukup mudah 

sehingga membantu mereka untuk dapat menerima bantuan tersebut.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan menyatakan bah-

wa dengan menerima bantuan tersebut ada perubahan dalam kehi-

dupan keluarga mereka. Bantuan yang berdampak signifikan dalam 

peningkatan kehidupan masyarakat miskin di Kabupaten TTS khusus-

nya di wilayah Amanuban adalah Program Anggur Merah Replikasi. 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh informan dari OPD pe-laksana 

Program bahwa keluarga miskin yang menerima bantuan Program 

Anggur Merah Replikasi kehidupannya berubah menjadi lebih baik. 

 

Variabel Perubahan Nyata 

Untuk variabel perubahan nyata terdapat 1 pernyataan untuk me-

ngetahui apakah program penanggulangan kemiskinan yang dilaksa-

nakan oleh pemerintah telah memberikan perubahan dalam kehidupan 

masyarakat penerima program tersebut. Berdasarkan hasil perhitung-

an rata-rata jawaban responden untuk variabel ini adalah 4,21 artinya 

program penanggulangan yang dilaksanakan sudah sangat efektif ka-

rena telah memberikan perubahan nyata dalam kehidupan rumah tang-

ga miskin penerima manfaat.  

Hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa program pe-

nanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabu-

paten TTS telah memberikan perubahan dalam kehidupan mereka. 

Misalnya, yang dulu tidak bisa menyekolahkan anaknya, sekarang de-
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beberapa daerah yang tidak sempat disurvei (termasuk daerah Oecus-

se) masih dibicarakan oleh tim yang dibentuk kedua negara. Pada ta-

hun 1909, Komisi Perbatasan yang dibentuk oleh pemerintah Belanda 

dan Portugis gagal mencapai kata sepakat dalam menentukan tapal ba-

tas di wilayah Oecusse (termasuk daerah sungai Noel Meto). Kegagal-

an ini membawa Belanda dan Portugis ke Peradilan Internasional. 

Pada tanggal 3 April 1913 Belanda dan Portugis menandatangani kon-

vensi berisi kesepakatan mereka untuk membawa kasus sengketa per-

batasan ke Permanent Court of Arbitration (Pengadilan Arbitrasi) di 

Paris. Dalam keputusannya pada 26 Juni 1914 pengadilan arbitrasi 

memutuskan memenangkan klaim Belanda atas daerah-daerah yang 

masih dipersengketakan (Subar, 2016). 

Pada tanggal 2 Pebruari 2002 Menteri Luar Negeri RI Hasan Wi-

rayuda dan pimpinan UNTAET, Sergio Vierra de Mello, menandata-

ngani kesepakatan untuk menggunakan prinsip uti possidetis juris, ya-

itu memakai Konvensi 1904 yang telah ditandatangani Portugis dan 

Belanda serta hasil keputusan Permanent Court of Arbitration 1914, 

sebagai dasar hukum untuk mengatur perbatasan RI-RDTL. 

 

 

 
Gambar 1. Perbatasan Enklave Oekusi, menurut Konvensi Perbatasan 

Tahun 1904 antara Portugal dan Belanda 
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Pada tanggal 8 April 2005 Menlu RI Hasan Wirayuda dan Menlu 

RDTL Ramos Horta menandatangani Persetujuan Sementara (Provisi-

onal Agreement between the Government of the Republic of Indonesia 

and the Government of the Democratic Republic of Timor-Leste on the 

Land Boundary 2005 atau yang dikenal sebagai Provisional Agree-

ment 2005). Perjanjian sementara ini menyepakati 907 koordinat titik 

batas atau sekitar 96% dari total garis batas darat. Namun ada beberapa 

segment di wilayah perbatasan yang masih mengganjal tercapainya 

kesepakatan akhir (final agreement) antara kedua negara.  

Sejak tahun 1999 hingga sekarang terdapat 3 (tiga) segmen di en-

clave Oecusse yang masih menyisakan persoalan tapal batas, baik de-

lineasi dan demarkasi batas, maupun persoalan bidang lainnya. Seg-

men-segmen bermasalah yang dimaksud adalah: Un-resolved segment 

Noelbesi - Citrana, Un-resolved segment Bijaelesunan - Oben, dan 

Un-surveyed segment Haumeniana - Passabe.  

Adanya un-resolved segment dan un-surveyed segment disebab-

kan karena masyarakat adat Indonesia di ketiga segmen bermasalah 

tersebut tidak setuju bila Pemerintah RI - RDTL menggunakan Kon-

vensi 1904 (A Convention for the Demarcation of Portuguese and 

Dutch Dominions on the Islands of Timor) yang ditandatangani Portu-

gis dan Belanda serta hasil keputusan Permanent Court of Arbitration 

(PCA) 1914, sebagai dasar hukum untuk mengatur perbatasan RI-

RDTL. Mereka beralasan bahwa penggunaan Konvensi 1904 dan 

PCA 1914 akan menyebabkan mereka kehilangan tanah ulayat. Mere-

ka menghendaki agar pemerintah kedua negara menyelesaikan konflik 

batas negara menggunakan pendekatan adat, karena secara adat wila-

yah di ketiga segmen yang disengketakan tersebut merupakan tanah 

ulayat mereka. 
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Metode 
 

Kajian kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui tuntutan (aspira-

si) masyarakat adat Indonesia di wilayah un-resolved segment Noel-

besi - Citrana (Kabupaten Kupang), un-resolved segment Bijaelesunan 

- Oben, dan un-surveyed segment Haumeniana - Passabe (Kabupaten 

Timor Tengah Utara) yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia 

untuk diperjuangkan dalam proses negosiasi antara Pemerintah RI - 

RDTL dalam rangka penyelesaian sengketa batas negara di sektor ba-

rat (enclave Oekusi) dan sejauh mana aspirasi masyarakat adat Indo-

nesia tersebut terakomodasi dalam hasil negosiasi pemerintah kedua 

negara. Data diperoleh dari para informan berikut ini: 

- para tokoh adat di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabu-

paten Kupang yang terlibat dalam urusan perbatasan 

- para juru bicara kerajaan lokal (Mafefa, Makoan) di Timor Barat 

- para penjaga rumah adat yang menyimpan bukti-bukti adat terkait 

perbatasan antarkerajaan lokal di Timor Barat  

- tiga raja besar di Timor Barat Indonesia, yaitu Liurai Wehali, 

Liurai Sonbai, dan Raja Amfoan 

- fungsionaris adat dari mantan Raja Ambenu (Tua Amu) dan Fetor 

Mosu (Ambenu) yang hijrah ke Timor Barat pada jaman Portugis 

menguasai Ambenu (Oekusi) 

- individu-individu di un-surveyed segment Haumeniana - Passabe 

yang terlibat langsung dalam konflik perbatasan ketika Portugis 

masih menguasai Ambenu/Oekusi  

- aparat Pemerintah Indonesia yang menangani urusan perbatasan, 

baik di tingkat Provinsi NTT, Kabupaten TTU, dan Kabupaten 

Kupang, serta aparat pemerintah desa di tiga segmen bermasalah. 

Teknik pengumpulan data adalah in-depth interview, FGD, telaah 

dokumen, dan observasi. Metode analisis data mengacu pada model 

interaktif Miles & Huberman. 



PROSIDING KONFERENSI TAHUNAN TENTANG KEADILAN SOSIAL 2019 

258 

 

Hasil  
 

Gambaran Umum Segmen-segmen Bermasalah 

 

Un-resolved segment Naktuka 

Naktuka terletak di wilayah Kecamatan Amfoan Timur Kabupa-

ten Kupang yang berbatasan dengan Citrana - Oekusi (RDTL). Luas 

areal Naktuka yang disengketakan adalah 1.069 ha, sepanjang 4,5 km. 

Hal ini disebabkan adanya perbedaan interpretasi antara tim teknis RI 

dengan RDTL terhadap Traktat 1904. Menurut pihak Indonesia, garis 

batas terletak di Sungai Noelbesi, sedangkan menurut pihak RDTL, 

garis batas terletak pada kanal sebelah barat yaitu sungai kecil yang 

disebut Nonotuinan. Pihak Indonesia menolak interpretasi pihak 

RDTL dengan argumentasi bahwa pada waktu lalu, azimut diukur dari 

tempat yang salah, karena peta yang digunakan berasal dari sumber 

yang tidak dapat dipercaya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Un-resolved segment Naktuka 

RI Position 
The existing Noel Besi is the large river east of the delta. The 
placing of the geographic name Noel Besi attached to a small 
stream known as Sakotuinan is a toponomy blunder. The name 
Noel Besi definitely refers to a large streaming river and not a 
small, sometimes dried-out stream. The azimuth was measured 
from the wrong place. There is a possibility that the existing map 
is derived from unreliable sources. 
 
TL Position 
The position in the Treaty map is clear and refers to the west 
channel. The azimuth used in the Treaty text to define the 
position of the river mouth is clear and refers to the west channel. 
The name Noel Besi is assigned to the west channel in the Treaty 
map. Oil Poli document is specific on that the border follows 
Nono-Tu-I-Nan (present name for the west channel). All other 
maps show the border as the line proposed by TL and not a 
single map was found with a different line. The line on the Nono-
Tu-I-Nan was accepted as border line between the Portuguese 
Timor and The Netherlands (the RI provincial border between 
NTT and TimTim also follows TL line). 
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Un-resolved segment Bijaelesunan-Oben 

Unresolved segment Bijaelsunan-Oben terletak di Oelnasi Desa 

Manusasi Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten TTU. Areal yang 

disengketakan seluas 142,7 ha sepanjang 2,6 km. Di dalam areal ini 

terdapat 489 bidang tanah/kebun milik masyarakat Desa Manusasi. 

Pihak RI menghendaki batas negara dimulai dari Tugu Bijaelesunan 

mengikuti punggung gunung hingga ke Oben, namun pihak Timor 

Leste menghendaki batas negara dimulai dari Tugu Bijaelesunan me-

ngikuti lembah dan aliran Sungai Miomaffo sampai ke Oben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Un-resolved segment Bijaelesunan-Oben 

 

Un-surveyed Haumeniana - Passabe 

Un-surveyed segment Haumeniana - Passabe sering disebut juga 

un-surveyed segment Subina - Obe. Segmen-segmen yang belum di-

survei adalah Tubu Banat/Oben (di Desa Tubu dan Desa Nilulat), 

Nefo Numpo (di Desa Haumeni Ana), Pistana (di Desa Sunkaen), dan 

Subina (di Desa Nainaban dan Desa Inbate), semuanya di Kecamatan 

Bikomi Nilulat Kabupaten TTU. Un-surveyed segment tersebut ter-

BIJAELESUNAN – OBEN  (SEKTOR BARAT) 
Terdapat perbedaan interpretasi peta dalam  
Treaty dengan tuntutan penduduk lokal NTT  
(masalah tanah adat) 
 
Posisi TL 
Proposal Timor Leste mengikuti deskripsi Treaty 
yang sudah jelas. Perbedaan antara kedua proposal 
didasarkan pada fakta bahwa proposal RI tidak 
mengikuti Treaty 1904, melainkan klaim lahan 
dengan dasar yang berbeda. 

 
Posisi RI 
Indonesia berpendapat bahwa penting dan wajib 
untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh    
hak ulayat dan hukum adat dari masyarakat yang 
tinggal di sepanjang perbatasan dalam 
menyelesaikan masalah delineasi batas.      
Indonesia juga mengusulkan agar kedua pihak 
menyetujui bahwa masyarakat lokal kedua pihak 
bertemu dan berdiskusi. 
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bentang sepanjang ± 14 km yang sebenarnya merupakan permasalah-

an klaim hak ulayat karena adanya kebun yang digarap oleh masya-

rakat keenam desa tersebut. Segmen Subina - Oben merupakan seg-

men dengan frekuensi konflik fisik paling tinggi. Pada tahun 1966 

konflik perbatasan terjadi antara masyarakat kefetoran Nilulat (RI) 

dengan masyarakat Passabe (Portugis) yang menyebabkan tewasnya 

Laurensius Lake (Pahlawan Nasional). Sejak Timor Timur menjadi 

wilayah RI konflik di segmen ini berkurang karena wilayah yang di-

sengketakan pada tahun 1966 tetap dikelola menjadi kebun dan sudah 

dihijaukan oleh masyarakat dari enam desa tersebut di atas, walaupun 

batas provinsi mengikuti batas Traktat 1904. Sejak Timor Timur beru-

bah status menjadi RDTL frekuensi konflik kembali meningkat karena 

kebun dan tanaman (jati, dan sebagainya.) akan menjadi milik RDTL 

kalau batas Negara yang diberlakukan mengikuti Traktat 1904. 

 

 
Gambar 4. Un-surveyed Haumeniana - Passabe 

 

Selain un-resolved segment dan un-surveyed segment tersebut di 

atas, masih ada satu segmen yang bermasalah yaitu segmen Bah 

Ob/Nelu yang terletak di Desa Sunsea, Kecamatan Naibenu Kabupa-
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ten TTU. Segmen Bah Ob/Nelu seluas ± 1,5 km yang sebenarnya su-

dah didelineasi tahun 2003, tetapi masyarakatnya menolak didemarka-

si dengan alasan tidak mau kehilangan lahan garapan. Di segmen ini 

terdapat pilar Ampu Panalak, namun masyarakat Timor Leste secara 

sepihak merusak pilar tersebut dan menggeser batas wilayah sejauh ± 

500 meter ke dalam wilayah RI. Pada tanggal 16 Oktober 2013 terjadi 

saling serang antara warga Nelu, Desa Sunsea (TTU) dengan warga 

Leolbatan, Desa Kosta, Kecamatan Kota (Distrik Oekusi, RDTL). Hal 

ini dipicu oleh adanya perusakan belasan makam leluhur warga Nelu 

di saat warga Timor Leste melakukan pekerjaan membuka jalan raya.  

 

Argumentasi yang Mendasari Klaim Masyarakat Adat Indonesia   

 

Masyarakat adat Indonesia di Kabupaten Timor Tengah Utara 

khususnya masyarakat Bikomi Nilulat dan Manusasi mengklaim wi-

layah Subina - Oben (un-surveyed segment) dan Bijaelesunan - Oben 

(un-resolved segment) sebagai tanah milik mereka. Oleh karena itu 

penting untuk mengetahui atas dasar apa mereka mengklaim wilayah-

wilayah yang disengketakan sebagai tanah ulayat mereka. Berikut ini 

secara singkat dikemukakan sejarah pembagian wilayah di Timor 

Barat oleh para raja lokal sebelum kedatangan Portugis dan Belanda 

yang kemudian menjajah pulau tersebut. 

 

Pembagian Wilayah Timor Barat 

Menurut tutur adat, dulu kala terdapat empat orang bersaudara di 

Timor yang tinggal di kerajaan Wehali (yang dalam tutur adat Wehali 

disebut Elka se’at tanje tupun). Kerajaan tersebut dipimpin oleh si 

sulung yang bergelar Liurai. Suatu saat Liurai Wehali menyuruh ke-

tiga adiknya menjelajahi Pulau Timor bagian barat untuk mendirikan 

kerajaan. Ketiga bersaudara tersebut yang kemudian dikenal dengan 

nama Sonbai Sila (Liurai Sonba’i), Beun Sila (Am Benu), dan Afo’ 

Sila (Am Fo’an) bergerak menjelajahi bagian barat Pulau Timor. Na-
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mun di suatu tempat bernama Nunuh Kobam Tamnaulasi (dekat 

Maurisu-TTU), Sonbai, Am Benu, Am Fo’an berbagi arah perjalanan. 

Sonbai bergerak ke barat melalui bagian selatan pulau, Ambenu dan 

Amfoan melalui bagian Utara, sedangkan bagian tengah pulau dijela-

jahi oleh Bikomi, salah seorang panglima dari Liurai Wehali. Ketiga 

bersaudara tersebut kemudian bertemu di Mutis, gunung tertinggi di 

Timor Barat. Dari Mutis mereka ke suatu tempat yang kemudian dibe-

ri nama Bijaelesunan. Di tempat ini, mereka membunuh seekor kerbau 

bernama Bi Ko Un dan menghadapkan kepalanya ke Timur (Wehali) 

dan mulai membagi wilayah sebagai berikut:  

 wilayah di bagian tanduk kiri (utara) milik Benu Sila (Ambenu) 

 wilayah di bagian tanduk kanan (selatan) milik Sonbai Sila (Son-

bai) 

 wilayah di bagian tengkuk (barat) milik Afo’ Sila (Amfoan) 

 wilayah di bagian dahi (timur) dari Bijaelesunan hingga Bijae-

su’if (Maurisu) milik Liurai Wehali yang kemudian diserahkan 

kepada Bikomi. 

 

Tanduk kanan Bi Kol Un, kerbau yang disembelih di Bijaelesunan 

untuk membagi wilayah Timor Barat, kini tersimpan di rumah adat Bi 

Sa’ Luat milik Taninas di Naekake, sedangkan tanduk kirinya di 

rumah adat Ambenu di Hausiso bersama sebuah tongkat bernama Uel 

Fla’e Antoen. 

 

Batas Awal antara Sonbai, Bikomi, Amfoan, dengan Ambenu 

Pada waktu itu, Sonbai, Bikomi, dan Amfoan berbatasan lang-

sung dengan Ambenu. Batas tersebut dikenal dengan nama Noel Kol 

Unu, dengan garis batas dari Timur ke Barat, sebagai berikut: Wini - 

Bah Ob - Taemnasi - Noel Bilomi - Noel Kol Unu - Ijao Us Kono - 

Panamtasa - Citrana. Di dekat Noel Kol Unu (Nia’napu) terdapat 

sebuah tetu (tempat persembahan) yang dikenal dengan nama “Tetu 

Bikomi” hingga hari ini. 
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Po’abas-po’taum: Pergeseran Tapal Batas akibat Perkawinan 

Puteri Us Kono dengan Raja Ambenu 

Us Kono, salah seorang meo (panglima) Raja Sonba’i, dalam per-

jalanan sejarah selanjutnya, oleh Sonbai diserahi wilayah Miomaffo. 

Pada suatu saat, putri Raja Us Kono yang bernama Sani Kono, kawin 

dengan Raja Ambenu. Sesuai adat tradisi, Us Kono memberikan seba-

gian wilayahnya kepada putrinya sebagai po’abas-po’ taum. (lit. tanah 

untuk menanam kapas dan tarum). Maka di suatu tempat bernama 

Hue’ek Thal Pah di sebelah barat Gunung Nu’akbat, dihadiri oleh 

Sonbai, Ambenu, Amfoan, Us Kono dan Bikomi (Lake - Sanak); batas 

yang semula di Noel Kol Unu dipindahkan ke Klus Ni’kome, dengan 

garis batas dari timur ke barat, sebagai berikut: Noel Kol Unu - Noel 

Bilomi - Noel Ekat - Tut Noni - Klus Ni’kome - Klus Bijaelesunan - 

terus ke Utara menyusuri kali dan sungai, mulai dari Suna’ - Niuf Afot 

- Noel Besi - Citrana. Dalam pertemuan itu ditegaskan pula bahwa 

batas dari Timur ke Barat berupa batu dan pohon kayu, tetapi dari Bi-

jaelesunan ke Citrana, batas menyusuri aliran kali dan sungai, sehing-

ga apabila di kemudian hari aliran air kali atau sungai berpindah tem-

pat ke kiri atau ke kanan, maka batas akan mengikuti aliran sungai 

atau kali tersebut. Dengan dipindahkannya batas Ambenu - Us Kono 

yang semula di Noel Kol Unu ke Selatan yaitu ke Klus Ni’kome, maka 

wilayah di antara kedua batas tersebut merupakan po’abas-po’taum 

yang diserahkan Us Kono kepada Ambenu akibat perkawinan putrinya 

Sani Kono dengan Raja Ambenu. 

Wilayah kerajaan Bikomi (Lake - Sanak), berbatasan langsung 

dengan Ambenu. Oleh karena itu Raja Ambenu dan Us Kono sepakat 

untuk menyerahkan kuasa mengawasi perbatasan Klus Ni’kome kepa-

da Bikomi. Sebagai tanda kesepakatan pemberian kuasa mengawasi 

perbatasan tersebut, maka Raja Ambenu memberikan sepucuk sena-

pan kepada Bikomi (Lake - Sanak), dan Raja Bikomi menyerahkan se-

keping uang perak 2,5 gulden kepada Ambenu. Senapan yang ber-

ujung laras besar dan bertuliskan angka 1723 (tahun produksinya?) 
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tersebut, kini tersimpan di Sonaf Nilulat dan dijadikan sebagai salah 

satu barang pusaka Kerajaan Nilulat. Senapan yang diberi nama Kenat 

Bokmalit tersebut menjadi bukti sejarah bahwa wilayah Sonba’i dulu 

sampai Klus Ni’kome (kini RDTL). 

 

Tetu Bikomi 

Di dalam wilayah Distrik Ambenu RDTL sekarang terdapat dua 

buah tetu. Tetu adalah tempat melakukan upacara adat. Kedua tetu 

tersebut dikenal dengan nama Tetu Bikomi. Setiap tahun Orang Pas-

sabe (Ambenu - RDTL) melakukan upacara adat meminta hujan, me-

nolak bala, minta restu untuk melakukan sesuatu, dan lain-lain di tetu-

tetu tersebut. Tetu Bikomi yang satu berada di Nefo Ba’i dekat Passabe 

dan sekarang dijaga oleh Elu Bahan, sedangkan yang lainnya berada 

dekat Klus Bijaelesunan (Teut Neno) yang dijaga oleh Tasi Eta (Tasi 

Elu) juga dari Passabe. Kehadiran Tetu Bikomi di wilayah Ambenu 

(Distrik Passabe - RDTL) membuktikan bahwa wilayah itu adalah mi-

lik Usif Bikomi (Lake - Sanak). Oleh karena pemilik wilayah adalah 

Usif Bikomi dan rakyat Passabe hidup dan tinggal di wilayah Usif 

Bikomi, maka setiap tahun masyarakat Passabe memberikan upeti 

(pahe balun) kepada Usif Bikomi di Sonaf Maslete di Kefamenanu 

(Kabupaten TTU - Indonesia). Acara memberikan upeti kepada raja 

dikenal dengan istilah tama’maus (memasukkan harta/upeti kepada 

raja di istana raja). Setiap tahun, masyarakat Passabe (RDTL) dipim-

pin Elu Bahan membawa upeti kepada Usif Bikomi di Sonaf Maslete 

diterima oleh Lake - Sanak. Namun, sejak tahun 1999, ketika terjadi 

pergolakan Timor Timur, orang Passabe takut pergi ke Maslete, maka 

Elu Bahan (penjaga Tetu Bikomi di Passabe) menyimpan harta upeti 

tersebut sambil menunggu waktu yang tepat untuk membawanya ke 

Maslete. Keberadaan Tetu Bikomi di Distrik Passabe (RDTL) mem-

buktikan bahwa secara kultural wilayah Passabe adalah milik Bikomi 

(Indonesia). 
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Peristiwa Puin To’af: Pergeseran Tapal Batas dari Klus Nikome ke 

Nunpo  

Suatu ketika, Puin Toaf, rakyat Ambenu dibunuh oleh rakyat Usif 

Lake karena mencuri cendana di Nunpo (wilayah Usif Lake). Sesuai 

tradisi, rakyat dari satu kerajaan yang dibunuh oleh rakyat dari keraja-

an lain di masa damai, berbuah sanksi berupa penyerahan wilayah ke-

pada raja yang rakyatnya tewas dibunuh, dengan ketentuan “di mana 

jenazah dibaringkan, di situlah batasnya”. Oleh karena Puin Toaf 

dibunuh di Nunpo, maka batas antara Ambenu dan Bikomi Miomaffo 

yang semula terletak di Klus Ni’kome - Bijaelesunan berpindah ke 

Nunpo - Bijaelesunan. 

 

Perjanjian Faotben 

Pada tahun 1966 Dinas Topografi TNI AD menetapkan batas 

antara RI - Enklave Oekusi Portugal. Tanggal 09 September 1966 Let-

nan Mustakim dan Kapten Oka dari Dinas Topografi TNI AD tiba di 

Subina dan mulai mendirikan tapal batas mulai dari Subina ke Bi-

jaelesunan. Hadir pada kesempatan itu Bupati TTU A. Lede Umbu 

Sasa, Anggota DPRD TTU Petrus Kune, Kepala Kantor Sosial Politik 

TTU Ande Meta, P3 Miomaffo J.T Sonba’i, Usif Nilulat Yohanes 

Oenunu Lake dan rakyat Usif Lake. Pada tanggal 12 September 1966 

mereka mendirikan pal batas di puncak Bijaelesunan. Titik-titik pal 

batas 1966 dari Subina hingga Bijaelesunan adalah sebagai berikut: 

Subina - Nuaf Binaof - Nefo Puti - Faen Es - Fatu Nipu - Ni Toan 

Nakan (Usapi Tolas) - Oel Fain - Nono Punuf - Nono Fatukbiti - 

Snaetnana - Nono Boni - Bnoko Faotben - Bnoko Su’ap - Niuf Molo 

- Oelkita - Oele’u - Etu Fane - Bnoko Feub - Teut Neno - Oebaki - 

Nono Oela’lali - Nunu’tapi - Krus - Faot Banat - Tubu Angka’i - Ijao 

Ulan - Bijaelesunan. 
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   Keterangan: Batas 1904: ———    Batas 1966: ------- 

 

Gambar 5. Perjanjian Faotben 

 

Pada akhir September atau awal Oktober 1966, Batas 1966 dires-

mikan di puncak Bijaelesunan. Pada kesempatan itu hadir Bupati 

TTU, Tua Amu Raja Ambenu, Administrador dari Oekusi, dan Kepala 

Polisi Portugis. Kehadiran para pejabat Portugis pada acara tersebut 

membuktikan bahwa Portugis setuju dengan Batas 1966 tersebut. 

Namun, pada tanggal 22 Oktober 1966 Portugis merusak tapal batas 

yang baru diresmikan beberapa minggu lalu. Ketika konflik berlang-

sung di Haumeni Ana, Laurensius Lake, anggota OPR (Organisasi 

Pertahanan Rakyat) Temukung Nilulat tewas ditembak oleh Tropaz 

Portugis bernama Atlelo. Jenazah Laurensius dibaringkan di Niuf 

Molo dijaga tentara dan rakyat Portugis. Tanggal 23 Oktober dinihari 

TNI menyerbu tentara Portugis yang menjaga jenazah Laurensius. 

Mereka lari meninggalkan jenazah Laurens, namun TNI tidak meng-

ambil jenazah tersebut. Pertempuran semakin meluas. Portugis terde-

sak. Beberapa waktu kemudian di hari yang sama, muncul sekelom-

pok orang di antara Faotben dan Su’ap sambil mengibarkan bendera 
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putih. Ternyata yang datang adalah Tua Amu Raja Ambenu, Adminis-

trador dari Oekusi, Tuan Postu Mota, dan Sufa Atolan Cefe Passabe. 

Mereka ingin bertemu dengan Usif Lake. Ketika Usif Lake, Yohanes 

Oenunu Lake tiba, Tua Amu Raja Ambenu menyerahkan sekeping 

uang perak 1 gulden kepada Usif Lake sebagai “alas mulut” untuk 

berbicara. Tua Amu menyatakan penyesalannya karena rakyatnya te-

lah membunuh Laurens Lake. Tua Amu kemudian meminta agar per-

tempuran segera dihentikan. Selanjutnya Tua Amu mengatakan bahwa 

di mana jenazah Laurens dibaringkan, di situlah batas antara Ambenu 

(Portugis) dan Usif Lake (Indonesia). Usif Lake tidak setuju dan 

menuntut agar batas antara Ambenu - Usif Lake yang sekarang di 

Nunpo - Bijaelesunan (peristiwa Puin Toaf) dipindahkan kembali ke 

Klus Ni’kome - Bijelesunan (peristiwa Laurens Lake). Namun Tua 

Amu mengatakan bahwa rakyat Usif Lake juga ada di Passabe yang 

tiap tahun memberi upeti kepada raja Bikomi. Oleh karena itu Tua 

Amu menawarkan batas Ambenu dengan Usif Lake mulai dari Subina 

hingga Bijaelesunan mengikuti tapal batas yang beberapa waktu yang 

lalu didirikan (maksudnya Batas Topografi 1966). Setelah tawar-me-

nawar antara Tua Amu dan Usif Lake yang berlangsung dalam bahasa 

daerah disampaikan oleh Tua Amu kepada pihak Portugis (Adminis-

trador) dan oleh Balthasar Obe kepada TNI, maka disepakati bahwa 

titik-titik batas antara Usif Lake (Indonesia) dengan Ambenu (Por-

tugis) mulai dari Subina hingga Bijaelesunan sebagai berikut: Subina 

- Nuaf Binaof - Nefo Puti - Faen Es - Fatu Nipu - Ni Toan Nakan 

(Usapi Tolas) - Oel Fain - Nono Punuf - Nono Fatukbiti - Snaetnana - 

Nono Boni - Bnoko Faotben - Bnoko Su’ap - Niuf Molo (tempat 

jenasah Laurensius Lake dibaringkan) - Oelkita - Oele’u - Etu Fane - 

Bnoko Feub - Teut Neno - Oebaki - Nono Oela’lali - Nunu’tapi - Krus 

- Faot Banat - Tubu Angka’i - Ijao Ulan - Bijaelesunan.  

Dengan adanya Persetujuan Faotben tersebut, maka pertempuran 

antara pasukan Indonesia dengan Trapoz Portugis dihentikan pada hari 

itu juga. Sekeping uang perak 1 gulden yang diberikan oleh Tua Amu 
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kepada Usif Lake, Yohanes Oenunu Lake, di Faotben hingga kini ma-

sih tersimpan di Sonaf Usi Lake di Nilulat. 

 

Perjanjian Oebaki 

Oebaki adalah salah satu titik tapal batas Topografi TNI AD 

tahun 1966. Tumpukan batu yang dibangun pada tahun 1966 sebagai 

tanda batas telah dirusak oleh orang Ambenu pada tanggal 22 Oktober 

1966 yang berujung pada tewasnya Laurens Lake. Pada tahun 1980-

an berdasarkan keputusan bersama Gubernur NTT Ben Mboi dan Gu-

bernur Timor Timur Mario Vegas Carrascalao di Haumeni Ana, warga 

kedua belah pihak diberi bibit kemiri dan jati untuk menghijauan wi-

layah sepanjang perbatasan karena sebelumnya hanya padang belanta-

ra. Warga Desa Nilulat di Kampung Tubu dan warga Desa Haemnanu 

Kecamatan Passabe berkebun di lokasi Oebaki. Pada waktu itu kedua 

warga bersepakat agar masing-masing bekerja di wilayahnya dan tidak 

boleh menyerobot melewati tapal batas yang telah dibangun pada ta-

hun 1966. Untuk menegaskan garis batas, maka mereka bersama-sama 

membuat tumpukan batu tepat di tempat pal batas tahun 1966 yang 

telah dirusak. Sebagai tanda kesepakatan bersama (mana’hanaf, ma-

na’fefa) kedua belah pihak bertukar uang perak, masing-masing 1 gul-

den. Uang perak milik warga Haemnanu diberikan kepada Sa’it Pal-

beno (Lambert Palbeno) tua adat dari Tubu, sedangkan uang perak 

milik warga Nilulat diterima oleh Loka Nesi tua adat dari Desa Haem-

nanu.  

 

Peristiwa Ul Tule dan Fuka Anunut: Masalah Oelnasi 

Lokasi sengketa antara rakyat Desa Manusasi Kecamatan Mio-

maffo Barat dengan Ambenu (RDTL) terletak di Oelnasi (un-resolved 

segment Bijaelesunan - Oben). Oelnasi dulu adalah kampung lama 

orang Manusasi. Suatu saat Ul Tule, seorang anggota masyarakat dari 

Malelat Ambenu (Portugis) mencuri cendana di Oelnasi - Manusasi 

(Indonesia). Karena itu Ul Tule dibunuh oleh Kono Lake dari Manu-
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sasi. Karena rakyat Ambenu dibunuh oleh orang Manusasi di masa 

damai, maka sesuai hukum adat wilayah Oelnasi tempat pembunuhan 

berlangsung, diserahkan kepada Ambenu (peristiwa tersebut sama se-

perti yang terjadi dengan Puin To’af di Nefo Nunpo). Pada tanggal 22 

Mei 1963, Sufa Soni dari Passabe Ambenu (Portugis) mencuri sapi 

milik orang Manusasi (Indonesia). Seorang tua dari Manusasi berna-

ma Fuka Anunut mengejar pencuri tersebut. Kemudian Sufa Soni, si 

pencuri, membunuh Fuka Anunut. Oleh karena itu raja Ambenu me-

nyerahkan kembali wilayah Oelnasi kepada pemilik semula yaitu 

orang Manusasi pada tahun 1963. Sebagai tanda perjanjian penyerah-

an kembali wilayah Oelnasi oleh Ambenu (Portugis) kepada orang 

Manusasi (Indonesia), maka raja Ambenu menyerahkan sekeping 

uang 2½ gulden kepada Usif Kono (Raja Miomaffo). Uang tersebut 

kini disimpan oleh Ferdi Fay (salah seorang informan dari Desa Manu-

sasi). 

Bukti bahwa wilayah Oelnasi milik orang Manusasi, antara lain 

di sana terdapat ratusan kuburan orang Manusasi. Selain itu terdapat 

pula banyak pohon bambu, kemiri, mangga, dan nangka yang ditanam 

oleh orang Manusasi ketika Oelnasi masih menjadi kampung mereka. 

Pada tahun 1966 ketika Topografi TNI AD tiba di Oben, rakyat Ma-

nusasi menceritakan kisah ini kepada Pak Oka dan Pak Mustakim, 

maka wilayah Oelnasi dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. 

 

Lahirnya Nama Ampupmalak 

Sesungguhnya, rakyat Manusasi (Miomaffo) hidup rukun dengan 

rakyat Ambenu. Terbukti Raja Ambenu (Portugis) dan Usif Kono (Ra-

ja Miomaffo, RI) sepakat untuk membiarkan hewan mereka bebas 

berkeliaran mencari makan minum dalam wilayah kekuasaan kedua 

belah pihak. Kesepakatan ini ditandai dengan digambarnya cap (ma-

lak) kedua raja di sebatang pohon Ampupu (Eucalyptus urophylla) 

yang masih hidup hingga saat ini. Raja Ambenu mengambar capnya 

(mal bokof) di bagian batang pohon yang menghadap ke Utara (wila-
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yah Portugis), sedangkan raja Miomaffo mengambar capnya (mal tiup 

keta) di bagian lain batang pohon yang sama yang menghadap ke arah 

selatan (Indonesia). Inilah asal mula lahirnya nama Ampupmalak (po-

hon Ampupu yang berukirkan cap/malak). 

Ketika Timor Timur bergabung dengan Indonesia, maka batas 

Provinsi NTT dengan Kabupaten Ambenu (Provinsi Timor Timur) 

kembali mengikuti batas Portugis - Belanda sesuai Traktat 1904. Hal 

ini tidak dipermasalahkan oleh rakyat Bikomi Nilulat dan Manusasi 

karena selain mereka tetap berkebun di dalam wilayah Ambenu sesuai 

Batas 1966, Timor Timur itu Indonesia. Namun ketika Timor Timur 

lepas dari Indonesia dan membentuk negara berdaulat, maka masyara-

kat Bikomi Nilulat dan Manusasi tidak rela kalau wilayah yang me-

reka klaim sebagai miliknya beralih ke negara lain (RDTL).  

 

Neolbesi: Batas antara Ambenu dan Amfoan 

Setelah pembagian wilayah oleh para raja puncak di Bijaele-

sunan, ditetapkan pula batas antara Ambenu dan Amfoan. Batas antara 

keduanya dimulai dari Mutis (na’nak miljam fen-fena) berakhir di laut 

(na’hae tuinle ma no’e): Mutis - menyusur Sungai Noelbese - Noel 

Fab - Noel Aplal - Noel Seko - Noel Faotboni - Kolam Besa (Sonjam 

Sonibiko) - Laut di Oepoli. Namun dalam perjalanan selanjutnya, 

Kono, seorang amaf dari Sonbai di Kauniki melakukan suatu kesalah-

an sehingga Sonba’i mengusirnya. Oleh karena itu, Kono datang me-

minta bantuan kepada Taninas dan Ambenu untuk diberi tempat ting-

gal. Taninas dan Ambenu kemudian bersepakat memberikan kepada 

Kono (Thal) tempat yang dalam tutur adat disebut Bijae Natun Balan 

- Bikaes Natun Balan (yaitu Aplal) sebagai tempat tinggal. Akibatnya, 

batas pertama yang dimulai dari Mutis menyusur Sungai Noelbesi 

hingga ke Laut, berubah. Batas kedua dimulai dari Bijaelesunan me-

nyusur kali kecil bernama Nono Suna - Noel Seko (pertemuan antara 

kali Suna dengan Noel Aplal) - Noelbese - Laut. 
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Kalau kita menganalisis keterangan tentang batas-batas yang 

dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa batas antara Ambenu 

dan Amfoan sesungguhnya tidak berubah, yaitu tetap di Noelbese. 

Perubahan batas terjadi di hulu sungai Noelbese di wilayah Aplal. 

Aplal menurut penentuan batas pertama, masuk dalam wilayah kekua-

saan Ambenu, namun karena Aplal diberikan kepada Kono (Thal), 

maka Aplal kemudian menjadi bagian dari wilayah Miomaffo.  

Setelah pembagian wilayah di Bijaelesunan, keempat raja yaitu 

Liurai Le’u, Sonbai Le’u, Benu Le’u, dan Foan Le’u, bertemu lagi di 

istana Raja Sonba’i di Kinbinim Fatumnut. Dalam pertemuan tersebut 

para raja berjanji untuk saling menghormati batas-batas wilayah kera-

jaan sebagaimana telah ditetapkan di Bijaelesunan. Untuk mengingat-

kan para raja akan perjanjian tersebut, maka Sonba’i memberikan ke-

pada masing-masing raja selembar muti salak disertai delapan rangkai 

pinang dan delapan rangkai sirih untuk ditanam di wilayah masing-

masing sebagai tanda peringatan akan Perjanjian Kinbinim Fatumnut. 

Kemudian Sonba’i berpesan bahwa apabila di kemudian hari salah sa-

tu pihak melanggar batas, tunjukkanlah muti salak tersebut untuk me-

ngingatkan dia tentang Perjanjian Kinbinim Fatumnut. Kepada Ambe-

nu dan Amfoan, Sonba’i menegaskan bahwa batas keduanya dari 

Mutis menyusur Sungai Noelbese hingga ke Laut. Selanjutnya Sonbai 

Le’u memberikan kepada Benu Le’u selembar muti salak yang diberi 

nama Bubu Bukbal-Sala Bukbal, dan kepada Afo’an Le’u diberikan 

juga selembar muti salak bernama Bubu Tombalen-Sala Tombalen. 

Muti salak yang diberikan oleh Raja Sonba’i kepada Raja Amfoan, 

yaitu Bubu Tombalen-Sala Tombalen kini disimpan oleh Semuel Ba-

nu di rumah adat Banu (Meo Besar Kerajaan Amfoan). 

Setelah pertemuan para raja di istana Raja Sonba’i di Kinbinim 

Fatumnut, Raja Ambenu dan Raja Amfoan menyusuri batas di antara 

keduanya, mulai dari Bijaelesunan hingga ke Noelbese. Sampai di su-

atu tempat bernama Lakat Bi Ato di Noelbese, kedua raja bersepakat 

untuk tidak melanggar batas di antara keduanya, yaitu Noelbese. Seba-
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gai bukti kesepakatan, mereka saling bertukar uang perak. Uang perak 

milik Ambenu dipegang oleh Amfoan, sedangkan uang perak milik 

Amfoan dipegang oleh Ambenu. Uang perak milik Ambenu tersebut 

kini dipegang oleh Bapak Tom Kameo di Oepoli. 

 

Batas antara Ambenu dan Amfoan menurut Fungsionaris Adat Tua 

Amu 

Joao da Cruz yang bergelar Tua Amu, Raja Ambenu, pada jaman 

Portugis meninggalkan Nunhenu di Oekusi dan hijrah ke Oepoli. Dari 

Oepoli, Tua Amu pindah ke Kefamenanu dan tinggal di Kampung 

Aplasi (wilayah kerajaan Bikomi). Kemudian rakyat Ambenu yang 

sudah lebih dulu mengungsi ke wilayah Timor Tengah Utara memba-

wa beliau ke Manamas. Namun karena terjadi konflik antara Tua Amu 

dengan Usif Meko di Manamas, maka beliau kemudian pindah ke Ba-

kitolas (di Kecamatan Naibenu Kabupaten Timor Tengah Utara seka-

rang) dan menetap di sana hingga meninggal dunia. Tua Amu, Joao da 

Cruz, diperkirakan lahir pada tahun 1870-an dan meninggal di Bakito-

las pada tanggal 27 April 1970. Dikisahkan bahwa hijrahnya Tua Amu 

dari Nunuhenu disebabkan karena ketika Portugis masuk ke wilayah 

Ambenu, Portugis membawa serta da Costa untuk dijadikan Raja Am-

benu. Hal ini menimbulkan pertikaian antara Tua Amu dengan Portu-

gis. Oleh karena Tua Amu tidak kuat menahan tekanan tentara Portu-

gis, maka mereka meninggalkan Nunhenu. Menurut para tetua adat 

Tua Amu di Bakitolas, titik-titik batas wilayah kerajaan Ambenu dari 

Timur ke Barat sebagai berikut: Ban’uru (Noemeto) - A’lij - Nunpo - 

Bijaelesunan - Noelbese - Sitrana. Jadi batas antara Ambenu dengan 

Amfoan terletak di sebuah sungai yang bernama Noelbese. Demikian-

lah riwayat kerajaan Ambenu yang disampaikan oleh mafefa Tua Amu 

Mikhael Tnepu Oki, cucu Tua Amu Petrus Parera da Cruz, dan meo 

naek Tua Amu Arnoldus Taeki Oki (Bakitolas, Agustus 2016).  
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Naktuka: Tanah Ulayat Suku Loitas-Aomanas 

Berdasarkan kisah tentang batas antara Kerajaan Amfoan dan 

Ambenu dapat disimpulkan bahwa Noelbese adalah batas antara Kera-

jaan Ambenu dengan Kerajaan Amfoan. Bila demikian, maka Naktu-

ka, wilayah yang disengketakan termasuk wilayah Kerajaan Amfoan. 

Hal ini dipertegas oleh para tetua adat Suku Loitas-Aomanas dari 

Kerajaan Amfoan yang mengklaim Naktuka sebagai tanah ulayatnya. 

Menurut para tetua adat Loitas-Aomanas, batas luar tanah ulayat me-

reka dimulai dari Bitlauk - menuju Nono Manu - Fatuk Oepoi - Nonok 

Bimanus - menyusur sungai - Haufeton - Kali Naimasu Tael - Bibona 

- Petun Bibona - Fatuk Kenin - Hoe Banael - O’af Leloboko - Nonok 

Fatunaus - menyusur Fatupek - Fatu Naus/Kuakfen - Nefo Bena - 

Bobel - Nefok Snehen - Fatu Sahan - Fafi Panaf Kotin - Aini Inuh - 

Kumatan - Nefo Obu - lurus ke Noel Sitoto - menyusur ke hulu Noel 

Sitoto - Nefo Bak - Oel Tuklua - Opat - Eno Baifuna - Kalitjin Sau 

Bisuni - Lakat Paku To - Bona Tanitais - Nonok Haunasi - Sakuk 

Masis - Atfeka Luen - turun ke Bonpisa - Saku Tuinan - menyusur 

Sungai Noelbese - muara Sonjam Sonibikok - Fatu Sinai (Pulau Batek) 

- menyusur pantai sampai bertemu kembali Bitlauk. 

 

Tuntutan (Aspirasi) Mayarakat Adat Indonesia kepada 

Pemerintah RI 

 

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa pada tanggal 2 Pebruari 

2002 Menteri Luar Negeri RI Hasan Wirayuda dan pimpinan 

UNTAET, Sergio Vierra de Mello, menandatangani kesepakatan un-

tuk menggunakan prinsip uti possidetis juris, yaitu menggunakan 

Konvensi 1904 yang telah ditandatangani Portugis dan Belanda serta 

hasil keputusan Permanent Court of Arbitration 1914, sebagai dasar 

hukum untuk mengatur perbatasan RI-RDTL dengan menggunakan 

Konvensi 1904 dan masyarakat adat Indonesia menuntut agar Peme-

rintah RI - RDTL menggunakan pendekatan hukum adat dalam me-
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nyelesaikan masalah batas negara di tiga segmen yang belum disepa-

kati pemerintah kedua negara. Tuntutan tersebut sangat beralasan ka-

rena apabila pemerintah kedua negara menggunakan Konvensi 1904 

antara Portugis dan Belanda, maka wilayah yang disengketakan de-

ngan sendirinya menjadi milik RDTL, padahal masyarakat adat Indo-

nesia mengklaim wilayah di tiga segmen yang disengketakan tersebut 

merupakan tanah ulayat mereka. 

 

 

Diskusi  
 

Tuntutan para tokoh adat Indonesia agar pemerintah mengguna-

kan pendekatan adat dalam upaya penyelesaian masalah batas negara 

sebenarnya sudah tersirat dalam Article 6b dari Provisional Agreement 

RI – RDTL tanggal 8 April 2005 yang berbunyi: “Setiap pihak akan 

memperhatikan pertimbangan masyarakat setempat yang tinggal di 

wilayah-wilayah yang langsung terpengaruh dengan adanya segmen-

segmen yang belum terselesaikan dalam proses perundingan segmen-

segmen dimaksud dan menyampaikan kepada masyarakat tersebut 

mengenai aspek-aspek hukum dan teknis dari proses delineasi”. 

Sejak tahun 2010 pemerintah kedua negara memfasilitasi serang-

kaian pertemuan antara tokoh adat RI - RDTL, termasuk pertemuan 

Bokos yang menghadirkan empat raja besar di Timor Barat. Namun 

dalam pertemuan-pertemuan tersebut pemerintah RDTL tidak mengi-

jinkan para tokoh adat membahas masalah batas Negara, melainkan 

mereka diminta untuk mendiskusikan pelbagai cara untuk memba-

ngun perdamaian di wilayah perbatasan. Padahal mereka yakin apabi-

la pertemuan para tokoh adat tersebut digunakan untuk membahas 

masalah garis batas di tiga segmen bermasalah tersebut, maka perbe-

daan persepsi dapat diselesaikan, karena batas-batas wilayah adat an-

tarkerajaan sudah ditetapkan oleh para leluhur dengan sumpah adat.  
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Pada tanggal 22 Juli 2019, Wiranto (RI) dan Xanana Gusmao 

(RDTL) menandatangani Pokok-Pokok Kesepakatan Tentang Penye-

lesaian Akhir Batas Darat Antara RI - RDTL, yang isinya Segmen 

Noel Besi - Citrana diselesaikan dengan pendekatan penarikan garis 

tengah sederhana; sedangkan Segmen Bidjael Sunan - Oben dan Hau-

meniana - Passabe diselesaikan sesuai dengan Konvensi 1904 antara 

Belanda dan Portugal. Kesepakatan tersebut memicu ketidakpuasan 

para tokoh adat Indonesia yang diungkapkan dalam pertemuan para 

tokoh adat Amfoan dan TTU di Hotel Aston Kupang awal September 

2019. Mereka merasa dikhianati oleh Pemerintah Indonesia karena 

dengan kesepakatan tersebut tanah ulayat mereka telah menjadi milik 

RDTL.  

 

 

Kesimpulan dan Rekomendasi 
 

Kesepakatan Wiranto-Xanana berakibat tanah ulayat milik ma-

syarakat adat Amfoan, Manusiasi dan Bikomi Nilulat di Noelbesi, 

Bijaelesunan - Oben dan di Haumeniana menjadi milik RDTL. Hal ini 

sangat mengecewakan masyarakat adat Indonesia. Aspirasi mereka 

yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia diabaikan. Pertemuan 

para tokoh adat yang difasilitasi pemerintah RI - RDTL senyatanya 

hanya dimanfaatkan sebagai cara untuk meredam konflik di perbatas-

an. Akibat dari kekecewaan masyarakat adat Indonesia terhadap Kese-

pakatan Wiranto-Xanana dapat memicu konflik di tingkat masyarakat 

kedua negara. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia diharapkan sege-

ra mengembangkan program-program pembangunan wilayah perba-

tasan dengan titik berat pada peningkatan kesejahteraan, penguatan 

ekonomi masyarakat, dan membangun komunikasi antarpemerintah 

dan masyarakat kedua negara. 
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